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putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN 

Nomor 26/TIPIKOR/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI  JAWA BARAT DI BANDUNG,  yang memeriksa

dan  mengadili  perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  tingkat  banding  telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: 

Nama : ENDANG JUHARYA, S.An;
        Tempat lahir : Subang;
        Umur / tgl lahir : 56 tahun/06 Nopember 1959;
        Jenis kelamin : Laki-laki;
        Kebangsaan : Indonesia;
        A g a m a : Islam;
        Tempat tinggal : Jalan Apel No. 5 Blok II  Perumnas RT.079/022,

Kel. Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang;
       Pekerjaan : Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  Kasubag  Sosial

Kemasyarakatan  pada  Bagian  Sosial  Pemda

Kabupaten Subang;
       Pendidikan : S-1

Terdakwa  telah  ditahan  berdasarkan  Surat  Perintah/Penetapan

penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Nopember 2015 s/d tanggal 01 Desember 2015;

2. Perpanjangan  penahanan  oleh  Penyidik  Kejari  Subang,  sejak  tanggal

02 Desember 2015 s/d tanggal 10 Januari 2016;

3. Perpanjangan  Penahanan  Pertama  oleh  Wakil  Ketua  Pengadilan  Negeri

Subang, sejak tanggal 11 Januari 2016 s/d tanggal 09 Februari 2016;

4. Perpanjangan  Penahanan  Kedua  oleh  Wakil  Ketua  Pengadilan  Negeri

Subang, sejak tanggal 10 Februari 2016 s/d tanggal 10 Maret 2016;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2016 s/d tanggal 29 Maret 2016;

6. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Maret 2016 s/d tanggal 22 April 2016;

7. Perpanjangan  Penahanan  Oleh  Wakil  Ketua  Pengadilan  Negeri  Bandung

Kelas I A Khusus, sejak tanggal 23 April 2016 s/d tanggal 21 Juni 2016;

8. Perpanjangan  Penahanan  Pertama  Oleh  Wakil  Ketua  Pengadilan  Tinggi

Jawa Barat, sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d tanggal 21 Juli 2016;

9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa

Barat, sejak tanggal 22 Juli 2016 s/d tanggal 20 Agustus 2016;

10.Hakim Pengadilan Tinggi  Jawa Barat  sejak tanggal  16  Agustus 2016 s/d

tanggal 14 September 2016;

11.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal  15

September 2016 s/d tanggal 14 Nopember 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya TAVIP PRAHARSA BAYU-

NENDRA,  S.H.,  MARCO  TIMOR  LEMBRADO,  S.H.,  YUSEP  SAFA’AT

SUMIARSA,  S.H.,  dan  YULINDASARY  Y.  PRAHASTA,  S.H.,  Advokat  dan

Konsultan Hukum pada kantor hukum TAVIP PRAHARSA B., S.H. & REKAN,

yang berkantor di Jalan Dewi Sartika Nomor 11 dan di Jalan Padasuka Nomor
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24  B  Kota  Bandung,  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tanggal  22  Agustus

2016; 

       PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah  membaca berkas  perkara  dan  surat-surat  yang bersangkutan

serta  turunan  resmi   putusan  Tindak  Pidana  Korupsi  Pengadilan  Negeri

Bandung,  tertanggal  10  Agustus  2016,   No.  26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg,

dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Telah  membaca  surat  Dakwaan  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan

Negeri  Subang  tanggal  23  Maret  2016,  Nomor.Reg.Perkara:  PDS-

05/SUBAN/03/2016,  yang  pada  pokoknya  Terdakwa  didakwa  melakukan

perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut: 

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ENDANG JUHARYA. S. An, selaku Anggota pada

TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Subang  Nomor  902/KEP.199-DPPKAD/2014  Tentang  Pembentukan  Tim

Anggaran  Pemerintah  Daerah  Kab.  Subang.  Dalam  penyaluran Hibah  dan

Belanja  Bantuan  Sosial  Kabupaten  Subang,  baik  bertindak  sendiri-sendiri

maupun  bersama-sama  dengan  saksi  OMAN  SUPRATMAN  (dilakukan

Penuntutan secara terpisah) selaku Sekretaris pada Tim Evaluasi Usulan Hibah

dalam penyaluran bantuan sosial dan hibah dalam satuan kerja Dinas Kelautan

dan  Perikanan  Kab.  Subang,  saksi  IRIANA  (dilakukan  Penuntutan  secara

terpisah) selaku Anggota Tim Evaluasi Usulan Hibah dalam penyaluran bantuan

sosial  dan  hibah  dalam  satuan  kerja  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kab.

Subang  dan  saksi  UJANG  SUTRISNA  Selaku  Kepala  Bagian  Sosial

Pemerintahan  Daerah  Kab.  Subang,  pada waktu  antara  bulan  Januari  2014

sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu

tertentu  di  dalam  tahun  2014,  bertempat  di  Kantor  Pemerintahan  Daerah

Kabupaten Subang Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang atau setidak-tidaknya

pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi Bandung, yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak

pidana korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

diri  sendiri  atau orang lain atau suatu korporasi  yang dapat merugikan

keuangan  negara  atau  perekonomian  negara, sebagai  orang  yang

melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan

tersebut,  jika antara  beberapa  perbuatan  meskipun  masing-masing

merupakan  kejahatan  atau  pelanggaran,  ada  hubungannya  sedemi-kian

rupa  sehingga  harus  dipandang  sebagai  satu  perbuatan  berlanjut,

perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  Terdakwa  ENDANG  JUHARYA.  S.  An.,

dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa  pada  tahun  2014  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Subang

melaksanakan kegiatan pemberian dan penyaluran hibah dan bantuan sosial
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berupa  uang  kepada  Organisasi  Sosial  Masyarakat  dan  Kelompok

Masyarakat dari Pemerintahan Kabupaten Subang pada tahun 2014 dengan

Anggaran sebesar Rp.2.992.500.000,-  (dua milyar sembilan ratus sembilan

puluh  dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  yang  bersumber  dari  Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Subang tahun anggaran 2014

yang  termuat  dalam  Dokumen  Pelaksana  Anggaran  (DPA)  Nomor  :

1.20.1.20.09.00.00.4.  di  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah  (DPPKAD)  pada  tahun  2014,  dimana  pelaksana  kegiatan  hibah

tersebut  dilaksanakan  oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kab.  Subang

berdasarkan   Peraturan  Bupati  Subang  Nomor  6  Tahun  2013  Tentang

Pengelolaan Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial,  dan selaku Satuan

Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  dilapangan  adalah  Dinas  Kelautan  dan

Perikanan Kab.  Subang dengan dasar  acuan daftar  nominatif  nama-nama

kelompok  usaha  bersama  penerima  bantuan  yang  tertuang  dalam  Surat

Keputusan Bupati Subang Nomor : 902/Kep.389-Diskelperi / 2014 tanggal 21

Oktober 2014,  yang di tanda tangani oleh Bupati Subang ;

- Bahwa prosedur dan tata cara awal pengajuan usulan permohonan bantuan

sosial dan hibah dari kelompok usaha bersama atau masyarakat berdasarkan

Peraturan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2013 dalam Pasal 9 ayat (1), ayat

(2),  ayat (3) dan Pasal  10 ayat (1),  ayat  (3) Tentang Pengelolaan Belanja

Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial, adalah sebagai berikut :

1. Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) :

1. Kelompok Usaha Bersama/Organisasi  Kemasyarakat  menyampaikan

usulan bantuan hibah secara tertulis berupa proposal kepada Bupati

Subang / SKPD melalui Bag. TU. Sekretaris Daerah ;

2. Usulan Hibah Bansos sekurang-kurangnya berisi :

a. Latar belakang ;

b. Maksud dan Tujuan ;

c. Waktu Pelaksanaan ;

d. Rencana Penggunaan hibah atau sasaran program / kegiatan ;

e. Rencana Anggaran Biaya.

3. Usulan hibah secara tertulis dibubuhi cap dan ditandatangani.

2. Pasal 10 ayat (1) :

Usulan hibah yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan tidak

duplikasi sumber pendanaan untuk kegiatan yang diusulkan.

        Pasal 10 ayat (3) :

Usulan Hibah secara tertulis yang disampaikan oleh kelompok masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan :

a. Surat keterangan kepengurusan / kepanitiaan ;

b. Surat  keterangan  domisili  yang  menunjukan  bahwa  kedudukan

masyarakat berada dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten

Subang atau surat keterangan dari Pemerintah setempat. 
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- Bahwa tata  cara  dan  alur  pelaksanaan  secara  administrasi  dalam proses

pengajuan permohonan dan pencairan bantuan hibah berdasarkan Peraturan

Bupati  No. 6 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Belanja Hibah Dan Belanja

Bantuan  Sosial,  diatur  dalam  Pasal  11  sampai  dengan  Pasal  17  adalah

sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha pada Sekretaris Daerah melakukan seleksi terhadap

pemohon bantuan usulan hibah ;

2. Apabila sesuai dengan persyaratan diteruskan kepada Bupati ;

3. Bupati  menugaskan  Sekretaris  Daerah  –  Asisten  Daerah  untuk

mendistribusikan usulan hibah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) untuk melakukan evaluasi hibah ;

4. Kepala SKPD membentuk Tim Evaluasi Usulan Hibah ;

5. Tim  evaluasi  usulan  hibah  melakukan  evaluasi  dan  menyampaikan

hasilnya  kepada  Kepala  SKPD  berupa  kajian  sebagai  bahan

rekomendasi ;

6. Kepala  SKPD  menyusun  rekomendasi  dan  menyampaikan  kepada

Bupati melalui TAPD ;

7. Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  (TAPD)  memberikan  pertimbangan

terhadap  rekomendasi  belanja  hibah  sesuai  dengan  prioritas  dan

kemampuan keuangan daerah;

8. TAPD menyusun Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-

PBH) berdasarkan pertimbangan belanja hibah dan rekomendasi belanja;

9. TAPD menyampaikan DNC-PBH kepada Bupati disertai dengan pertim-

bangan dan rekomendasi belanja hibah ;

10. Bupati Menetapkan persetujuan atau penolakan DNC-PBH ;

11. Persetujuan  Bupati  dituangkan  dalam  lembar  persetujuan  Bupati  dan

menjadi  dasar  pencantuman  alokasi  anggaran  belanja  hibah  dalam

rancangan KUA dan PPAS ;

12. Hibah berupa uang dicantumkan dalam Rencana Kerja  dan Anggaran

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKAD) ;

13. Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD ;

14. Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung,

jenis belanja hibah, obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah

pada PPKD ;

15. Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang

diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam

jenis  belanja  barang  dan  jasa  atau diserahkan kepada  pihak ketiga  /

masyarakat pada SKPD ;

16. Bupati  mencantumkan  Daftar  Nama  Penerima,  Alamat  Penerima  dan

Besaran  Hibah  dalam Lampiran  III  Peraturan  Kepala  Daerah  tentang

Penjabaran APBD.

- Bahwa proses pencairan hibah uang bantuan sosial dan hibah dari kelompok

usaha  bersama  atau  masyarakat,  berdasarkan  Perturan  Bupati  Subang
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Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Belanja  Hibah  Dan  Belanja

Bantuan Sosial dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut:

1. Penerima  hibah  uang  mengajukan  permohonan  pencairan  hibah  uang

secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD dengan dilampiri persyaratan :

a. Salinan  Fotocopy  KTP  Ketua  Organisasi  Masyarakat  /  Kelompok

Masyarakat ;

b. Salinan Fotocopy Rekening Bank yang masih aktif ;

c. Kwintansi bermaterai yang dibubuhi tandatangan dan cap ;

d. Rincian rencana penggunaan hibah yang disetujui oleh Kepala Satuan

Kerja Perangkat Daerah Terkait ;

e. Surat Pernyataan Tanggungjawab.

2. SKPD  melakukan  verifikasi  kelengkapan  persyaratan  administrasi

pencairan hibah uang ;

3. SKPD  menyiapkan  Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah  (NPHD)  untuk

ditandatangani kedua belah pihak ;

4. SKPD  mengajukan  nota  dinas  permohonan  pencairan  hibah  uang

dilampiri :

a. Permohonan pencairan hibah uang ;

b. NPHD kepada PPKD.

5. Dalam  kelengkapan  persyaratan  administrasi  sudah  lengkap,  SKPD

menyiapkan NPHD untuk ditandatangani oleh Penerima Hibah dan Bupati

atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk menandatangani NPHD ;

6. Penyiapan NPHD oleh SKPD terkait memperhatikan DPA-PPKD. 

- Bahwa syarat-syarat pencairan bantuan sosial dan hibah berdasarkan Pasal

26 Peraturan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2014,  yaitu : 

(1) Penerima  hibah  berupa  barang  atau  jasa  mengajukan  permohonan

pencairan hibah barang atau jasa secara tertulis kepada Bupati melalui

SKPD terkait  sebagaimana  dimaksud  dalam Keputusan  Bupati  tentang

Daftar Penerima Hibah ;

(2) Permohonan Pencairan secara tertulis dibubui cap dan tandatangani ;

(3) Permohonan pencairan hibah dilampiri  dengan persyaratan administrasi

pencairan hibah yang terdiri dari : 

a. Salinan / photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan ketentuan : 

1. KTP Ketua dan / atau sekretaris atau sebutan lain ketua dan / atau

sekretaris organisasi Kemasyarakatan atau Kelompok Masyarakat.

b. Salinan / photocopy rekening bank yang masik aktif, dengan ketentuan

:

1. Rekening  Bank  atas  nama  Ketua  dan  /  atau  Sekretaris  untuk

kelompok masyarakat ; 

2. Rekening  Bank  atas  nama  Organisasi  Kemasyarakatan  untuk

Organisasi Kemasyarakatan.

(4) SKPD Terkait melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi

pencairan hibah.
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(5) Dalam hal  kelengkapan  persyaratan  administrasi  pencairan  hibah  tidak

lengkap,  SKPD  Terkait  mengembalikan  Permohonan  Pencairan  Hibah

beserta kelengkapannya kepada penerima hibah ; 

(6) Dalam hal kelengkapan persyaratan administrasi pencairan hibah sudah

lengkap, SKPD Terkait menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan

Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah  (NPHD)  untuk  ditandatangani  oleh

Penerima  Hibah  dan  Bupati  atau  pejabat  yang  diberikan  kewenangan

untuk menandatangani NPHD ;

(7) SKPD  terkait  menyerahkan  bantuan  hibah  sesuai  dengan  BAST  dan

NPHD ;

(8) Penyerahan Hibah dapat dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah Terkait.

- Bahwa  Terdakwa  ENDANG  JUHARYA  selaku  Anggota  pada  TAPD  (Tim

Anggaran Pemerintah Daerah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Subang

Nomor  :  902/KEP.199-DPPKAD/2014  Tentang  Pembentukan  tim  Anggaran

Pemerintah  Daerah  Kab.  Subang bersama-sama  dengan  saksi  OMAN

SUPRATMAN  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)  dan  saksi  IRIANA

(dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)  selaku  Sekretaris  dan  Anggota

berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Subang Nomor :  954/KEP.1150-DISKELPRI/2013. Tentang Penunjukan Tim

Evaluasi  Usulan  Hibah  pada Dinas Kelautan dan  Perikanan  Kab.  Subang

Tahun 2014 yaitu saksi DJADJA ROHADAMADJA, selaku Plt. Kepala Dinas

Kelautan dan Perikanan Kab. Subang tertanggal 30 September 2013 sampai

dengan bulan Maret 2014 ;

- Bahwa  selanjutnya  berdasarkan  Surat  Keputusan  Bupati  Subang Nomor  :

902/KEP.199-DPPKAD/2014 Tentang Pembentukan tim Anggaran Pemerintah

Daerah  Kab.  Subang.  Terdakwa ENDANG JUHARYA  selaku Anggota  Tim

TAPD, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Bersama-sama melakukan analisa terhadap rekomendasi Bansos Hibah

dari SKPD tekhnis lingkup bidang sosial budaya sebagai dasar penetapan

Bansos Hibah pada rancangan KUA-PPAS dan RAPBD ;

b. Melaporkan analisa termaksud pada angka a kepada Kepala Bapeda Kab.

Subangyang  diperintahkan  oleh  Pimpinan  di  Dinas  Kelautan  dan

Perikanan Kab. Subang. 

 (Bagian Keempat  angka 5.5.2.  Surat  Keputusan Bupati  Subang  Nomor  :

902/KEP.199-DPPKAD/2014)

- Bahwa saksi OMAN SUPRATMAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah),

mengetahui  informasi  mengenai  tentang  CPCL  (Calon  Penerima  Calon

Lokasi) dan Draft Surat Keputusan Bupati tentang bantuan sosial dan hibah

tahun 2014 dari Bagian Sosial Pemda Kab. Subang ; 

- Bahwa  berdasarkan  Draft  Surat  Keputusan  Bupati  Subang  atas  nama

nominatif  CPCL (Calon  Penerima  Calon  Lokasi)  yang  diterima  oleh  saksi

OMAN  SUPRATMAN  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)  dari  Bagian
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Sosial  Kab.  Subang,  menjadi  dasar  bagi  saksi  OMAN  SUPRATMAN

(dilakukan Penuntutan secara terpisah), untuk melakukan pengumpulan data

proposal  dari  kube  yang  terlampir  dalam  Draft  Surat  Keputusan  Bupati

Subang tersebut dilapangan kepada masing-masing tempat usaha dan Ketua

Kelompok Usaha Bersama pemohon bantuan hibah tahun 2014 tersebut ;

- Bahwa  dasar  dari  pencairan  dana  bantuan  hibah  dan  bansos  terhadap

pemohon bantuan sosial di Kab. Subang Tahun 2014 yaitu Peraturan Bupati

No. 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan

Sosial  Kab.  Subang  diatur  pada  Pasal  22  untuk  pengajuan  administrasi

permohonan  pencairan  bantuan  sosial  dan  daftar  nominatif  nama-nama

penerima bantuan  sosial  tahun  2014 berdasarkan  Sk.  Bupati  Subang  No.

902/Kep.389-Diskelpri/2014 ;

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat kembali oleh masing-

masing saksi OMAN SUPRATMAN  (dilakukan Penuntutan secara terpisah)

dan saksi IRIANA (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada tahun 2014

bertempat  di  dalam  ruangan  saksi  UJANG  SUTRISNA (Selaku  Kabagsos

Pemda  Kab.  Subang)  sebelum dilakukan  proses  pencairan  dana  bantuan

hibah pada tahun 2014 di Kab. Subang, saksi UJANG SUTRISNA meminta

kepada saksi OMAN SUPRATMAN  (dilakukan Penuntutan secara terpisah)

dan saksi IRIANA (dilakukan Penuntutan secara terpisah)  untuk mengambil

bagian sebesar 20% (dua puluh persen) dari ke-6 (enam) Kelompok Usaha

Bersama titipan saksi UJANG SUTRISNA dengan besaran potongan dalam

pencairan  dimasing-masing  Kelompok  Usaha  Bersama  sebesar

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk saksi OMAN SUPRATMAN (dilakukan

Penuntutan secara terpisah) dan untuk saksi IRIANA (dilakukan Penuntutan

secara terpisah) dari ke 10 (sepuluh) Kelompok Usaha Bersama titipan saksi

UJANG  SUTRISNA,  yaitu  Kube  Majalat,  Kube  Pananjung,  Kube  Harko

Mandiri,  Kube  Mega  Tirta,  Kube  Galih,  Kube  Campaka  Mekar,  Kube

Anugerah,  Kube  Guna  Tani,  Kube  Putra  Sawargi  dan  Kube  Mekar  Sari,

dengan  jumlah  uang  sebesar  Rp.40.000.000,-  (empat  puluh  juta  rupiah).

Sehingga total penyerahan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta

rupiah) yang diserahkan oleh saksi IRIANA dengan dititipkan melalui  saksi

BUDI kepada saksi UJANG SUTRISNA melalui perantara Terdakwa ENDANG

JUHARYA ;

- Bahwa  atas  permintaan  lisan  yang  disampaikan  oleh  saksi  UJANG

SUTRISNA  kepada  saksi  IRIANA  menjadi  dasar  untuk  melakukan

pemotongan dari penerimaan bagian uang dari hasil pencairan bantuan hibah

yang diperoleh  dari  ke-10 (sepuluh)  Kelompok Usaha Bersama oleh saksi

IRIANA, yaitu dengan melakukan pemotongan uang hasil pencairan bantuan

hibah pada tahun 2014 dari Kelompok Usaha Bersama dan memberikan atau

menyerahkan kembali uang hasil pemotongan dana pencairan hibah tersebut

kepada saksi OMAN SUPRATMAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah)

dan saksi UJANG SUTRISNA melalui perantara saksi BUDI ;
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- Bahwa  saksi  IRIANA  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)  bersama

dengan saksi OMAN SUPRATMAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah)

mendapatkan dan menggumpulkan proposal permohonan pengajuan bantuan

dari  kelompok usaha bersama  pemohon bantuan hibah dan bansos secara

kolektif  dan ada juga proposal permohonan yang dikirimkan langsung oleh

kelompok usaha bersama kepada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Subang  kemudian  saksi  IRIANA  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)

membantu  saksi  OMAN  SUPRATMAN  (dilakukan  Penuntutan  secara

terpisah) dalam melakukan Evaluasi kepada masing-masing kelompok usaha

bersama dengan  cara  datang  ketempat  kelompok  usaha  bersama  untuk

memeriksa perihal  tentang ketua dan anggota Kelompok Usaha Bersama,

alamat dan tempat kolam ikan dimasing-masing  kelompok usaha bersama

yang  mengajukan  permohonan  bantuan  hibah  dan  bansos  tahun  2014

tersebut sesuai berdasarkan proposal pengajuan pemohon yang diterima oleh

saksi OMAN SUPRATMAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan saksi

IRIANA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa  perbuatan  Terdakwa  ENDANG  JUHARYA,  dalam  menerima  uang

titipan dari penyerahan potongan uang hasil penyaluran dana pencairan hibah

pada  tahun  2014  yang  diterima  oleh  Kelompok  Usaha  Bersama  di  Kab.

Subang  yang  diserahkan  oleh  saksi  OMAN  SUPRATMAN  (dilakukan

Penuntutan secara terpisah) dan saksi IRIANA (dilakukan Penuntutan secara

terpisah) melalui  saksi  BUDIANSYAH, dengan didasari  perintah lisan yang

disampaikan oleh  saksi  UJANG SUTRISNA,  selaku Kabagsos atasan dari

saksi BUDI di Bagian Sosial sebelum pencairan dana bantuan hibah, untuk

saksi BUDI menerima uang hasil pencairan penyaluran dana bantuan hibah

dari pelaksana dilapangan yaitu saksi IRIANA, yang mana sebelumnya baik

saksi OMAN SUPRATMAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah), dan saksi

IRIANA (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)  mendapat  perintah  secara

lisan  yang  disampaikan  sebelumnya  secara  langsung  oleh  saksi  UJANG

SUTRISNA (Selaku Kabagsos) kepada saksi OMAN SUPRATMAN (dilakukan

Penuntutan  secara  terpisah),  saksi  IRIANA (dilakukan  Penuntutan  secara

terpisah) dan saksi BUDIANSYAH untuk menerima bagian sebesar 20% (dua

puluh persen) dari masing-masing uang pencairan yang diterima oleh Ketua

Kelompok Usaha Bersama. Dan selanjutnya baik saksi OMAN SUPRATMAN

(dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)  dan  saksi  IRIANA  (dilakukan

Penuntutan  secara  terpisah)  melalui  saksi  BUDIANSYAH,  menerima uang

hasil potongan dari Kelompok Usaha Bersama dan kemudian menyerahkan

kembali  uang  hasil  pemotongan  dari  masing-masing  Kelompok  Usaha

Bersama tersebut dengan cara yaitu  dititipkan kepada Terdakwa ENDANG

JUHARYA  untuk  diserahkan  kembali  kepada  saksi  UJANG  SUTRISNA

(Selaku  Kabagsos)  sesuai  dengan  perintah  saksi  UJANG  SUTRISNA

tersebut; 
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- Bahwa  perbuatan  Terdakwa  ENDANG  JUHARYA,  dalam  menerima  uang

hasil  pemotongan  pencairan  dalam  proses  bantuan  hibah  oleh  kelompok

usaha bersama baik dari saksi OMAN SUPRATMAN  (dilakukan Penuntutan

secara  terpisah),  saksi  IRIANA  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)

melalui perantara saksi BUDI yang diserahkan kembali kepada saksi UJANG

SUTRISNA,  melalui  Terdakwa  ENDANG  JUHARYA dengan  jumlah  uang

sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari saksi BUDIANSYAH

dan  saksi  OMAN  SUPRATMAN  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)

sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa saksi OMAN SUPRATMAN  (dilakukan Penuntutan secara terpisah)

dan  saksi  IRIANA  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah),  mengetahui

informasi ada penyaluran Pemberian Hibah Uang Kepada Organisasi Sosial

Kemasyarakatan  dan  Kelompok  Masyarakat  dari  Pemerintah  Kabupaten

Subang Tahun Anggaran 2014 karena sebelumnya diberitahu oleh  Bagian

Sosial  Pemda Kabupaten Subang bahwa ada Penyaluran Bantuan Bansos

dan Hibah dari Pemda Kab. Subang untuk Kelompok Usaha Bersama di Kab.

Subang  beserta  lampiran  daftar  nominatif  107  (seratus  tujuh)  Kelompok

Usaha  Bersama  penerima  pemberian  bantuan  uang  Bansos  dan  Hibah

tersebut,  dengan dasar  lampiran draft  tersebutlah saksi  IRIANA  (dilakukan

Penuntutan  secara  terpisah)  bersama  dengan  saksi  OMAN  SUPRATMAN

(dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)  melakukan  pengumpulan  data

proposal permohonan dan melakukan Verifikasi ke masing-masing Kelompok

Usaha  Bersama  di  wilayah  kerja  UPTD  Jalan  Cagak  yang  masih  dalam

wilayah kerja dinas saksi IRIANA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa dasar pencairan dana bantuan hibah dan bansos terhadap pemohon

bantuan sosial di Kab. Subang Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Bupati No.

6  Tahun  2013  Tentang  Pengelolaan  Belanja  Hibah  dan  Belanja  Bantuan

Sosial  Kab.  Subang  diatur  dalam  Pasal  22  untuk  pengajuan  administrasi

permohonan sampai dengan pencairan bantuan sosial dan daftar nominatif

nama penerima bantuan sosial tahun 2014 dengan jumlah 107 (seratus tujuh)

kelompok usaha bersama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Subang No.

902/Kep.389-Diskelpri/2014 ;

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat pada tahun 2014,

sebelum  pencairan  terhadap  dana  bantuan  hibah  saksi  BUDIANSYAH

mendapat  perintah  lisan  yang  disampaikan  langsung  oleh  saksi  UJANG

SUTRISNA (Kabagsos) kepada saksi BUDI sebagai berikut “kalau ada yang

memberikan  dan  menyerahkan  uang  dari  pengelola  panyaluran  dana

pencairan bantuan sosial  tahun 2014 pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Kab. Subang di terima saja oleh saksi BUDI…” perintah tersebut disampaikan

langsung oleh saksi UJANG SUTRISNA selaku Kabagsos kepada saksi BUDI

dengan  disaksikan  dan  didengar  oleh  Terdakwa  ENDANG  JUHARYA,

bertempat di ruangan kantor Bagian Sosial Kab. Subang ;
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- Bahwa  hasil  pemotongan  atas  uang  pencairan  bantuan  hibah  kelompok

usaha  bersama  yang  dilakukan  oleh  saksi  IRIANA dari  ke-10  (sepuluh)

kelompok  usaha  bersama  titipan  dari  saksi  UJANG  SUTRISNA (Selaku

Kabagsos) dan kemudian saksi IRIANA serahkan uang hasil pemotongan dan

penerimaan yang diperoleh dari kelompok usaha bersama kepada saksi BUDI

secara bertahap yaitu masing-masing tahap I sebesar Rp.36.000.000,- (tiga

puluh enam juta rupiah),  tahap II  sebesar  Rp.12.000.000,-  (dua belas juta

rupiah)  dan  selanjutnya tahap  III  sebesar  Rp.12.000.000,-  (dua belas  juta

rupiah) dalam bentuk 20 (dua puluh) amplop berwarna putih dengan masing-

masing  berisikan  uang  berjumlah  10  (sepuluh)  amplop  berisikan

Rp.2.000.000,-  (dua  juta  rupiah)  dan  10  (sepuluh)  amplop  berisikan  uang

sebesar Rp.4.000.000,-  (empat juta rupiah) dengan total  penyerahan uang

titipan potongan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian

saksi BUDI setelah menerima uang dari saksi IRIANA langsung menyerahkan

uang titipan tersebut kepada saksi  UJANG SUTRISNA (Kabagsos) melalui

perantara Terdakwa ENDANG JUHARYA pada bulan Desember tahun 2014

diserahkan di dalam Aula kantor Pemda Kab. Subang ;

- Bahwa dasar saksi BUDI melaksanakan perintah lisan yang disampaikan oleh

saksi  UJANG SUTRISNA (selaku Kabagsos)  untuk  menerima uang titipan

potongan  dari  saksi  IRIANA,  sebagai  pelaksana  dalam  penyaluran  hibah

pada tahun 2014 di Kab. Subang karena saksi UJANG SUTRISNA adalah

selaku  Kepala  Bagian  Sosial  Pemerintahan  Kabupaten  Subang  yang

merupakan atasan langsung dari saksi BUDI didalam kedinasan berdasarkan

perintah lisan saksi  UJANG SUTRISNA tersebutlah, saksi  BUDI menerima

uang titipan dari hasil pemotongan dana pencairan hibah tahun 2014 di Kab.

Subang yang diperoleh dari 10 (sepuluh)  Kelompok Usaha Bersama titipan

saksi UJANG SUTRISNA kepada saksi IRIANA (dilakukan Penuntutan secara

terpisah) ;

- Bahwa  pencairan  bantuan  sosial  dan  hibah  terhadap  107  (seratus  tujuh)

kelompok  usaha  bersama  di  Kab.  Subang  telah  dicairkan  sesuai  dengan

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbit oleh Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dana pencairan dikirim

melalui  sistem  transfer  ke  masing-masing  nomor  rekening  atau  buku

tabungan ketua kelompok usaha bersama sebagai penerima bantuan hibah

pada tahun 2014;

- Bahwa berdasarkan  Surat Keputusan Bupati Subang Nomor : 902/Kep.389-

Diskelperi / 2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Bupati

Subang,  pencairan  sudah dilakukan dalam periode bulan  November  2014

sampai  dengan  bulan  Desember  2014  melalui  transfer  ke  masing-masing

rekening  Ketua  kelompok  usaha  bersama Penerima  Bantuan  Sosial  dan

Hibah  pada  tahun  Anggaran  2014.  selanjutnya setelah  proses  pencairan

hibah diterima oleh Ketua kelompok usaha bersama kemudian saksi IRIANA

(dilakukan Penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saksi OMAN
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SUPRATMAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) atas permintaan lisan

saksi UJANG SUTRISNA (Selaku Kabagsos), untuk melakukan pemotongan

terhadap kelompok usaha bersama titipan  sebesar 20% (dua puluh persen)

dari  Kelompok  Usaha  Bersama  titipan  saksi  UJANG  SUTRISNA,  yang

selanjutnya  diserahkan  oleh  saksi  IRIANA  (dilakukan  Penuntutan  secara

terpisah)  kepada  saksi  BUDIANSYAH  dengan  maksud  untuk  diserahkan

kembali  kepada  saksi  UJANG  SUTRISNA  (Selaku  Kabagsos)  melalui

perantara Terdakwa ENDANG JUHARYA ;

- Bahwa saksi UJANG SUTRISNA bersama-sama dengan Terdakwa ENDANG

JUHARYA,  saksi  OMAN  SUPRATMAN,  saksi  IRIANA,  saksi  BUDI,  Sdr.

ABDURACHMAN (Sekda Kab. Subang), dan Sdr. IWAN (Staf Bagsos), pada

hari Selasa tanggal 8 September tahun 2015 pukul 08.00 Wib bertempat di

Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Subang, mengembalikan Uang

Kerugian  Negara  dengan  jumlah  masing-masing  yaitu  untuk  saksi  OMAN

SUPRATMAN  berjumlah  sebesar  Rp.55.000.000,-  (lima  puluh  lima  juta

rupiah) dan untuk saksi  IRIANA berjumlah sebesar Rp.60.000.000,-  (enam

puluh juta rupiah) dengan total uang pengembalian Uang Kerugian Negara

sebesar Rp.115.000.000,- (seratus juta lima belas ribu rupiah) sesuai dengan

lembaran  kwitansi  bermaterai  titipan  uang  pengembalian  kerugian  negara

yang diterima oleh saksi  MUSRIL dengan total  uang keseluruhan sebesar

Rp.115.000.000,-  (seratus  juta  lima  belas  ribu  rupiah)  tertanggal  08

September 2015 ;

- Bahwa  Terdakwa  ENDANG  JUHARYA,  selaku  Anggota  pada  TAPD  (Tim

Anggaran Pemerintah Daerah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Subang

Nomor  :  902/KEP.199-DPPKAD/2014  Tentang  Pembentukan  tim  Anggaran

Pemerintah  Daerah  Kab.  Subang bersama-sama  dengan  saksi  OMAN

SUPRATMAN  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)  dan  saksi  IRIANA

(dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Sekretaris dan Anggota pada

Tim  Evaluasi  dalam  pemberian  bantuan  sosial  kepada  masyarakat  pada

Tahun Anggaran 2014 di Pemda Kab. Subang, telah melakukan penerimaan

potongan terhadap dana uang pencairan hibah terhadap Kelompok Usaha

Bersama, perbuatan tersebut  bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati

Subang  Nomor  :  902/KEP.199-DPPKAD/2014  Tentang  Pembentukan  tim

Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Subang. Terdakwa ENDANG JUHARYA

selaku Anggota Tim TAPD, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Bersama-sama melakukan analisa terhadap rekomendasi Bansos Hibah

dari SKPD tekhnis lingkup bidang sosial budaya sebagai dasar penetapan

Bansos Hibah pada rancangan KUA-PPAS dan RAPBD ;

b. Melaporkan analisa termaksud pada angka a kepada Kepala Bapeda Kab.

Subang  yang  diperintahkan  oleh  Pimpinan  di  Dinas  Kelautan  dan

Perikanan Kab. Subang. 

(Bagian Keempat angka 5.5.2.  Surat Keputusan Bupati Subang Nomor 902/

KEP.199-DPPKAD/2014)
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Dan  perbuatan  Terdakwa  ENDANG  JUHARYA,  tersebut  dalam  menerima

uang  potongan  dari  titipan  uang  pencairan  kelompok  usaha  bersama

penerima dana bantuan hibah dalam pencairan uang bantuan hibah Tahun

Anggaran  2014  pada  Kab.  Subang  yang  diserahkan  oleh  saksi  OMAN

SUPRATMAN  (dilakukan  penuntutan  secara  terpisah)  dan  saksi  IRIANA

(dilakukan  penuntutan  secara  terpisah)  melalui  saksi  BUDIANSYAH

bertentangan dengan, tugas dan fungsi Terdakwa ENDANG JUHARYA, yaitu

selaku Anggota  Tim TAPD Penyaluran Hibah pada Tahun Anggaran 2014.

Merupakan sifat melawan hukum dalam arti materiil yaitu karena kepatutan

perbuatan  itu  merupakan  perbuatan  yang  tercela  atau  perbuatan  yang

menusuk  perasaan  hati  masyarakat  banyak  termasuk  dalam  penjelasan

Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dan

ditambah  dengan  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan melawan hukum adalah

mencakup melawan hukum dalam arti materiil dan formil.

- Bahwa  perbuatan-perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau

melawan hukum yang dilakukan Terdakwa ENDANG JUHARYA,  bersama-

sama  dengan  saksi  OMAN  SUPRATMAN.  S.  Tp.,  (dilakukan  Penuntutan

secara  terpisah),  IRIANA,  A.  Md.  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah),

saksi  BUDIANSYAH  dan  saksi  UJANG  SUTRISNA  Selaku  Kabagsos,

sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau

koorporasi sebagai berikut : 

1. Memperkaya Terdakwa ENDANG JUHARYA. S. An. Selaku Anggota Tim

TAPD dan saksi UJANG SUTRISNA selaku Kabagsos, dari  uang titipan

yang diterima oleh saksi IRIANA (dilakukan Penuntutan secara terpisah)

dalam pemotongan dan penerimaan terhadap ke-10 (sepuluh)  kelompok

usaha  bersama dan  selanjutnya  saksi  IRIANA (dilakukan  Penuntutan

secara  terpisah)  secara  bertahap  menyerahkan  uang  sebesar  total

Rp.60.000.000,-  (enam puluh juta rupiah)  langsung kepada saksi  BUDI

dan kemudian uang sebesar  Rp.60.000.000,-  (enam puluh juta  rupiah)

langsung  serahkan  oleh  saksi  IRIANA (dilakukan  Penuntutan  secara

terpisah)  dan dititipkan kepada saksi  BUDI dengan maksud dan tujuan

akan  diserahkan  kembali  oleh  saksi  BUDI  kepada  saksi  UJANG

SUTRISNA (Selaku Kabagsos Kab. Subang) melalui perantara Terdakwa

ENDANG  JUHARYA.  S.  An.  Dan  kemudian  pemotongan  uang  titipan

pencairan  bantuan  hibah  yang  diserahkan  saksi  OMAN  SUPRATMAN

kepada  saksi  UJANG  SUTRISNA sebesar  Rp.35.000.000,-  (tiga  puluh

lima  juta  rupiah)  diserahkan  melalui  perantara  Terdakwa  ENDANG

JUHARYA.

2. Memperkaya orang lain yaitu saksi IRIANA, A. Md. (dilakukan Penuntutan

secara  terpisah),  dari  uang  yang  diterima  oleh  saksi  IRIANA  yang

diperoleh dari  ke-13 (tiga belas)  kelompok usaha bersama titipan saksi

UJANG SUTRISNA (Selaku Kabagsos), dengan jumlah pemotongan dan
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penerimaan sebesar Rp.57.350.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima

puluh ribu  rupiah)  bersumber dari  uang pencairan  bantuan hibah yang

dipotong dan diterima dari  ke-13 (tiga belas)  kelompok usaha bersama

oleh saksi  IRIANA,  dan titipan potongan uang sebesar  Rp.60.000.000,-

(enam puluh juta  rupiah)  yang diserahkan kepada saksi  BUDI  sebagai

perantara  saksi  UJANG  SUTRISNA  melalui  Terdakwa  ENDANG

JUHARYA,  dengan total jumlah keseluruhan pemotongan yang dilakukan

oleh saksi IRIANA sebesar Rp.100.350.000,- (seratus juta tiga ratus lima

puluh  ribu  rupiah)  terhadap  pemotongan  dana  pencairan  dalam

penyaluran hibah pada tahun 2014 ;

3. Memperkaya  orang  lain  yaitu  saksi  OMAN  SUPRATMAN  (dilakukan

Penuntutan  secara  terpisah),  dari  uang  yang  diterima  saksi  OMAN

SUPRATMAN sendiri dari ke-7 (tujuh) Kelompok Usaha Bersama dengan

jumlah pemotongan dan penerimaan dari titipan kelompok usaha bersama

saksi  UJANG  SUTRISNA (selaku  Kabagsos)  sebesar  Rp.35.000.000,-

(tiga puluh lima juta rupiah) melalui perantara saksi ENDANG JUHARYA

dengan total  keseluruhan sebesar Rp.53.500.000,-  (lima puluh tiga juta

lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya  uang yang  bersumber dari  saksi

IRIANA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dari hasil penerimaan dan

pemotongan ke-13 (tiga belas) Kelompok Usaha Bersama titipan dengan

total  pemotongan  sebesar  Rp.9.500.000,-  (sembilan  juta  rupiah)

diserahkan  secara  sekaligus  dan  langsung  kepada  saksi  OMAN

SUPRATMAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) oleh saksi IRIANA

(dilakukan Penuntutan secara terpisah), dan selanjutnya uang dari titipan

3 (tiga) Kelompok Usaha Bersama yang diperoleh  dari titipan saksi ADE

TATANG dengan jumlah sebesar  Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang

diterima oleh saksi  OMAN SUPRATMAN  (dilakukan Penuntutan secara

terpisah) ;

- Bahwa  akibat  perbuatan  Terdakwa  ENDANG  JUHARYA.  S.  An.  yang

dilakukan bersama-sama dengan saksi OMAN SUPRATMAN NASUTION. S.

Tp.,  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah),  saksi   IRIANA.  A.  Md.,

(dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan saksi UJANG SUTRISNA Selaku

Kabagsos, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan

Daerah  Pemerintahan  Kabupaten  Subang  sebesar  Rp.359.600.000,-  (tiga

ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya

sejumlah  itu.  Sesuai  dengan  Laporan  Hasil  Audit  Badan  Pengawasan

Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  Perwakilan  Provinsi  Jawa  Barat

Nomor:  SR-883/PW10/5/2015.  Tanggal  8  Desember  2015.  tentang

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dalam Penyimpangan Pemberian

dana bantuan sosial dan hibah Uang Kepada Organisasi Sosial Masyarakat

dan  Kelompok  Masyarakat  dari  Pemerintahan  Kabupaten  Subang  Tahun

Anggaran  2014  sebesar  Rp.2.992.500.000,-  (dua  milyar  sembilan  ratus

sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). 
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Perbuatan Terdakwa ENDANG JUHARYA. S. An., sebagaimana diatur

dan  diancam pidana  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Jo.  Pasal  18  Undang-undang

Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001

Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke–1 Jo. Pasal 64

ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR: 

Bahwa ia Terdakwa ENDANG JUHARYA. S. An, selaku Anggota pada

TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Subang  Nomor  :  902/KEP.199-DPPKAD/2014  Tentang  Pembentukan  Tim

Anggaran  Pemerintah  Daerah  Kab.  Subang.  Dalam  penyaluran Hibah  dan

Belanja  Bantuan  Sosial  Kabupaten  Subang,  baik  bertindak  sendiri-sendiri

maupun  bersama-sama  dengan  saksi  OMAN  SUPRATMAN  (dilakukan

Penuntutan secara terpisah) selaku Sekretaris pada Tim Evaluasi Usulan Hibah

dalam penyaluran bantuan sosial dan hibah dalam satuan kerja Dinas Kelautan

dan  Perikanan  Kab.  Subang,  saksi  IRIANA  (dilakukan  Penuntutan  secara

terpisah) selaku Anggota Tim Evaluasi Usulan Hibah dalam penyaluran bantuan

sosial  dan  hibah  dalam  satuan  kerja  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kab.

Subang  dan  saksi  UJANG  SUTRISNA  Selaku  Kepala  Bagian  Sosial

Pemerintahan  Daerah  Kab.  Subang,  pada waktu  antara  bulan  Januari  2014

sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu

tertentu  di  dalam  tahun  2014,  bertempat  di  Kantor  Pemerintahan  Daerah

Kabupaten Subang Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang atau setidak-tidaknya

pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi Bandung, yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak

pidana korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

negara  atau  perekonomian  negara, sebagai  orang  yang  melakukan,  yang

menyuruh  melakukan,  turut  serta  melakukan  perbuatan  tersebut,  jika antara

beberapa  perbuatan  meskipun  masing-masing  merupakan  kejahatan  atau

pelanggaran,  ada  hubungannya  sedemikian  rupa  sehingga  harus  dipandang

sebagai satu perbuatan berlanjut,  perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa

ENDANG JUHARYA. S. An., dengan cara-cara sebagai berikut: 

- Bahwa  pada  tahun  2014  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Subang

melaksanakan kegiatan pemberian dan penyaluran hibah dan bantuan sosial

berupa  uang  kepada  Organisasi  Sosial  Masyarakat  dan  Kelompok

Masyarakat dari Pemerintahan Kabupaten Subang pada tahun 2014 dengan

Anggaran sebesar Rp.2.992.500.000,-  (dua milyar sembilan ratus sembilan

puluh  dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  yang  bersumber  dari  Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Subang tahun anggaran 2014

yang  termuat  dalam  Dokumen  Pelaksana  Anggaran  (DPA)  Nomor  :
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1.20.1.20.09.00.00.4.  di  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah  (DPPKAD)  pada  tahun  2014,  dimana  pelaksana  kegiatan  hibah

tersebut  dilaksanakan  oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kab.  Subang

berdasarkan   Peraturan  Bupati  Subang  Nomor  6  Tahun  2013  Tentang

Pengelolaan Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial,  dan selaku Satuan

Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  dilapangan  adalah  Dinas  Kelautan  dan

Perikanan Kab.  Subang dengan dasar  acuan daftar  nominatif  nama-nama

kelompok  usaha  bersama  penerima  bantuan  yang  tertuang  dalam  Surat

Keputusan Bupati Subang Nomor : 902/Kep.389-Diskelperi / 2014 tanggal 21

Oktober 2014,  yang di tanda tangani oleh Bupati Subang ;

- Bahwa prosedur dan tata cara awal pengajuan usulan permohonan bantuan

sosial dan hibah dari kelompok usaha bersama atau masyarakat berdasarkan

Peraturan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2013 dalam Pasal 9 ayat (1), ayat

(2),  ayat (3) dan Pasal  10 ayat (1),  ayat  (3) Tentang Pengelolaan Belanja

Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial, adalah sebagai berikut :

1. Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) :

1. Kelompok Usaha Bersama/Organisasi  Kemasyarakat  menyampaikan

usulan bantuan hibah secara tertulis berupa proposal kepada Bupati

Subang / SKPD melalui Bag. TU. Sekretaris Daerah ;

2. Usulan Hibah Bansos sekurang-kurangnya berisi :

a. Latar belakang ;

b. Maksud dan Tujuan ;

c. Waktu Pelaksanaan ;

d. Rencana Penggunaan hibah atau sasaran program / kegiatan ;

e. Rencana Anggaran Biaya.

3. Usulan hibah secara tertulis dibubuhi cap dan ditandatangani.

2. Pasal 10 ayat (1) :

Usulan hibah yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan tidak

duplikasi sumber pendanaan untuk kegiatan yang diusulkan.

Pasal 10 ayat (3) :

Usulan Hibah secara tertulis yang disampaikan oleh kelompok masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan :

a. Surat keterangan kepengurusan / kepanitiaan ;

b. Surat  keterangan  domisili  yang  menunjukan  bahwa  kedudukan

masyarakat berada dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten

Subang atau surat keterangan dari Pemerintah setempat. 

- Bahwa tata  cara  dan  alur  pelaksanaan  secara  administrasi  dalam proses

pengajuan permohonan dan pencairan bantuan hibah berdasarkan Peraturan

Bupati  No. 6 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Belanja Hibah Dan Belanja

Bantuan  Sosial,  diatur  dalam  Pasal  11  sampai  dengan  Pasal  17  adalah

sebagai berikut :
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1. Bagian Tata Usaha pada Sekretaris Daerah melakukan seleksi terhadap

pemohon bantuan usulan hibah ;

2. Apabila sesuai dengan persyaratan diteruskan kepada Bupati ;

3. Bupati  menugaskan  Sekretaris  Daerah  –  Asisten  Daerah  untuk

mendistribusikan usulan hibah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) untuk melakukan evaluasi hibah ;

4. Kepala SKPD membentuk Tim Evaluasi Usulan Hibah ;

5. Tim  evaluasi  usulan  hibah  melakukan  evaluasi  dan  menyampaikan

hasilnya  kepada  Kepala  SKPD  berupa  kajian  sebagai  bahan

rekomendasi ;

6. Kepala  SKPD  menyusun  rekomendasi  dan  menyampaikan  kepada

Bupati melalui TAPD ;

7. Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  (TAPD)  memberikan  pertimbangan

terhadap  rekomendasi  belanja  hibah  sesuai  dengan  prioritas  dan

kemampuan keuangan daerah;

8. TAPD menyusun Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-

PBH) berdasarkan pertimbangan belanja hibah dan rekomendasi belanja;

9. TAPD  menyampaikan  DNC-PBH  kepada  Bupati  disertai  dengan

pertimbangan dan rekomendasi belanja hibah ;

10. Bupati Menetapkan persetujuan atau penolakan DNC-PBH ;

11. Persetujuan  Bupati  dituangkan  dalam  lembar  persetujuan  Bupati  dan

menjadi  dasar  pencantuman  alokasi  anggaran  belanja  hibah  dalam

rancangan KUA dan PPAS ;

12. Hibah berupa uang dicantumkan dalam Rencana Kerja  dan Anggaran

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKAD) ;

13. Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD ;

14. Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung,

jenis belanja hibah, obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah

pada PPKD ;

15. Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang

diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam

jenis  belanja  barang  dan  jasa  atau diserahkan kepada  pihak ketiga  /

masyarakat pada SKPD ;

16. Bupati  mencantumkan  Daftar  Nama  Penerima,  Alamat  Penerima  dan

Besaran  Hibah  dalam Lampiran  III  Peraturan  Kepala  Daerah  tentang

Penjabaran APBD.

- Bahwa proses pencairan hibah uang bantuan sosial dan hibah dari kelompok

usaha  bersama  atau  masyarakat,  berdasarkan  Perturan  Bupati  Subang

Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Belanja  Hibah  Dan  Belanja

Bantuan Sosial dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut:

1. Penerima  hibah  uang  mengajukan  permohonan  pencairan  hibah  uang

secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD dengan dilampiri persyaratan :
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a. Salinan  Fotocopy  KTP  Ketua  Organisasi  Masyarakat  /  Kelompok

Masyarakat ;

b. Salinan Fotocopy Rekening Bank yang masih aktif ;

c. Kwintansi bermaterai yang dibubuhi tandatangan dan cap ;

d. Rincian rencana penggunaan hibah yang disetujui oleh Kepala Satuan

Kerja Perangkat Daerah Terkait ;

e. Surat Pernyataan Tanggungjawab.

2. SKPD  melakukan  verifikasi  kelengkapan  persyaratan  administrasi

pencairan hibah uang ;

3. SKPD  menyiapkan  Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah  (NPHD)  untuk

ditandatangani kedua belah pihak ;

4. SKPD  mengajukan  nota  dinas  permohonan  pencairan  hibah  uang

dilampiri :

a. Permohonan pencairan hibah uang ;

b. NPHD kepada PPKD.

5. Dalam  kelengkapan  persyaratan  administrasi  sudah  lengkap,  SKPD

menyiapkan NPHD untuk ditandatangani oleh Penerima Hibah dan Bupati

atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk menandatangani NPHD ;

6. Penyiapan NPHD oleh SKPD terkait memperhatikan DPA-PPKD. 

- Bahwa syarat-syarat pencairan bantuan sosial dan hibah berdasarkan Pasal

26 Peraturan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2014,  yaitu : 

(1) Penerima  hibah  berupa  barang  atau  jasa  mengajukan  permohonan

pencairan hibah barang atau jasa secara tertulis kepada Bupati melalui

SKPD terkait  sebagaimana  dimaksud  dalam Keputusan  Bupati  tentang

Daftar Penerima Hibah ;

(2) Permohonan Pencairan secara tertulis dibubui cap dan tandatangani ;

(3) Permohonan pencairan hibah dilampiri  dengan persyaratan administrasi

pencairan hibah yang terdiri dari : 

a. Salinan / photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan ketentuan : 

1. KTP Ketua dan / atau sekretaris atau sebutan lain ketua dan / atau

sekretaris organisasi Kemasyarakatan atau Kelompok Masyarakat.

b. Salinan  /  photocopy  rekening  bank  yang  masik  aktif,  dengan

ketentuan: 

1. Rekening  Bank  atas  nama  Ketua  dan  /  atau  Sekretaris  untuk

kelompok masyarakat ; 

2. Rekening  Bank  atas  nama  Organisasi  Kemasyarakatan  untuk

Organisasi Kemasyarakatan.

(4) SKPD Terkait melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi

pencairan hibah.

(5) Dalam hal  kelengkapan  persyaratan  administrasi  pencairan  hibah  tidak

lengkap,  SKPD  Terkait  mengembalikan  Permohonan  Pencairan  Hibah

beserta kelengkapannya kepada penerima hibah ; 
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(6) Dalam hal kelengkapan persyaratan administrasi pencairan hibah sudah

lengkap, SKPD Terkait menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan

Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah  (NPHD)  untuk  ditandatangani  oleh

Penerima  Hibah  dan  Bupati  atau  pejabat  yang  diberikan  kewenangan

untuk menandatangani NPHD ;

(7) SKPD  terkait  menyerahkan  bantuan  hibah  sesuai  dengan  BAST  dan

NPHD ;

(8) Penyerahan Hibah dapat dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah Terkait.

- Bahwa  Terdakwa  ENDANG  JUHARYA  selaku  Anggota  pada  TAPD  (Tim

Anggaran Pemerintah Daerah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Subang

Nomor  :  902/KEP.199-DPPKAD/2014  Tentang  Pembentukan  tim  Anggaran

Pemerintah  Daerah  Kab.  Subang bersama-sama  dengan  saksi  OMAN

SUPRATMAN  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)  dan  saksi  IRIANA

(dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)  selaku  Sekretaris  dan  Anggota

berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Subang Nomor :  954/KEP.1150-DISKELPRI/2013. Tentang Penunjukan Tim

Evaluasi  Usulan  Hibah  pada Dinas Kelautan dan  Perikanan  Kab.  Subang

Tahun 2014 yaitu saksi DJADJA ROHADAMADJA, selaku Plt. Kepala Dinas

Kelautan dan Perikanan Kab. Subang tertanggal 30 September 2013 sampai

dengan bulan Maret 2014 ;

- Bahwa  selanjutnya  berdasarkan  Surat  Keputusan  Bupati  Subang Nomor  :

902/KEP.199-DPPKAD/2014 Tentang Pembentukan tim Anggaran Pemerintah

Daerah  Kab.  Subang.  Terdakwa ENDANG JUHARYA  selaku Anggota  Tim

TAPD, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Bersama-sama melakukan analisa terhadap rekomendasi Bansos Hibah

dari SKPD tekhnis lingkup bidang sosial budaya sebagai dasar penetapan

Bansos Hibah pada rancangan KUA-PPAS dan RAPBD ;

b. Melaporkan analisa termaksud pada angka a kepada Kepala Bapeda Kab.

Subangyang  diperintahkan  oleh  Pimpinan  di  Dinas  Kelautan  dan

Perikanan Kab. Subang. 

 (Bagian Keempat angka 5.5.2. Surat Keputusan Bupati Subang Nomor 902/

KEP.199-DPPKAD/2014)

- Bahwa saksi OMAN SUPRATMAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah),

mengetahui  informasi  mengenai  tentang  CPCL  (Calon  Penerima  Calon

Lokasi) dan Draft Surat Keputusan Bupati tentang bantuan sosial dan hibah

tahun 2014 dari Bagian Sosial Pemda Kab. Subang ; 

- Bahwa  berdasarkan  Draft  Surat  Keputusan  Bupati  Subang  atas  nama

nominatif  CPCL (Calon  Penerima  Calon  Lokasi)  yang  diterima  oleh  saksi

OMAN  SUPRATMAN  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)  dari  Bagian

Sosial  Kab.  Subang,  menjadi  dasar  bagi  saksi  OMAN  SUPRATMAN

(dilakukan Penuntutan secara terpisah), untuk melakukan pengumpulan data

proposal  dari  kube  yang  terlampir  dalam  Draft  Surat  Keputusan  Bupati
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Subang tersebut dilapangan kepada masing-masing tempat usaha dan Ketua

Kelompok Usaha Bersama pemohon bantuan hibah tahun 2014 tersebut ;

- Bahwa  dasar  dari  pencairan  dana  bantuan  hibah  dan  bansos  terhadap

pemohon bantuan sosial di Kab. Subang Tahun 2014 yaitu Peraturan Bupati

No. 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan

Sosial  Kab.  Subang  diatur  pada  Pasal  22  untuk  pengajuan  administrasi

permohonan  pencairan  bantuan  sosial  dan  daftar  nominatif  nama-nama

penerima bantuan  sosial  tahun  2014 berdasarkan  Sk.  Bupati  Subang  No.

902/Kep.389-Diskelpri/2014 ;

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat kembali oleh masing-

masing saksi OMAN SUPRATMAN  (dilakukan Penuntutan secara terpisah)

dan saksi IRIANA (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada tahun 2014

bertempat  di  dalam  ruangan  saksi  UJANG  SUTRISNA (Selaku  Kabagsos

Pemda  Kab.  Subang)  sebelum dilakukan  proses  pencairan  dana  bantuan

hibah pada tahun 2014 di Kab. Subang, saksi UJANG SUTRISNA meminta

kepada saksi OMAN SUPRATMAN  (dilakukan Penuntutan secara terpisah)

dan saksi IRIANA (dilakukan Penuntutan secara terpisah)  untuk mengambil

bagian sebesar 20% (dua puluh persen) dari ke-6 (enam) Kelompok Usaha

Bersama titipan saksi UJANG SUTRISNA dengan besaran potongan dalam

pencairan  dimasing-masing  Kelompok  Usaha  Bersama  sebesar

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk saksi OMAN SUPRATMAN (dilakukan

Penuntutan secara terpisah) dan untuk saksi IRIANA (dilakukan Penuntutan

secara terpisah) dari ke 10 (sepuluh) Kelompok Usaha Bersama titipan saksi

UJANG  SUTRISNA,  yaitu  Kube  Majalat,  Kube  Pananjung,  Kube  Harko

Mandiri,  Kube  Mega  Tirta,  Kube  Galih,  Kube  Campaka  Mekar,  Kube

Anugerah,  Kube  Guna  Tani,  Kube  Putra  Sawargi  dan  Kube  Mekar  Sari,

dengan  jumlah  uang  sebesar  Rp.40.000.000,-  (empat  puluh  juta  rupiah).

Sehingga total penyerahan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta

rupiah) yang diserahkan oleh saksi IRIANA dengan dititipkan melalui  saksi

BUDI kepada saksi UJANG SUTRISNA melalui perantara Terdakwa ENDANG

JUHARYA ;

- Bahwa  atas  permintaan  lisan  yang  disampaikan  oleh  saksi  UJANG

SUTRISNA  kepada  saksi  IRIANA  menjadi  dasar  untuk  melakukan

pemotongan dari penerimaan bagian uang dari hasil pencairan bantuan hibah

yang diperoleh  dari  ke-10 (sepuluh)  Kelompok Usaha Bersama oleh saksi

IRIANA, yaitu dengan melakukan pemotongan uang hasil pencairan bantuan

hibah pada tahun 2014 dari Kelompok Usaha Bersama dan memberikan atau

menyerahkan kembali uang hasil pemotongan dana pencairan hibah tersebut

kepada saksi OMAN SUPRATMAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah)

dan saksi UJANG SUTRISNA melalui perantara saksi BUDI ;

- Bahwa  saksi  IRIANA  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)  bersama

dengan saksi OMAN SUPRATMAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah)

mendapatkan dan menggumpulkan proposal permohonan pengajuan bantuan
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dari  kelompok usaha bersama  pemohon bantuan hibah dan bansos secara

kolektif  dan ada juga proposal permohonan yang dikirimkan langsung oleh

kelompok usaha bersama kepada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Subang  kemudian  saksi  IRIANA  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)

membantu  saksi  OMAN  SUPRATMAN  (dilakukan  Penuntutan  secara

terpisah) dalam melakukan Evaluasi kepada masing-masing kelompok usaha

bersama dengan  cara  datang  ketempat  kelompok  usaha  bersama  untuk

memeriksa perihal  tentang ketua dan anggota Kelompok Usaha Bersama,

alamat dan tempat kolam ikan dimasing-masing  kelompok usaha bersama

yang  mengajukan  permohonan  bantuan  hibah  dan  bansos  tahun  2014

tersebut sesuai berdasarkan proposal pengajuan pemohon yang diterima oleh

saksi OMAN SUPRATMAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan saksi

IRIANA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa  perbuatan  Terdakwa  ENDANG  JUHARYA,  dalam  menerima  uang

titipan dari penyerahan potongan uang hasil penyaluran dana pencairan hibah

pada  tahun  2014  yang  diterima  oleh  Kelompok  Usaha  Bersama  di  Kab.

Subang  yang  diserahkan  oleh  saksi  OMAN  SUPRATMAN  (dilakukan

Penuntutan secara terpisah) dan saksi IRIANA (dilakukan Penuntutan secara

terpisah) melalui  saksi  BUDIANSYAH, dengan didasari  perintah lisan yang

disampaikan oleh  saksi  UJANG SUTRISNA,  selaku Kabagsos atasan dari

saksi BUDI di Bagian Sosial sebelum pencairan dana bantuan hibah, untuk

saksi BUDI menerima uang hasil pencairan penyaluran dana bantuan hibah

dari pelaksana dilapangan yaitu saksi IRIANA, yang mana sebelumnya baik

saksi OMAN SUPRATMAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah), dan saksi

IRIANA (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)  mendapat  perintah  secara

lisan  yang  disampaikan  sebelumnya  secara  langsung  oleh  saksi  UJANG

SUTRISNA (Selaku Kabagsos) kepada saksi OMAN SUPRATMAN (dilakukan

Penuntutan  secara  terpisah),  saksi  IRIANA (dilakukan  Penuntutan  secara

terpisah) dan saksi BUDIANSYAH untuk menerima bagian sebesar 20% (dua

puluh persen) dari masing-masing uang pencairan yang diterima oleh Ketua

Kelompok Usaha Bersama. Dan selanjutnya baik saksi OMAN SUPRATMAN

(dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)  dan  saksi  IRIANA  (dilakukan

Penuntutan  secara  terpisah)  melalui  saksi  BUDIANSYAH,  menerima uang

hasil potongan dari Kelompok Usaha Bersama dan kemudian menyerahkan

kembali  uang  hasil  pemotongan  dari  masing-masing  Kelompok  Usaha

Bersama tersebut dengan cara yaitu  dititipkan kepada Terdakwa ENDANG

JUHARYA  untuk  diserahkan  kembali  kepada  saksi  UJANG  SUTRISNA

(Selaku  Kabagsos)  sesuai  dengan  perintah  saksi  UJANG  SUTRISNA

tersebut; 

- Bahwa  perbuatan  Terdakwa  ENDANG  JUHARYA,  dalam  menerima  uang

hasil  pemotongan  pencairan  dalam  proses  bantuan  hibah  oleh  kelompok

usaha bersama baik dari saksi OMAN SUPRATMAN  (dilakukan Penuntutan

secara  terpisah),  saksi  IRIANA  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)
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melalui perantara saksi BUDI yang diserahkan kembali kepada saksi UJANG

SUTRISNA,  melalui  Terdakwa  ENDANG  JUHARYA dengan  jumlah  uang

sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari saksi BUDIANSYAH

dan  saksi  OMAN  SUPRATMAN  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)

sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa saksi OMAN SUPRATMAN  (dilakukan Penuntutan secara terpisah)

dan  saksi  IRIANA  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah),  mengetahui

informasi ada penyaluran Pemberian Hibah Uang Kepada Organisasi Sosial

Kemasyarakatan  dan  Kelompok  Masyarakat  dari  Pemerintah  Kabupaten

Subang Tahun Anggaran 2014 karena sebelumnya diberitahu oleh  Bagian

Sosial  Pemda Kabupaten Subang bahwa ada Penyaluran Bantuan Bansos

dan Hibah dari Pemda Kab. Subang untuk Kelompok Usaha Bersama di Kab.

Subang  beserta  lampiran  daftar  nominatif  107  (seratus  tujuh)  Kelompok

Usaha  Bersama  penerima  pemberian  bantuan  uang  Bansos  dan  Hibah

tersebut,  dengan dasar  lampiran draft  tersebutlah saksi  IRIANA  (dilakukan

Penuntutan  secara  terpisah)  bersama  dengan  saksi  OMAN  SUPRATMAN

(dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)  melakukan  pengumpulan  data

proposal permohonan dan melakukan Verifikasi ke masing-masing Kelompok

Usaha  Bersama  di  wilayah  kerja  UPTD  Jalan  Cagak  yang  masih  dalam

wilayah kerja dinas saksi IRIANA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa dasar pencairan dana bantuan hibah dan bansos terhadap pemohon

bantuan sosial di Kab. Subang Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Bupati No.

6  Tahun  2013  Tentang  Pengelolaan  Belanja  Hibah  dan  Belanja  Bantuan

Sosial  Kab.  Subang  diatur  dalam  Pasal  22  untuk  pengajuan  administrasi

permohonan sampai dengan pencairan bantuan sosial dan daftar nominatif

nama penerima bantuan sosial tahun 2014 dengan jumlah 107 (seratus tujuh)

kelompok usaha bersama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Subang No.

902/Kep.389-Diskelpri/2014 ;

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat pada tahun 2014,

sebelum  pencairan  terhadap  dana  bantuan  hibah  saksi  BUDIANSYAH

mendapat  perintah  lisan  yang  disampaikan  langsung  oleh  saksi  UJANG

SUTRISNA (Kabagsos) kepada saksi BUDI sebagai berikut “kalau ada yang

memberikan  dan  menyerahkan  uang  dari  pengelola  panyaluran  dana

pencairan bantuan sosial  tahun 2014 pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Kab. Subang di terima saja oleh saksi BUDI…” perintah tersebut disampaikan

langsung oleh saksi UJANG SUTRISNA selaku Kabagsos kepada saksi BUDI

dengan  disaksikan  dan  didengar  oleh  Terdakwa  ENDANG  JUHARYA,

bertempat di ruangan kantor Bagian Sosial Kab. Subang ;

- Bahwa  hasil  pemotongan  atas  uang  pencairan  bantuan  hibah  kelompok

usaha  bersama  yang  dilakukan  oleh  saksi  IRIANA dari  ke-10  (sepuluh)

kelompok  usaha  bersama  titipan  dari  saksi  UJANG  SUTRISNA (Selaku

Kabagsos) dan kemudian saksi IRIANA serahkan uang hasil pemotongan dan

penerimaan yang diperoleh dari kelompok usaha bersama kepada saksi BUDI
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secara bertahap yaitu masing-masing tahap I sebesar Rp.36.000.000,- (tiga

puluh enam juta rupiah),  tahap II  sebesar  Rp.12.000.000,-  (dua belas juta

rupiah)  dan  selanjutnya tahap  III  sebesar  Rp.12.000.000,-  (dua belas  juta

rupiah) dalam bentuk 20 (dua puluh) amplop berwarna putih dengan masing-

masing  berisikan  uang  berjumlah  10  (sepuluh)  amplop  berisikan

Rp.2.000.000,-  (dua  juta  rupiah)  dan  10  (sepuluh)  amplop  berisikan  uang

sebesar Rp.4.000.000,-  (empat juta rupiah) dengan total  penyerahan uang

titipan potongan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian

saksi BUDI setelah menerima uang dari saksi IRIANA langsung menyerahkan

uang titipan tersebut kepada saksi  UJANG SUTRISNA (Kabagsos) melalui

perantara Terdakwa ENDANG JUHARYA pada bulan Desember tahun 2014

diserahkan di dalam Aula kantor Pemda Kab. Subang ;

- Bahwa dasar saksi BUDI melaksanakan perintah lisan yang disampaikan oleh

saksi  UJANG SUTRISNA (selaku Kabagsos)  untuk  menerima uang titipan

potongan  dari  saksi  IRIANA,  sebagai  pelaksana  dalam  penyaluran  hibah

pada tahun 2014 di Kab. Subang karena saksi UJANG SUTRISNA adalah

selaku  Kepala  Bagian  Sosial  Pemerintahan  Kabupaten  Subang  yang

merupakan atasan langsung dari saksi BUDI didalam kedinasan berdasarkan

perintah lisan saksi  UJANG SUTRISNA tersebutlah, saksi  BUDI menerima

uang titipan dari hasil pemotongan dana pencairan hibah tahun 2014 di Kab.

Subang yang diperoleh dari 10 (sepuluh)  Kelompok Usaha Bersama titipan

saksi UJANG SUTRISNA kepada saksi IRIANA (dilakukan Penuntutan secara

terpisah) ;

- Bahwa  pencairan  bantuan  sosial  dan  hibah  terhadap  107  (seratus  tujuh)

kelompok  usaha  bersama  di  Kab.  Subang  telah  dicairkan  sesuai  dengan

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbit oleh Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dana pencairan dikirim

melalui  sistem  transfer  ke  masing-masing  nomor  rekening  atau  buku

tabungan ketua kelompok usaha bersama sebagai penerima bantuan hibah

pada tahun 2014;

- Bahwa berdasarkan  Surat Keputusan Bupati Subang Nomor : 902/Kep.389-

Diskelperi / 2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Bupati

Subang,  pencairan  sudah dilakukan dalam periode bulan  November  2014

sampai  dengan  bulan  Desember  2014  melalui  transfer  ke  masing-masing

rekening  Ketua  kelompok  usaha  bersama Penerima  Bantuan  Sosial  dan

Hibah  pada  tahun  Anggaran  2014.  selanjutnya setelah  proses  pencairan

hibah diterima oleh Ketua kelompok usaha bersama kemudian saksi IRIANA

(dilakukan Penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saksi OMAN

SUPRATMAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) atas permintaan lisan

saksi UJANG SUTRISNA (Selaku Kabagsos), untuk melakukan pemotongan

terhadap kelompok usaha bersama titipan  sebesar 20% (dua puluh persen)

dari  Kelompok  Usaha  Bersama  titipan  saksi  UJANG  SUTRISNA,  yang

selanjutnya  diserahkan  oleh  saksi  IRIANA  (dilakukan  Penuntutan  secara
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terpisah)  kepada  saksi  BUDIANSYAH  dengan  maksud  untuk  diserahkan

kembali  kepada  saksi  UJANG  SUTRISNA  (Selaku  Kabagsos)  melalui

perantara Terdakwa ENDANG JUHARYA ;

- Bahwa saksi UJANG SUTRISNA bersama-sama dengan Terdakwa ENDANG

JUHARYA,  saksi  OMAN  SUPRATMAN,  saksi  IRIANA,  saksi  BUDI,  Sdr.

ABDURACHMAN (Sekda Kab. Subang), dan Sdr. IWAN (Staf Bagsos), pada

hari Selasa tanggal 8 September tahun 2015 pukul 08.00 Wib bertempat di

Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Subang, mengembalikan Uang

Kerugian  Negara  dengan  jumlah  masing-masing  yaitu  untuk  saksi  OMAN

SUPRATMAN  berjumlah  sebesar  Rp.55.000.000,-  (lima  puluh  lima  juta

rupiah) dan untuk saksi  IRIANA berjumlah sebesar Rp.60.000.000,-  (enam

puluh juta rupiah) dengan total uang pengembalian Uang Kerugian Negara

sebesar Rp.115.000.000,- (seratus juta lima belas ribu rupiah) sesuai dengan

tanda bukti lembaran kwitansi bermaterai titipan uang pengembalian kerugian

negara yang diterima oleh saksi MUSRIL dengan total keseluruhan sebesar

Rp.115.000.000,-  (seratus  juta  lima  belas  ribu  rupiah)  tertanggal  08

September 2015;

- Bahwa  Terdakwa  ENDANG  JUHARYA,  selaku  Anggota  pada  TAPD  (Tim

Anggaran Pemerintah Daerah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Subang

Nomor  :  902/KEP.199-DPPKAD/2014  Tentang  Pembentukan  tim  Anggaran

Pemerintah  Daerah  Kab.  Subang bersama-sama  dengan  saksi  OMAN

SUPRATMAN  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)  dan  saksi  IRIANA

(dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Sekretaris dan Anggota pada

Tim  Evaluasi  dalam  pemberian  bantuan  sosial  kepada  masyarakat  pada

Tahun Anggaran 2014 di Pemda Kab. Subang, telah melakukan penerimaan

potongan terhadap dana uang pencairan hibah terhadap Kelompok Usaha

Bersama, perbuatan tersebut  tidak sesuai dengan dengan Surat Keputusan

Bupati Subang Nomor : 902/KEP.199-DPPKAD/2014 Tentang Pembentukan

tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  Kab.  Subang.  Terdakwa  ENDANG

JUHARYA selaku Anggota Tim TAPD, mempunyai tugas dan fungsi sebagai

berikut :

a. Bersama-sama melakukan analisa terhadap rekomendasi Bansos Hibah

dari SKPD tekhnis lingkup bidang sosial budaya sebagai dasar penetapan

Bansos Hibah pada rancangan KUA-PPAS dan RAPBD ;

b. Melaporkan analisa termaksud pada angka a kepada Kepala Bapeda Kab.

Subang  yang  diperintahkan  oleh  Pimpinan  di  Dinas  Kelautan  dan

Perikanan Kab. Subang. 

 (Bagian Keempat angka 5.5.2. Surat Keputusan Bupati Subang Nomor 902/

KEP.199-DPPKAD/2014)

Dan  perbuatan  Terdakwa  ENDANG  JUHARYA,  tersebut  dalam  menerima

uang  potongan  dari  titipan  uang  pencairan  kelompok  usaha  bersama

penerima dana bantuan hibah dalam pencairan uang bantuan hibah Tahun

Anggaran  2014  pada  Kab.  Subang  yang  diserahkan  oleh  saksi  OMAN
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SUPRATMAN  (dilakukan  penuntutan  secara  terpisah)  dan  saksi  IRIANA

(dilakukan  penuntutan  secara  terpisah)  melalui  saksi  BUDIANSYAH

bertentangan dengan, tugas dan fungsi Terdakwa ENDANG JUHARYA, yaitu

selaku Anggota  Tim TAPD Penyaluran Hibah pada Tahun Anggaran 2014.

Merupakan sifat melawan hukum dalam arti materiil yaitu karena kepatutan

perbuatan  itu  merupakan  perbuatan  yang  tercela  atau  perbuatan  yang

menusuk  perasaan  hati  masyarakat  banyak  termasuk  dalam  penjelasan

Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dan

ditambah  dengan  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan melawan hukum adalah

mencakup melawan hukum dalam arti materiil dan formil.

- Bahwa  perbuatan-perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau

melawan hukum yang dilakukan Terdakwa ENDANG JUHARYA,  bersama-

sama  dengan  saksi  OMAN  SUPRATMAN.  S.  Tp.,  (dilakukan  Penuntutan

secara  terpisah),  IRIANA,  A.  Md.  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah),

saksi  BUDIANSYAH  dan  saksi  UJANG  SUTRISNA  Selaku  Kabagsos,

sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau

koorporasi sebagai berikut : 

1. Memperkaya Terdakwa ENDANG JUHARYA. S. An. Selaku Anggota Tim

TAPD dan saksi UJANG SUTRISNA selaku Kabagsos, dari  uang titipan

yang diterima oleh saksi IRIANA (dilakukan Penuntutan secara terpisah)

dalam pemotongan dan penerimaan terhadap ke-10 (sepuluh)  kelompok

usaha  bersama dan  selanjutnya  saksi  IRIANA (dilakukan  Penuntutan

secara  terpisah)  secara  bertahap  menyerahkan  uang  sebesar  total

Rp.60.000.000,-  (enam puluh juta rupiah)  langsung kepada saksi  BUDI

dan kemudian uang sebesar  Rp.60.000.000,-  (enam puluh juta  rupiah)

langsung  serahkan  oleh  saksi  IRIANA (dilakukan  Penuntutan  secara

terpisah)  dan dititipkan kepada saksi  BUDI dengan maksud dan tujuan

akan  diserahkan  kembali  oleh  saksi  BUDI  kepada  saksi  UJANG

SUTRISNA (Selaku Kabagsos Kab. Subang) melalui perantara Terdakwa

ENDANG  JUHARYA.  S.  An.  Dan  kemudian  pemotongan  uang  titipan

pencairan  bantuan  hibah  yang  diserahkan  saksi  OMAN  SUPRATMAN

kepada  saksi  UJANG  SUTRISNA sebesar  Rp.35.000.000,-  (tiga  puluh

lima  juta  rupiah)  diserahkan  melalui  perantara  Terdakwa  ENDANG

JUHARYA.

2. Memperkaya orang lain yaitu saksi IRIANA, A. Md. (dilakukan Penuntutan

secara  terpisah),  dari  uang  yang  diterima  oleh  saksi  IRIANA  yang

diperoleh dari  ke-13 (tiga belas)  kelompok usaha bersama titipan saksi

UJANG SUTRISNA (Selaku Kabagsos), dengan jumlah pemotongan dan

penerimaan sebesar Rp.57.350.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima

puluh ribu  rupiah)  bersumber dari  uang pencairan  bantuan hibah yang

dipotong dan diterima dari  ke-13 (tiga belas)  kelompok usaha bersama

oleh saksi  IRIANA,  dan titipan potongan uang sebesar  Rp.60.000.000,-
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(enam puluh juta  rupiah)  yang diserahkan kepada saksi  BUDI  sebagai

perantara  saksi  UJANG  SUTRISNA  melalui  Terdakwa  ENDANG

JUHARYA,  dengan total jumlah keseluruhan pemotongan yang dilakukan

oleh saksi IRIANA sebesar Rp.100.350.000,- (seratus juta tiga ratus lima

puluh  ribu  rupiah)  terhadap  pemotongan  dana  pencairan  dalam

penyaluran hibah pada tahun 2014.

3. Memperkaya  orang  lain  yaitu  saksi  OMAN  SUPRATMAN  (dilakukan

Penuntutan  secara  terpisah),  dari  uang  yang  diterima  saksi  OMAN

SUPRATMAN sendiri dari ke-7 (tujuh) Kelompok Usaha Bersama dengan

jumlah pemotongan dan penerimaan dari titipan kelompok usaha bersama

saksi  UJANG  SUTRISNA (selaku  Kabagsos)  sebesar  Rp.35.000.000,-

(tiga puluh lima juta rupiah) melalui perantara saksi ENDANG JUHARYA

dengan total  keseluruhan sebesar Rp.53.500.000,-  (lima puluh tiga juta

lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya  uang yang  bersumber dari  saksi

IRIANA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dari hasil penerimaan dan

pemotongan ke-13 (tiga belas) Kelompok Usaha Bersama titipan dengan

total  pemotongan  sebesar  Rp.9.500.000,-  (sembilan  juta  rupiah)

diserahkan  secara  sekaligus  dan  langsung  kepada  saksi  OMAN

SUPRATMAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) oleh saksi IRIANA

(dilakukan Penuntutan secara terpisah), dan selanjutnya uang dari titipan

3 (tiga) Kelompok Usaha Bersama yang diperoleh  dari titipan saksi ADE

TATANG dengan jumlah sebesar  Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang

diterima oleh saksi  OMAN SUPRATMAN  (dilakukan Penuntutan secara

terpisah).

- Bahwa  akibat  perbuatan  Terdakwa  ENDANG  JUHARYA.  S.  An.  yang

dilakukan bersama-sama dengan saksi OMAN SUPRATMAN NASUTION. S.

Tp.,  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah),  saksi   IRIANA.  A.  Md.,

(dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan saksi UJANG SUTRISNA Selaku

Kabagsos, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan

Daerah  Pemerintahan  Kabupaten  Subang  sebesar  Rp.359.600.000,-  (tiga

ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya

sejumlah  itu.  Sesuai  dengan  Laporan  Hasil  Audit  Badan  Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor

SR-883/PW10/5/2015.  Tanggal  8  Desember  2015.  tentang  Perhitungan

Kerugian Keuangan Negara, dalam Penyimpangan Pemberian dana bantuan

sosial dan hibah Uang Kepada Organisasi Sosial Masyarakat dan Kelompok

Masyarakat  dari  Pemerintahan  Kabupaten  Subang  Tahun  Anggaran  2014

sebesar Rp.2.992.500.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua

juta lima ratus ribu rupiah). 

Perbuatan  Terdakwa  ENDANG  JUHARYA.  S.  An., sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang
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Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke–1 Jo. Pasal 64

ayat (1) KUHPidana; 

A T A U  

DAKWAAN KEDUA:

Bahwa  ia  Terdakwa ENDANG  JUHARYA.  S.  An., selaku  Pegawai

Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Subang Jawa Barat Nomor :

820/KEP.18-BKD/2009  tanggal  04  Februari  2009  tentang  Pengangkatan

Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Subang  dan

sekaligus  selaku  Anggota  pada  TAPD  (Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah)

berdasarkan  Surat  Keputusan  Bupati  Subang  Nomor  :  902/KEP.199-

DPPKAD/2014 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab.

Subang.  Dalam  penyaluran Hibah  dan  Belanja  Bantuan  Sosial  Kabupaten

Subang,  baik  bertindak  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  saksi

OMAN SUPRATMAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Sekretaris

pada Tim Evaluasi Usulan Hibah dalam penyaluran bantuan sosial dan hibah

dalam satuan kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Subang, saksi IRIANA

(dilakukan Penuntutan secara terpisah)  selaku Anggota  Tim Evaluasi  Usulan

Hibah dalam penyaluran bantuan sosial  dan hibah dalam satuan kerja Dinas

Kelautan dan Perikanan Kab.  Subang dan saksi  UJANG SUTRISNA Selaku

Kepala Bagian Sosial Pemerintahan Daerah Kab. Subang, pada waktu antara

bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidak-tidaknya

pada  waktu-waktu  tertentu  didalam  tahun  2014,  bertempat  di  Kantor

Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang

Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam

daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Jawa Barat, yang

berhak  memeriksa  dan  memutus  perkara  tindak  pidana  korupsi,  “pegawai

negeri  atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri

sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan

kekuasaanya,  memaksa  seseorang  memberikan  sesuatu,  membayar,  atau

menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi

dirinya  sendiri,  sebagai  orang  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,

turut  serta  melakukan  perbuatan  tersebut,  jika antara  beberapa  perbuatan

meskipun  masing-masing  merupakan  kejahatan  atau  pelanggaran,  ada

hubungannya  sedemikian  rupa  sehingga  harus  dipandang  sebagai  satu

perbuatan  berlanjut”, perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  Terdakwa  ENDANG

JUHARYA. S. An., dengan cara-cara sebagai berikut:  

- Bahwa  pada  tahun  2014  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Subang

melaksanakan kegiatan pemberian dan penyaluran hibah dan bantuan sosial

berupa  uang  kepada  Organisasi  Sosial  Masyarakat  dan  Kelompok

Masyarakat dari Pemerintahan Kabupaten Subang pada tahun 2014 dengan

Anggaran sebesar Rp.2.992.500.000,-  (dua milyar sembilan ratus sembilan

puluh  dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  yang  bersumber  dari  Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Subang tahun anggaran 2014

yang  termuat  dalam  Dokumen  Pelaksana  Anggaran  (DPA)  Nomor  :

1.20.1.20.09.00.00.4.  di  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah  (DPPKAD)  pada  tahun  2014,  dimana  pelaksana  kegiatan  hibah

tersebut  dilaksanakan  oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kab.  Subang

berdasarkan   Peraturan  Bupati  Subang  Nomor  6  Tahun  2013  Tentang

Pengelolaan Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial,  dan selaku Satuan

Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  dilapangan  adalah  Dinas  Kelautan  dan

Perikanan Kab.  Subang dengan dasar  acuan daftar  nominatif  nama-nama

kelompok  usaha  bersama  penerima  bantuan  yang  tertuang  dalam  Surat

Keputusan Bupati Subang Nomor : 902/Kep.389-Diskelperi / 2014 tanggal 21

Oktober 2014,  yang di tanda tangani oleh Bupati Subang ;

- Bahwa prosedur dan tata cara awal pengajuan usulan permohonan bantuan

sosial dan hibah dari kelompok usaha bersama atau masyarakat berdasarkan

Peraturan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2013 dalam Pasal 9 ayat (1), ayat

(2),  ayat (3) dan Pasal  10 ayat (1),  ayat  (3) Tentang Pengelolaan Belanja

Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial, adalah sebagai berikut :

1. Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) :

1. Kelompok Usaha Bersama/Organisasi  Kemasyarakat  menyampaikan

usulan bantuan hibah secara tertulis berupa proposal kepada Bupati

Subang / SKPD melalui Bag. TU. Sekretaris Daerah ;

2. Usulan Hibah Bansos sekurang-kurangnya berisi :

a. Latar belakang ;

b. Maksud dan Tujuan ;

c. Waktu Pelaksanaan ;

d. Rencana Penggunaan hibah atau sasaran program / kegiatan ;

e. Rencana Anggaran Biaya.

3. Usulan hibah secara tertulis dibubuhi cap dan ditandatangani.

2. Pasal 10 ayat (1) :

Usulan hibah yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan tidak

duplikasi sumber pendanaan untuk kegiatan yang diusulkan.

Pasal 10 ayat (3) :

Usulan Hibah secara tertulis yang disampaikan oleh kelompok masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan :

a. Surat keterangan kepengurusan / kepanitiaan ;

b. Surat  keterangan  domisili  yang  menunjukan  bahwa  kedudukan

masyarakat berada dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten

Subang atau surat keterangan dari Pemerintah setempat.

- Bahwa tata  cara  dan  alur  pelaksanaan  secara  administrasi  dalam proses

pengajuan permohonan dan pencairan bantuan hibah berdasarkan Peraturan

Bupati  No. 6 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Belanja Hibah Dan Belanja
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Bantuan  Sosial,  diatur  dalam  Pasal  11  sampai  dengan  Pasal  17  adalah

sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha pada Sekretaris Daerah melakukan seleksi terhadap

pemohon bantuan usulan hibah ;

2. Apabila sesuai dengan persyaratan diteruskan kepada Bupati ;

3. Bupati  menugaskan  Sekretaris  Daerah–Asisten  Daerah  untuk

mendistribusi-kan usulan hibah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) untuk melakukan evaluasi hibah ;

4. Kepala SKPD membentuk Tim Evaluasi Usulan Hibah ;

5. Tim  evaluasi  usulan  hibah  melakukan  evaluasi  dan  menyampaikan

hasilnya  kepada  Kepala  SKPD  berupa  kajian  sebagai  bahan

rekomendasi ;

6. Kepala  SKPD  menyusun  rekomendasi  dan  menyampaikan  kepada

Bupati melalui TAPD ;

7. Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  (TAPD)  memberikan  pertimbangan

terhadap  rekomendasi  belanja  hibah  sesuai  dengan  prioritas  dan

kemampuan keuangan daerah;

8. TAPD menyusun Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-

PBH) berdasarkan pertimbangan belanja hibah dan rekomendasi belanja;

9. TAPD  menyampaikan  DNC-PBH  kepada  Bupati  disertai  dengan

pertimbangan dan rekomendasi belanja hibah ;

10. Bupati Menetapkan persetujuan atau penolakan DNC-PBH ;

11. Persetujuan  Bupati  dituangkan  dalam  lembar  persetujuan  Bupati  dan

menjadi  dasar  pencantuman  alokasi  anggaran  belanja  hibah  dalam

rancangan KUA dan PPAS ;

12. Hibah berupa uang dicantumkan dalam Rencana Kerja  dan Anggaran

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKAD) ;

13. Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD ;

14. Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung,

jenis belanja hibah, obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah

pada PPKD ;

15. Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang

diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam

jenis  belanja  barang  dan  jasa  atau diserahkan kepada  pihak ketiga  /

masyarakat pada SKPD ;

16. Bupati  mencantumkan  Daftar  Nama  Penerima,  Alamat  Penerima  dan

Besaran  Hibah  dalam Lampiran  III  Peraturan  Kepala  Daerah  tentang

Penjabaran APBD.

- Bahwa proses pencairan hibah uang bantuan sosial dan hibah dari kelompok

usaha  bersama  atau  masyarakat,  berdasarkan  Perturan  Bupati  Subang

Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Belanja  Hibah  Dan  Belanja

Bantuan Sosial dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut:

28

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penerima  hibah  uang  mengajukan  permohonan  pencairan  hibah  uang

secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD dengan dilampiri persyaratan :

a. Salinan  Fotocopy  KTP  Ketua  Organisasi  Masyarakat  /  Kelompok

Masyarakat ;

b. Salinan Fotocopy Rekening Bank yang masih aktif ;

c. Kwintansi bermaterai yang dibubuhi tandatangan dan cap ;

d. Rincian rencana penggunaan hibah yang disetujui oleh Kepala Satuan

Kerja Perangkat Daerah Terkait ;

e. Surat Pernyataan Tanggungjawab.

2. SKPD  melakukan  verifikasi  kelengkapan  persyaratan  administrasi

pencairan hibah uang ;

3. SKPD  menyiapkan  Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah  (NPHD)  untuk

ditandatangani kedua belah pihak ;

4. SKPD  mengajukan  nota  dinas  permohonan  pencairan  hibah  uang

dilampiri :

a. Permohonan pencairan hibah uang ;

b. NPHD kepada PPKD.

5. Dalam  kelengkapan  persyaratan  administrasi  sudah  lengkap,  SKPD

menyiapkan NPHD untuk ditandatangani oleh Penerima Hibah dan Bupati

atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk menandatangani NPHD ;

6. Penyiapan NPHD oleh SKPD terkait memperhatikan DPA-PPKD. 

- Bahwa syarat-syarat pencairan bantuan sosial dan hibah berdasarkan Pasal

26 Peraturan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2014,  yaitu : 

(1) Penerima  hibah  berupa  barang  atau  jasa  mengajukan  permohonan

pencairan hibah barang atau jasa secara tertulis kepada Bupati melalui

SKPD terkait  sebagaimana  dimaksud  dalam Keputusan  Bupati  tentang

Daftar Penerima Hibah ;

(2) Permohonan Pencairan secara tertulis dibubui cap dan tandatangani ;

(3) Permohonan pencairan hibah dilampiri  dengan persyaratan administrasi

pencairan hibah yang terdiri dari : 

a. Salinan / photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan ketentuan : 

1. KTP Ketua dan / atau sekretaris atau sebutan lain ketua dan / atau

sekretaris organisasi Kemasyarakatan atau Kelompok Masyarakat.

b. Salinan / photocopy rekening bank yang masik aktif, dengan ketentuan

:

1. Rekening  Bank  atas  nama  Ketua  dan  /  atau  Sekretaris  untuk

kelompok masyarakat;

2. Rekening  Bank  atas  nama  Organisasi  Kemasyarakatan  untuk

Organisasi Kemasyarakatan.

(4) SKPD Terkait melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi

pencairan hibah.
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(5) Dalam hal  kelengkapan  persyaratan  administrasi  pencairan  hibah  tidak

lengkap,  SKPD  Terkait  mengembalikan  Permohonan  Pencairan  Hibah

beserta kelengkapannya kepada penerima hibah ; 

(6) Dalam hal kelengkapan persyaratan administrasi pencairan hibah sudah

lengkap, SKPD Terkait menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan

Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah  (NPHD)  untuk  ditandatangani  oleh

Penerima  Hibah  dan  Bupati  atau  pejabat  yang  diberikan  kewenangan

untuk menandatangani NPHD ;

(7) SKPD  terkait  menyerahkan  bantuan  hibah  sesuai  dengan  BAST  dan

NPHD ;

(8) Penyerahan Hibah dapat dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah Terkait.

- Bahwa  Terdakwa  ENDANG  JUHARYA,  selaku  Pegawai  Negeri  Sipil

berdasarkan  Surat  Keputusan  Bupati  Subang  Jawa  Barat  Nomor  :

820/KEP.18-BKD/2009  tanggal  04  Februari  2009  tentang  Pengangkatan

Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Subang  dan

selaku Anggota pada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) berdasarkan

Surat  Keputusan  Bupati  Subang  Nomor  :  902/KEP.199-DPPKAD/2014

Tentang  Pembentukan  tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  Kab.  Subang

bersama-sama  dengan  saksi  OMAN  SUPRATMAN  (dilakukan  Penuntutan

secara terpisah)  dan saksi  IRIANA (dilakukan Penuntutan secara terpisah)

selaku  Sekretaris  dan  Anggota  berdasarkan  Surat  Keputusan  Plt.  Kepala

Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kab.  Subang  Nomor  :  954/KEP.1150-

DISKELPRI/2013.  Tentang  Penunjukan  Tim  Evaluasi  Usulan  Hibah  pada

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Subang Tahun 2014 yaitu saksi DJADJA

ROHADAMADJA,  selaku  Plt.  Kepala  Dinas  Kelautan dan  Perikanan  Kab.

Subang tertanggal 30 September 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 ;

- Bahwa  selanjutnya  berdasarkan  Surat  Keputusan  Bupati  Subang Nomor  :

902/KEP.199-DPPKAD/2014 Tentang Pembentukan tim Anggaran Pemerintah

Daerah  Kab.  Subang.  Terdakwa ENDANG JUHARYA  selaku Anggota  Tim

TAPD, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Bersama-sama melakukan analisa terhadap rekomendasi Bansos Hibah

dari SKPD tekhnis lingkup bidang sosial budaya sebagai dasar penetapan

Bansos Hibah pada rancangan KUA-PPAS dan RAPBD ;

b. Melaporkan analisa termaksud pada angka a kepada Kepala Bapeda Kab.

Subangyang  diperintahkan  oleh  Pimpinan  di  Dinas  Kelautan  dan

Perikanan Kab. Subang. 

 (Bagian Keempat angka 5.5.2. Surat Keputusan Bupati Subang Nomor 902/

KEP.199-DPPKAD/2014);

- Bahwa saksi OMAN SUPRATMAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah),

mengetahui  informasi  mengenai  tentang  CPCL  (Calon  Penerima  Calon

Lokasi) dan Draft Surat Keputusan Bupati tentang bantuan sosial dan hibah

tahun 2014 dari Bagian Sosial Pemda Kab. Subang ; 
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- Bahwa  berdasarkan  Draft  Surat  Keputusan  Bupati  Subang  atas  nama

nominatif  CPCL (Calon  Penerima  Calon  Lokasi)  yang  diterima  oleh  saksi

OMAN  SUPRATMAN  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)  dari  Bagian

Sosial  Kab.  Subang,  menjadi  dasar  bagi  saksi  OMAN  SUPRATMAN

(dilakukan Penuntutan secara terpisah), untuk melakukan pengumpulan data

proposal  dari  kube  yang  terlampir  dalam  Draft  Surat  Keputusan  Bupati

Subang tersebut dilapangan kepada masing-masing tempat usaha dan Ketua

Kelompok Usaha Bersama pemohon bantuan hibah tahun 2014 tersebut ;

- Bahwa  dasar  dari  pencairan  dana  bantuan  hibah  dan  bansos  terhadap

pemohon bantuan sosial di Kab. Subang Tahun 2014 yaitu Peraturan Bupati

No. 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan

Sosial  Kab.  Subang  diatur  pada  Pasal  22  untuk  pengajuan  administrasi

permohonan  pencairan  bantuan  sosial  dan  daftar  nominatif  nama-nama

penerima bantuan  sosial  tahun  2014 berdasarkan  Sk.  Bupati  Subang  No.

902/Kep.389-Diskelpri/2014 ;

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat kembali oleh masing-

masing saksi OMAN SUPRATMAN  (dilakukan Penuntutan secara terpisah)

dan saksi IRIANA (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada tahun 2014

bertempat  di  dalam  ruangan  saksi  UJANG  SUTRISNA (Selaku  Kabagsos

Pemda  Kab.  Subang)  sebelum dilakukan  proses  pencairan  dana  bantuan

hibah pada tahun 2014 di Kab. Subang, saksi UJANG SUTRISNA meminta

kepada saksi OMAN SUPRATMAN  (dilakukan Penuntutan secara terpisah)

dan saksi IRIANA (dilakukan Penuntutan secara terpisah)  untuk mengambil

bagian sebesar 20% (dua puluh persen) dari ke-6 (enam) Kelompok Usaha

Bersama titipan saksi UJANG SUTRISNA dengan besaran potongan dalam

pencairan  dimasing-masing  Kelompok  Usaha  Bersama  sebesar

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk saksi OMAN SUPRATMAN (dilakukan

Penuntutan secara terpisah) dan untuk saksi IRIANA (dilakukan Penuntutan

secara terpisah) dari ke 10 (sepuluh) Kelompok Usaha Bersama titipan saksi

UJANG  SUTRISNA,  yaitu  Kube  Majalat,  Kube  Pananjung,  Kube  Harko

Mandiri,  Kube  Mega  Tirta,  Kube  Galih,  Kube  Campaka  Mekar,  Kube

Anugerah,  Kube  Guna  Tani,  Kube  Putra  Sawargi  dan  Kube  Mekar  Sari,

dengan  jumlah  uang  sebesar  Rp.40.000.000,-  (empat  puluh  juta  rupiah).

Sehingga total penyerahan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta

rupiah) yang diserahkan oleh saksi IRIANA dengan dititipkan melalui  saksi

BUDI kepada saksi UJANG SUTRISNA melalui perantara Terdakwa ENDANG

JUHARYA selaku Pegawai Negeri Sipil ;

- Bahwa  atas  permintaan  lisan  yang  disampaikan  oleh  saksi  UJANG

SUTRISNA  kepada  saksi  IRIANA  menjadi  dasar  untuk  melakukan

pemotongan dari penerimaan bagian uang dari hasil pencairan bantuan hibah

yang diperoleh  dari  ke-10 (sepuluh)  Kelompok Usaha Bersama oleh saksi

IRIANA, yaitu dengan melakukan pemotongan uang hasil pencairan bantuan

hibah pada tahun 2014 dari Kelompok Usaha Bersama dan memberikan atau
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menyerahkan kembali uang hasil pemotongan dana pencairan hibah tersebut

kepada saksi OMAN SUPRATMAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah)

dan saksi UJANG SUTRISNA melalui perantara saksi BUDI ;

- Bahwa  saksi  IRIANA  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)  bersama

dengan saksi OMAN SUPRATMAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah)

mendapatkan dan menggumpulkan proposal permohonan pengajuan bantuan

dari  kelompok usaha bersama  pemohon bantuan hibah dan bansos secara

kolektif  dan ada juga proposal permohonan yang dikirimkan langsung oleh

kelompok usaha bersama kepada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Subang  kemudian  saksi  IRIANA  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)

membantu  saksi  OMAN  SUPRATMAN  (dilakukan  Penuntutan  secara

terpisah) dalam melakukan Evaluasi kepada masing-masing kelompok usaha

bersama dengan  cara  datang  ketempat  kelompok  usaha  bersama  untuk

memeriksa perihal  tentang ketua dan anggota Kelompok Usaha Bersama,

alamat dan tempat kolam ikan dimasing-masing  kelompok usaha bersama

yang  mengajukan  permohonan  bantuan  hibah  dan  bansos  tahun  2014

tersebut sesuai berdasarkan proposal pengajuan pemohon yang diterima oleh

saksi OMAN SUPRATMAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan saksi

IRIANA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa  perbuatan  Terdakwa  ENDANG  JUHARYA  selaku  Pegawai  Negeri

Sipil,  dalam menerima  uang  titipan  dari  penyerahan  potongan  uang  hasil

penyaluran  dana  pencairan  hibah  pada  tahun  2014  yang  diterima  oleh

Kelompok  Usaha  Bersama  di  Kab.  Subang  yang  diserahkan  oleh  saksi

OMAN  SUPRATMAN  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)  dan  saksi

IRIANA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) melalui saksi BUDIANSYAH,

dengan  didasari  perintah  lisan  yang  disampaikan  oleh  saksi  UJANG

SUTRISNA,  selaku  Kabagsos  atasan  dari  saksi  BUDI  di  Bagian  Sosial

sebelum pencairan dana bantuan hibah, untuk saksi BUDI menerima uang

hasil  pencairan penyaluran dana bantuan hibah dari  pelaksana dilapangan

yaitu saksi IRIANA, yang mana sebelumnya baik saksi OMAN SUPRATMAN

(dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah),  dan  saksi  IRIANA  (dilakukan

Penuntutan  secara  terpisah)  mendapat  perintah  secara  lisan  yang

disampaikan  sebelumnya  secara  langsung  oleh  saksi  UJANG  SUTRISNA

(Selaku Kabagsos) kepada saksi OMAN SUPRATMAN (dilakukan Penuntutan

secara terpisah), saksi IRIANA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan

saksi BUDIANSYAH untuk menerima bagian sebesar 20% (dua puluh persen)

dari  masing-masing  uang  pencairan  yang  diterima  oleh  Ketua  Kelompok

Usaha Bersama. Dan selanjutnya baik saksi OMAN SUPRATMAN (dilakukan

Penuntutan secara terpisah) dan saksi IRIANA (dilakukan Penuntutan secara

terpisah)  melalui  saksi  BUDIANSYAH, menerima uang hasil  potongan dari

Kelompok Usaha Bersama dan kemudian menyerahkan kembali uang hasil

pemotongan dari masing-masing Kelompok Usaha Bersama tersebut dengan

cara yaitu dititipkan kepada Terdakwa ENDANG JUHARYA selaku Pegawai

32

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri  Sipil  untuk  diserahkan  kembali  kepada  saksi  UJANG  SUTRISNA

(Selaku Kabagsos) sesuai dengan perintah saksi UJANG SUTRISNA tersebut

;

- Bahwa  perbuatan  Terdakwa  ENDANG  JUHARYA selaku  Pegawai  Negeri

Sipil,  dalam  menerima  uang  hasil  pemotongan  pencairan  dalam  proses

bantuan  hibah  oleh  kelompok  usaha  bersama  baik  dari  saksi  OMAN

SUPRATMAN  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah),  saksi  IRIANA

(dilakukan Penuntutan secara terpisah) melalui  perantara saksi BUDI yang

diserahkan  kembali  kepada  saksi  UJANG  SUTRISNA,  melalui  Terdakwa

ENDANG  JUHARYA  selaku  Pegawai  Negeri  Sipil  dengan  jumlah  uang

sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari saksi BUDIANSYAH

dan  saksi  OMAN  SUPRATMAN  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)

sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa saksi OMAN SUPRATMAN  (dilakukan Penuntutan secara terpisah)

dan  saksi  IRIANA  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah),  mengetahui

informasi ada penyaluran Pemberian Hibah Uang Kepada Organisasi Sosial

Kemasyarakatan  dan  Kelompok  Masyarakat  dari  Pemerintah  Kabupaten

Subang Tahun Anggaran 2014 karena sebelumnya diberitahu oleh  Bagian

Sosial  Pemda Kabupaten Subang bahwa ada Penyaluran Bantuan Bansos

dan Hibah dari Pemda Kab. Subang untuk Kelompok Usaha Bersama di Kab.

Subang  beserta  lampiran  daftar  nominatif  107  (seratus  tujuh)  Kelompok

Usaha  Bersama  penerima  pemberian  bantuan  uang  Bansos  dan  Hibah

tersebut,  dengan dasar  lampiran draft  tersebutlah saksi  IRIANA  (dilakukan

Penuntutan  secara  terpisah)  bersama  dengan  saksi  OMAN  SUPRATMAN

(dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)  melakukan  pengumpulan  data

proposal permohonan dan melakukan Verifikasi ke masing-masing Kelompok

Usaha  Bersama  di  wilayah  kerja  UPTD  Jalan  Cagak  yang  masih  dalam

wilayah kerja dinas saksi IRIANA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa dasar pencairan dana bantuan hibah dan bansos terhadap pemohon

bantuan sosial di Kab. Subang Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Bupati No.

6  Tahun  2013  Tentang  Pengelolaan  Belanja  Hibah  dan  Belanja  Bantuan

Sosial  Kab.  Subang  diatur  dalam  Pasal  22  untuk  pengajuan  administrasi

permohonan sampai dengan pencairan bantuan sosial dan daftar nominatif

nama penerima bantuan sosial tahun 2014 dengan jumlah 107 (seratus tujuh)

kelompok usaha bersama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Subang No.

902/Kep.389-Diskelpri/2014 ;

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat pada tahun 2014,

sebelum  pencairan  terhadap  dana  bantuan  hibah  saksi  BUDIANSYAH

mendapat  perintah  lisan  yang  disampaikan  langsung  oleh  saksi  UJANG

SUTRISNA (Kabagsos) kepada saksi BUDI yaitu sebagai berikut “kalau ada

yang memberikan dan menyerahkan uang dari  pengelola panyaluran dana

pencairan bantuan sosial  tahun 2014 pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Kab. Subang di terima saja oleh saksi BUDI…” perintah tersebut disampaikan
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langsung oleh saksi UJANG SUTRISNA selaku Kabagsos kepada saksi BUDI

dengan disaksikan dan didengar oleh Terdakwa ENDANG JUHARYA selaku

Pegawai  Negeri  Sipil,  bertempat  di  ruangan  kantor  Bagian  Sosial  Kab.

Subang ;

- Bahwa  hasil  pemotongan  atas  uang  pencairan  bantuan  hibah  kelompok

usaha  bersama  yang  dilakukan  oleh  saksi  IRIANA dari  ke-10  (sepuluh)

kelompok  usaha  bersama  titipan  dari  saksi  UJANG  SUTRISNA (Selaku

Kabagsos) dan kemudian saksi IRIANA serahkan uang hasil pemotongan dan

penerimaan yang diperoleh dari kelompok usaha bersama kepada saksi BUDI

secara bertahap yaitu masing-masing tahap I sebesar Rp.36.000.000,- (tiga

puluh enam juta rupiah),  tahap II  sebesar  Rp.12.000.000,-  (dua belas juta

rupiah)  dan  selanjutnya tahap  III  sebesar  Rp.12.000.000,-  (dua belas  juta

rupiah) dalam bentuk 20 (dua puluh) amplop berwarna putih dengan masing-

masing  berisikan  uang  berjumlah  10  (sepuluh)  amplop  berisikan

Rp.2.000.000,-  (dua  juta  rupiah)  dan  10  (sepuluh)  amplop  berisikan  uang

sebesar Rp.4.000.000,-  (empat juta rupiah) dengan total  penyerahan uang

titipan potongan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian

saksi BUDI setelah menerima uang dari saksi IRIANA langsung menyerahkan

uang titipan tersebut kepada saksi  UJANG SUTRISNA (Kabagsos) melalui

perantara Terdakwa ENDANG JUHARYA selaku Pegawai Negeri Sipil pada

bulan Desember tahun 2014 diserahkan di dalam Aula kantor Pemda Kab.

Subang ;

- Bahwa dasar saksi BUDI melaksanakan perintah lisan yang disampaikan oleh

saksi  UJANG SUTRISNA (selaku Kabagsos)  untuk  menerima uang titipan

potongan  dari  saksi  IRIANA,  sebagai  pelaksana  dalam  penyaluran  hibah

pada tahun 2014 di Kab. Subang karena saksi UJANG SUTRISNA adalah

selaku  Kepala  Bagian  Sosial  Pemerintahan  Kabupaten  Subang  yang

merupakan atasan langsung dari saksi BUDI didalam kedinasan berdasarkan

perintah lisan saksi  UJANG SUTRISNA tersebutlah, saksi  BUDI menerima

uang titipan dari hasil pemotongan dana pencairan hibah tahun 2014 di Kab.

Subang yang diperoleh dari 10 (sepuluh)  Kelompok Usaha Bersama titipan

saksi UJANG SUTRISNA kepada saksi IRIANA (dilakukan Penuntutan secara

terpisah) ;

- Bahwa  pencairan  bantuan  sosial  dan  hibah  terhadap  107  (seratus  tujuh)

kelompok  usaha  bersama  di  Kab.  Subang  telah  dicairkan  sesuai  dengan

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbit oleh Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dana pencairan dikirim

melalui  sistem  transfer  ke  masing-masing  nomor  rekening  atau  buku

tabungan ketua kelompok usaha bersama sebagai penerima bantuan hibah

pada tahun 2014;

- Bahwa berdasarkan  Surat Keputusan Bupati Subang Nomor : 902/Kep.389-

Diskelperi / 2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Bupati

Subang,  pencairan  sudah dilakukan dalam periode bulan  November  2014
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sampai  dengan  bulan  Desember  2014  melalui  transfer  ke  masing-masing

rekening  Ketua  kelompok  usaha  bersama Penerima  Bantuan  Sosial  dan

Hibah  pada  tahun  Anggaran  2014.  selanjutnya setelah  proses  pencairan

hibah diterima oleh Ketua kelompok usaha bersama kemudian saksi IRIANA

(dilakukan Penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan saksi OMAN

SUPRATMAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) atas permintaan lisan

saksi UJANG SUTRISNA (Selaku Kabagsos), untuk melakukan pemotongan

terhadap kelompok usaha bersama titipan  sebesar 20% (dua puluh persen)

dari  Kelompok  Usaha  Bersama  titipan  saksi  UJANG  SUTRISNA,  yang

selanjutnya  diserahkan  oleh  saksi  IRIANA  (dilakukan  Penuntutan  secara

terpisah)  kepada  saksi  BUDIANSYAH  dengan  maksud  untuk  diserahkan

kembali  kepada  saksi  UJANG  SUTRISNA  (Selaku  Kabagsos)  melalui

perantara Terdakwa ENDANG JUHARYA selaku Pegawai Negeri Sipil ;

- Bahwa saksi UJANG SUTRISNA bersama-sama dengan Terdakwa ENDANG

JUHARYA selaku Pegawai  Negeri  Sipil,  saksi  OMAN SUPRATMAN,  saksi

IRIANA, saksi BUDI, Sdr. ABDURACHMAN (Sekda Kab. Subang), dan Sdr.

IWAN (Staf Bagsos), pada hari Selasa tanggal 8 September tahun 2015 pukul

08.00 Wib bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Subang,

mengembalikan Uang Kerugian Negara dengan jumlah masing-masing yaitu

untuk saksi  OMAN SUPRATMAN berjumlah sebesar Rp.55.000.000,-  (lima

puluh  lima  juta  rupiah)  dan  untuk  saksi  IRIANA  berjumlah  sebesar

Rp.60.000.000,-  (enam puluh juta rupiah) dengan total  uang pengembalian

Uang Kerugian Negara sebesar Rp.115.000.000,- (seratus juta lima belas ribu

rupiah) sesuai dengan tanda bukti lembaran kwitansi bermaterai titipan uang

pengembalian kerugian negara yang diterima oleh saksi MUSRIL dengan total

keseluruhan sebesar Rp.115.000.000,- (seratus juta lima belas ribu rupiah)

tertanggal 08 September 2015 ;

- Bahwa  Terdakwa  ENDANG  JUHARYA,  selaku  Pegawai  Negeri  Sipil  dan

selaku Anggota pada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) berdasarkan

Surat  Keputusan  Bupati  Subang  Nomor  :  902/KEP.199-DPPKAD/2014

Tentang  Pembentukan  tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  Kab.  Subang

bersama-sama  dengan  saksi  OMAN  SUPRATMAN  (dilakukan  Penuntutan

secara terpisah)  dan saksi  IRIANA (dilakukan Penuntutan secara terpisah)

selaku Sekretaris dan Anggota pada Tim Evaluasi dalam pemberian bantuan

sosial  kepada  masyarakat  pada  Tahun  Anggaran  2014  di  Pemda  Kab.

Subang,  telah  melakukan  penerimaan  potongan  terhadap  dana  uang

pencairan  hibah  terhadap  Kelompok  Usaha  Bersama,  perbuatan  tersebut

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Kedua Larangan Pasal 4 angka  1

dan angka 8, yaitu sebagai berikut :

a. Pasal 4 angka 1 “menyalahgunakan wewenang”.

b. Pasal 4 angka 8 “menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari

siapapun juga yang berhubungan jabatan dan atau pekerjaannya”.
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Dan  Surat  Keputusan  Bupati  Subang  Nomor  :  902/KEP.199-

DPPKAD/2014 Tentang Pembentukan tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kab. Subang. Terdakwa ENDANG JUHARYA selaku Anggota Tim TAPD,

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Bersama-sama  melakukan  analisa  terhadap  rekomendasi  Bansos

Hibah dari SKPD tekhnis lingkup bidang sosial budaya sebagai dasar

penetapan Bansos Hibah pada rancangan KUA-PPAS dan RAPBD ;

b. Melaporkan analisa termaksud pada angka a kepada Kepala Bapeda

Kab. Subangyang diperintahkan oleh Pimpinan di Dinas Kelautan dan

Perikanan Kab. Subang. 

 (Bagian Keempat angka 5.5.2.  Surat Keputusan Bupati Subang Nomor

902/ KEP.199-DPPKAD/2014).

Dan perbuatan Terdakwa ENDANG JUHARYA selaku Pegawai Negeri Sipil,

tersebut  dalam  menerima  uang  potongan  dari  titipan  uang  pencairan

kelompok usaha bersama penerima dana bantuan hibah dalam pencairan

uang  bantuan  hibah  Tahun  Anggaran  2014  pada  Kab.  Subang  yang

diserahkan  oleh  saksi  OMAN SUPRATMAN (dilakukan  penuntutan  secara

terpisah) dan saksi  IRIANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui

saksi  BUDIANSYAH  bertentangan  dengan,  tugas  dan  fungsi  Terdakwa

ENDANG JUHARYA yaitu selaku Pegawai Negeri Sipil, dan selaku Anggota

Tim TAPD Penyaluran Hibah pada Tahun Anggaran 2014. Merupakan sifat

melawan  hukum  dalam  arti  materiil  yaitu  karena  kepatutan  perbuatan  itu

merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan

hati masyarakat banyak termasuk dalam penjelasan Undang-undang Nomor

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana

Korupsi.  Perbuatan  melawan  hukum  adalah  mencakup  melawan  hukum

dalam arti materiil dan formil.

- Bahwa  perbuatan-perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau

melawan  hukum  yang  dilakukan  Terdakwa  ENDANG  JUHARYA  selaku

Pegawai Negeri Sipil, bersama-sama dengan saksi OMAN SUPRATMAN. S.

Tp.,  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah),  IRIANA,  A.  Md.  (dilakukan

Penuntutan  secara  terpisah),  saksi  BUDIANSYAH  dan  saksi  UJANG

SUTRISNA  Selaku  Kabagsos,  sebagaimana  tersebut  diatas  telah

memperkaya diri sendiri, orang lain atau koorporasi sebagai berikut : 

1. Memperkaya  Terdakwa  ENDANG  JUHARYA.  S.  An.  Selaku  Pegawai

Negeri  Sipil  dan saksi  UJANG SUTRISNA selaku Kabagsos,  dari  uang

titipan  yang  diterima  oleh  saksi  IRIANA  (dilakukan  Penuntutan  secara

terpisah)  dalam pemotongan dan penerimaan terhadap ke-10 (sepuluh)

kelompok  usaha  bersama dan  selanjutnya  saksi  IRIANA (dilakukan

Penuntutan secara terpisah) secara bertahap menyerahkan uang sebesar

total  Rp.60.000.000,-  (enam puluh  juta  rupiah)  langsung  kepada  saksi

BUDI  dan  kemudian  uang  sebesar  Rp.60.000.000,-  (enam  puluh  juta
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rupiah) langsung  serahkan  oleh  saksi  IRIANA (dilakukan  Penuntutan

secara terpisah)  dan dititipkan kepada saksi BUDI dengan maksud dan

tujuan akan diserahkan kembali  oleh saksi  BUDI kepada saksi  UJANG

SUTRISNA (Selaku Kabagsos Kab. Subang) melalui perantara Terdakwa

ENDANG JUHARYA. S. An.  selaku Pegawai Negeri Sipil  Dan kemudian

pemotongan uang titipan pencairan bantuan hibah yang diserahkan saksi

OMAN  SUPRATMAN  kepada  saksi  UJANG  SUTRISNA  sebesar

Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan melalui perantara

Terdakwa ENDANG JUHARYA selaku Pegawai Negeri Sipil.

2. Memperkaya orang lain yaitu saksi IRIANA, A. Md. (dilakukan Penuntutan

secara  terpisah),  dari  uang  yang  diterima  oleh  saksi  IRIANA  yang

diperoleh dari  ke-13 (tiga belas)  kelompok usaha bersama titipan saksi

UJANG SUTRISNA (Selaku Kabagsos), dengan jumlah pemotongan dan

penerimaan sebesar Rp.57.350.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima

puluh ribu  rupiah)  bersumber dari  uang pencairan  bantuan hibah yang

dipotong dan diterima dari  ke-13 (tiga belas)  kelompok usaha bersama

oleh saksi  IRIANA,  dan titipan potongan uang sebesar  Rp.60.000.000,-

(enam puluh juta  rupiah)  yang diserahkan kepada saksi  BUDI  sebagai

perantara  saksi  UJANG  SUTRISNA  melalui  Terdakwa  ENDANG

JUHARYA selaku Pegawai Negeri Sipil,  dengan total jumlah keseluruhan

pemotongan yang dilakukan oleh saksi IRIANA sebesar Rp.100.350.000,-

(seratus juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap pemotongan dana

pencairan dalam penyaluran hibah pada tahun 2014.

3. Memperkaya  orang  lain  yaitu  saksi  OMAN  SUPRATMAN  (dilakukan

Penuntutan  secara  terpisah),  dari  uang  yang  diterima  saksi  OMAN

SUPRATMAN sendiri dari ke-7 (tujuh) Kelompok Usaha Bersama dengan

jumlah pemotongan dan penerimaan dari titipan kelompok usaha bersama

saksi  UJANG  SUTRISNA (selaku  Kabagsos)  sebesar  Rp.35.000.000,-

(tiga puluh lima juta rupiah) melalui perantara saksi ENDANG JUHARYA

selaku  Pegawai  Negeri  Sipil  dengan  total  keseluruhan  sebesar

Rp.53.500.000,-  (lima  puluh  tiga  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  dan

selanjutnya  uang  yang  bersumber  dari  saksi  IRIANA  (dilakukan

Penuntutan secara terpisah) dari hasil penerimaan dan pemotongan ke-13

(tiga belas)  Kelompok Usaha Bersama titipan dengan total pemotongan

sebesar  Rp.9.500.000,-  (sembilan  juta  rupiah) diserahkan  secara

sekaligus  dan  langsung  kepada  saksi  OMAN  SUPRATMAN  (dilakukan

Penuntutan  secara  terpisah)  oleh  saksi  IRIANA (dilakukan  Penuntutan

secara  terpisah),  dan  selanjutnya uang  dari  titipan  3  (tiga)  Kelompok

Usaha Bersama yang diperoleh  dari  titipan saksi ADE TATANG dengan

jumlah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diterima oleh saksi

OMAN SUPRATMAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah).

- Bahwa  akibat  perbuatan  Terdakwa  ENDANG  JUHARYA.  S.  An.  selaku

Pegawai  Negeri  Sipil  yang  dilakukan  bersama-sama dengan  saksi  OMAN
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SUPRATMAN NASUTION.  S.  Tp.,  (dilakukan Penuntutan secara terpisah),

saksi   IRIANA.  A.  Md.,  (dilakukan  Penuntutan  secara  terpisah)  dan  saksi

UJANG  SUTRISNA  Selaku  Kabagsos,  telah  mengakibatkan  Kerugian

Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten Subang

sebesar Rp.359.600.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu

rupiah)  atau  setidak-tidaknya  sejumlah  itu.  Sesuai  dengan  Laporan  Hasil

Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan

Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  :  SR-883/PW10/5/2015.  Tanggal  8  Desember

2015.  tentang  Perhitungan  Kerugian  Keuangan  Negara,  dalam

Penyimpangan  Pemberian  dana  bantuan  sosial  dan  hibah  Uang  Kepada

Organisasi Sosial Masyarakat dan Kelompok Masyarakat dari Pemerintahan

Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.2.992.500.000,- (dua

milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). 

Perbuatan  Terdakwa  ENDANG JUHARYA. S.  An., selaku Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e

Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang

Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat

(1) ke–1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. 

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana (Requisitor) Penuntut Umum

tanggal 20 Juli 2016 Nomor Reg. Perk: PDS - 05/SUBAN/03/2016 yang pada

pokoknya menuntut  Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi  Pengadilan

Negeri  Bandung  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  memutuskan

sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG JUHARYA. S.An., terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum

melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau

suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau

perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan, dan turut serta

melakukan  perbuatan  tersebut,  jika antara  beberapa  perbuatan,

meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada

hubungannya  sedemikian  rupa  sehingga  harus  dipandang  sebagai

satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dan

ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan

terhadap  Undang-undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat

(1) KUHPidana, dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  ENDANG  JUHARYA.  S.An.,

dengan  pidana  penjara  selama  4  (empat)  Tahun  dan 6  (enam)  Bulan

dikurangi  selama  Terdakwa  berada  dalam  tahanan  sementara  dengan
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perintah  Terdakwa  tetap  ditahan  dan  membayar  Denda sebesar  Rp.

200.000.000,-  (dua  ratus  juta  rupiah)  subsidiair selama 3  (tiga)  Bulan

kurungan;

3. Terdakwa ENDANG JUHARYA. S.An., tidak dibebankan Uang Pengganti;

4. Menyatakan barang bukti dalam berupa:

1. 1 (satu) Berkas Asli dan Fotocopy Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2013

tanggal  28  maret  2013  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati

Subang No. 06 tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan

Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

2. 1 (satu) berkas Asli  Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Ternak

Ikan Lele Mina Mandiri Kp. Krajan Rt. 03/01 Ds. Cicadas Binong. (disita

dari Saksi. OMAN) ;

3. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Budidaya

Ikan  Lele  AZAHRA  KP.  Serangsari  Rt.31/08  Ds.  Sukamulya  Kec.

Pagaden Kab. Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

4. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Budidaya

Ikan Lele SUMBER MANDIRI Kp. Krajan Rt. 03/01 Ds. Binong Kec.

Binong Kab. Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

5. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban KUB SALUYU Kp.

Sukagalih Rt. 30/08 Ds. Sukamulya Kec. Pagaden Kab. Subang. (disita

dari Saksi. OMAN) ;

6. 1 (satu) berkas Asli  Laporan Pertanggungjawaban KUBE ANUGRAH

MANDIRI Kp. Pasirceuri Rt. 18/03 Ds. Sukamelang Kec. Subang Kab.

Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

7. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Pencairan  Bantuan  Hibah  Usaha

Budidaya Perikanan KUBE HTIAR Kp. Sindang Rt. 15/04 Ds. Jati Kec.

CIpunagara Kab. Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

8. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Pencairan  Belanja  Hibah  Kelompok

Usaha TANI JAYA Dsn Tegal Koneng II Rt. 08/03 Ds. Tambak Jati Kec.

Patok beusi Kab. Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

9. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Balanja

HibahKelokpok  Usaha  Bersama  KUBE  SUMBER  SEJAHTERA Kp.

Sukamukti Rt. 23/08 Ds. Cijambe Kec. Cijambe Kab. Subang. (disita

dari Saksi. OMAN) ;

10. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Budidaya

Ikan MINA SUGIH Kp. Krajan Rt. 03/01 Ds. Cicadas BInong. Kp. Bakan

Sawah Rt. 16/06. Ds. Cidahu Kec. Pagaden Barat Kab. Subang. (disita

dari Saksi. OMAN) ;

11. 1 (satu) berkas Asli  Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Ternak

Ikan Lele Mina Mandiri Kp. Krajan Rt. 03/01 Ds. Cicadas Binong Kab.

Binong. (disita dari Saksi. OMAN) ;

12. 1  (satu)  berkas  Asli  Laporan  Pertanggungjawaban  Bantuan  Belanja

Hibah Untuk Budidaya Ikan Tawar Kube AlBaasithu Kp. Sukajaya Rt.
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03/04 Ds. Kasomalang Kulon Kec. Kasomalang Kab. Subang. (disita

dari Saksi. OMAN);

13. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Kelompok Tani Ikan Maja Sejahtera Kp. Keresek Baru Rt. 19/05 Ds.

Sumurgintung  Kecamatan  Pagaden  Barat  Kab.  Subang.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

14. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Kelompok  Budidaya  Ikan  Tegar  Kp.  Serangsari  Rt.  32/08  Ds.

Sukamulya  Kecamatan  Pagaden  Kab.  Subang.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

15. 1  (satu)  berkas  Asli  Laporan  Pertanggungjawaban  Bantuan  Untuk

Budidaya Ikan Mas Kube Mekar Usaha Kp. Sembung Rt. 08/04 Ds.

Gunung sembung Kecamatan Pagaden Barat Kab. Subang. (disita dari

Saksi. OMAN) ;

16. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Dana Hibah Pokdakan Barokah Mandiri Jl. Ranggadipa Rt. 07/03 Ds.

Jabong Kecamatan Pagaden Kab. Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

17. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Kube  Ikan  Tawar  Mandiri  Jaya  Dsn.  Marengmang  Rt.  03/07  Ds.

Marengmang  Kecamatan  Kalijati  Kab.  Subang.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

18. 1  (satu)  berkas  Asli  Laporan  Penerimaan  dan  Penggunaan  Dana

Bantuan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2014 Kube

Ikan  Kard  Mandiri  Dsn.  Wanakerta  Ds.  Wanakerta  Kecamatan

Purwadadi Kab. Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

19. 1  (satu)  berkas  Asli  Laporan  Pertanggungjawaban  Kube  Ikan  Lele

Sadulur Kp. Rancabogo Rt. 21/06 Ds. Sukamulya Kecamatan Pagaden

Kab. Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

20. 1  (satu)  berkas  Asli  Laporan  Penerimaan  dan  Penggunaan  Dana

Bantuan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2014 Kube

Taruna  Bumi  Kp.  Cijambe  Ds.  Cijambe  Kecamatan  Cijambe  Kab.

Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

21. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Kube  Ikan  Mas  Sumber  Rezeki  Kp.  Gondang  Rt.  04/02  Ds.

Mekarwangi  Kecamatan  Pagaden  Barat  Kab.  Subang.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

22. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Kube Pembibitan Ikan PANGKALAN SEJAHTERA Kp. Pangkalan Rt.

25/12 Ds. Cijengkol Kecamatan Serangpanjang Kab. Subang. (disita

dari Saksi. OMAN) ;

23. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Kube Ikan Mas Kp. CIpameteng Rt. 01/03 Ds. Darmaga Kecamatan

Cisalak Kab. Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;
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24. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Mas KUBE MEKAR SARI Kp.

Cigadog  Rt.  03/05  Ds.  Cigadog  Kecamatan  Cisalak  Kab.  Subang.

(disita dari Saksi. OMAN) ;

25. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Mas Kube MEKAR ASIH Kp.

Nanggela  Rt.  21/05 Ds.  Sindanglaya Kecamatan Tanjungsiang Kab.

Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

26. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Budidaya Ikan Mas KUBE LANGGENG JAYA Kel Soklat Kab Subang

Kab. Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

27. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Pembibitan  Usaha  Ikan  Mas  KUBE PANGKALAN SEJAHTERA Kp.

Pangkalan Rt.  25/12 Ds.  Cijengkol  Kecamatan Serangpanjang Kab.

Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

28. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Kube Budidaya Ikan Mas Cinata Kp. Cijengkol Rt. 14/07 Ds. Cijengkol

Kecamatan Serangpanjang Kab. Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

29. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Kube Ikan Air Tawar Kp. Cicariang Rt. 19/06 Ds. Bunihayu Kecamatan

Jalan cagak Kab. Subang.

30. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Kelompok Tani  Ikan Campaka Mekar Kp.  Pakalongan Rt.  12/02 Ds.

Buniara  Kecamatan  Tanjungsiang  Kab.  Subang.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

31. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Kube Ikan Air tawar SALUYU Dsn Patrol Rt. 20/07 Ds. Tambakmekar

Kecamatan alan cagak Kab. Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

32. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Kelompok Pembudidaya Ikan MITRA Kp. Jl. Raya Ganghui Rt. 22/03

Ds.  Pakuhaji  Kecamatan  Cisalak  Kab.  Subang.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

33. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Kube  Ikan  Ikan  Air  Tawar  Kp.  Cicariang  Rt.  19/06  Ds.  Bunihayu

Kecamatan Jalan cagak Kab. Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

34. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Kube Sugih Mukti Kp. Palabuan Rt. 02/07 Ds. Sukamelang Kecamatan

Subang Kab. Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

35. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Kelompok Budidaya Ikan Lele BINA SEJHATERA Kp. Gunung Tua Rt.

03/04 Ds. Gunung Tua Kecamatan Cijambe Kab. Subang. (disita dari

Saksi. OMAN) ;
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36. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Bantuan  belanja  Hibah  dan  Bantuan

Pencairan  Belanja  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama  BERKAH  Ds.

Gunungtua Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang ;

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 50 / EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 27 Juli 2015 Kelompok Usaha

Bersama BERKAH ;

37. 1  (satu)  berkas  Fotocopy  Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan

Bantuan  Sosial  Nomor  :  9781038.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal

September 2015. (disita dari Saksi. OMAN) ;

38. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama  MULYASARI  Ds.  Cisalak  Kecamatan  Cisalak  Kabupaten

Subang ;

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 51 / EVAL

UHBS/DISKELPERI/2014  Tanggal  27  Juli  2015  Kelompok  Usaha

Bersama MULYASARI. (disita dari Saksi. OMAN) ;

39. 1  (satu)  berkas  Asli  Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan

Sosial Nomor : 1/RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal   September 2014.

(disita dari Saksi. OMAN) ;

40. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama TUNAS MEKAR Ds. Cigadog Kecamatan Cisalak Kabupaten

Subang. 

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

TUNAS MEKAR.

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

97811586/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal    2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

41. 1 (satu) berkas ASli Proposal Bantuan belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama  AMANAH  Ds.  Gunungtua  Kecamatan  Cijambe  Kabupaten

Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

AMANAH.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 938/

RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal 2014. (disita dari Saksi. OMAN) ;

42. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama BINA MITRA Ds. Jambelaer Kecamatan Dawuan Kabupaten

Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :  52/ EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 27 Juli 2014 Kelompok Usaha

Bersama BINA MITRA.
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- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1040.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

43. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama  BUDIDAYA  IKAN  AIR  TAWAR  Ds.  Cibuluh  Kecamatan

Tanjungsiang Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR.

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1040.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

44. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama  IKAN  MAS  GIRI  MUKTI  Ds.  Mayang  Kecamatan

Tanjungsiang Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

IKAN MAS GIRI MUKTI. (disita dari Saksi. OMAN) ;

45. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama  KOMPAS  Ds.  Gunung  Sembung  Kecamatan  Pagaden

Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

KOMPAS.

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1294.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

46. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama  ANUGRAH  Ds.  Dangdeur  Kecamatan  Subang  Kabupaten

Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

ANUGRAH.

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1319.1/RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal      2014. (disita dari

Saksi. OMAN) ;

47. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Pencairan  belanja  Hibah  Kelompok

Usaha Bersama TAMBAK ASRI MANDIRI Ds. Tambakan Kecamatan

Jalan cagak Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 55 / EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 28 Juli 2014 Kelompok Usaha

Bersama TAMBAK ASRI MANDIRI.
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- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1070.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

48. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Bantuan   Hibah  Kelompok  Usaha

Bersama  TANI  BINA KARYA Ds.  Langensari  Kecamatan  Blanakan

Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

TANI BINA KARYA.

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1273.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

49. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama  PINDANG  SARI  Ds.  Compreng  Kecamatan  Compreng

Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

PINDANG SARI.

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1698.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

50. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Dana Hibah Kelompok Usaha

Bersama  MINA  MAS  Ds.  Balimbing  Kecamatan  Pagaden  Barat

Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 56 / EVAL

UHBS/DISKELPERI/2014  Tanggal  28  Juli  2014  Kelompok  Usaha

Bersama MINA MAS.

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1072.1/ RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal      2014. (disita dari

Saksi. OMAN) ;

51. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Dana Hibah Kelompok Usaha

Bersama  LEBAK  MINA  Ds.  Cidahu  Kecamatan  Pagaden  Barat

Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 57 / EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 28 Juli 2014 Kelompok Usaha

Bersama LEBAK MINA.

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1074.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

52. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Dana Hibah Kelompok Usaha

Bersama  AZ  ZAHRA  Ds.  Kawungluwuk  Kecamatan  Tanjungsiang

Kabupaten Subang.
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- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1743.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

53. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Dana Hibah Kelompok Usaha

Bersama  BAROKAH  MANDIRI  Ds.  Jabong  Kecamatan  Pagaden

Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 58 / EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 29 Juli 2014 Kelompok Usaha

Bersama BAROKAH MANDIRI.

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1076.1/ RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal      2014. (disita dari

Saksi. OMAN) ;

54. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Dana Hibah Kelompok Usaha

Bersama  IKAN  MAS  MITRA  Ds.  Pakuhaji  Kecamatan  Cisalak

Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 99 / EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal  07  Agustus  2014  Kelompok

Usaha Bersama IKAN MAS MITRA..

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/935.1/ RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal 2014. (disita dari Saksi.

OMAN) ;

55. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama  IKAN  MAS  MITRA  Ds.  Pakuhaji  Kecamatan  Cisalak

Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 99 / EVAL

UHBS/DISKELPERI/2014  Tanggal  07  Agustus  2014  Kelompok

Usaha Bersama IKAN MAS MITRA..

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/935.1/ RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal 2014. (disita dari Saksi.

OMAN) ;

56. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama  BUDIDAYA  IKAN  CILEULEUY  Ds.  Pakuhaji  Kecamatan

Cisalak Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 98 / EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal  07  Agustus  2014  Kelompok

Usaha Bersama BUDIDAYA IKAN CILEULEUY.

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/925.1/ RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal 2014. (disita dari Saksi.

OMAN) ;

57. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama MEGA TIRTA Ds. Garduiang Kecamatan Cisalak Kabupaten

Subang.
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- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 87 / EVAL

UHBS/DISKELPERI/2014  Tanggal  05  Agustus  2014  Kelompok

Usaha Bersama MEGA TIRTA.

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/927.1/ RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal 2014. (disita dari Saksi.

OMAN) ;

58. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama  CAMPAKA MEKAR  Ds.  Buniara  Kecamatan  Tanjungsiang

Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 100 / EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal  07  Agustus  2014  Kelompok

Usaha Bersama CAMPAKA MEKAR.

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1022.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

59. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Bantuan  Pencairan  Belanja  Hibah

Kelompok  Usaha  Bersama  ABADI  SEJAHTERA  Ds.Cijambe

Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 62 / EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 30 Juli 2014 Kelompok Usaha

Bersama ABADI SEJAHTERA ;

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1046.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

60. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama  SUMBER  SEJAHTERA  Ds.Cijambe  Kecamatan  Cijambe

Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 63 / EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 30 Juli 2014 Kelompok Usaha

Bersama SUMBER SEJAHTERA ;

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1055.1/ RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal      2014. (disita dari

Saksi. OMAN) ;

61. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Belanja Hibah dan Permohonan

Pencairan  Bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama  PUTRA

BINANGKIT Ds.Mayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

PUTRA BINANGKIT ;

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1265.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;
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62. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama  MAS  SEJAHTERA  Ds.Sindangpalay  Kecamatan  Cijambe

Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :  64/ EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 30 Juli 2014 Kelompok Usaha

Bersama MAS SEJAHTERA ;

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1057.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

63. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama  BUDIDAYA  IKAN  SUGIH  Ds.Cisalak  Kecamatan  Cisalak

Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 65 / EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 30 Juli 2014 Kelompok Usaha

Bersama BUDI DAYA IKAN SUGIH ;

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1084.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

64. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Belanja Hibah dan Permohonan

Pencairan  Bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama  SAWARGI

Ds.Cijambe Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 82 / EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal  04  Agustus  2014  Kelompok

Usaha Bersama SAWARGI ;

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1061.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

65. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonan  Bantuan  Belanja  Hibah

KUBE  DEWI  SRI  Ds.  Tambak  Jati  Kecamatan  Patokbeusi  Kab.

Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

66. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama HARAPAN Ds.Salam jaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten

Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

HARAPAN ;

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1296.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

67. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Belanja Hibah dan Permohonan

Pencairan  Bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama  MANDIRI

Ds.Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang.
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- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

PUTRA BINANGKIT ;

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1298.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

68. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Bantuan  Pencairan  belanja  Hibah

Kelompok Usaha Bersama SAWARGI Ds.Cijambe Kecamatan Cijambe

Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

SAWARGI ;

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1290.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

69. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama  BAROKAH  Ds.Gembor  Kecamatan  Pagaden  Kabupaten

Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 66 / EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 30 Juli 2014 Kelompok Usaha

Bersama BAROKAH. (disita dari Saksi. OMAN) ;

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1086.1/ RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal      2014 ;

70. 1 (satu) berkas Asli  Proposal Bantuan Belanja Hibah dan Pencairan

Bantuan Hibah Kelompok Usaha Bersama KUJANG ASRI Ds.Cijambe

Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 67 / EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 31 Juli 2014 Kelompok Usaha

Bersama KUJANG ASRI ;

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1059.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

71. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama JAYA MANDIRI Ds.Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten

Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor :     / EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

JAYA MANDIRI ;

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1304.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;
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72. 1 (satu) berkas Asli  Proposal Bantuan Belanja Hibah dan Pencairan

bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama  MANDIRI  JAYA  Ds.

Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal   2014  Kelompok  Usaha

Bersama MANDIRI JAYA ;

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1271.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

73. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Pencairan bantuan Hibah

Kelompok  Usaha  Bersama  MANDIRI  JAYA  Ds.Mandalawangi

Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal   2014  Kelompok  Usaha

Bersama MANDIRI JAYA ;

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/  .

1/RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal 2014. (disita dari Saksi. OMAN); 

74. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan bantuan Hibah  Kelompok

Usaha Bersama KRD MANDIRI Ds.Perwadadi Kecamatan Purwadadi

Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

KRD MANDIRI.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1588.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

75. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonan  bantuan  Hibah  dan

Permohonan  Pencairan   Kelompok  Usaha  Bersama  SALUYU

Ds.Gunung tua Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

SALUYU.

76. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan bantuan Hibah  Kelompok

Usaha Bersama KRD MANDIRI Ds.Perwadadi Kecamatan Purwadadi

Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal   2014  Kelompok  Usaha

Bersama KRD MANDIRI ;

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1588.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;
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77. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan bantuan Hibah  Kelompok

Usaha Bersama KEPITING JAYA Ds.Legon wetan Kecamatan Legon

kulon Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal   2014  Kelompok  Usaha

Bersama KEPITING JAYA. (disita dari Saksi. OMAN) ;

78. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Pencairan bantuan Hibah

Kelompok  Usaha  Bersama  IHTIAR  Ds.Jati  Kecamatan  Cipunagara

Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal   2014  Kelompok  Usaha

Bersama IHTIAR ;

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1777.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

79. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Pencairan bantuan Hibah

Kelompok  Usaha  Bersama  MEKAR  MANDIRI  Ds.Tanjungsiang

Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 72 / EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal  01  Agustus   2014  Kelompok

Usaha Bersama MEKAR MANDIRI ;

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1096.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

80. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonan  bantuan  hibah  dan

Pencairan  bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama  PRASARANA

UTAMA Ds.Patimban Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 73 / EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal  01  Agustus  2014  Kelompok

Usaha Bersama PRASARANA UTAMA ;

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1098.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

81. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonan  bantuan  hibah  dan

Pencairan  bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama  LESTARI  3

Ds.Tambak jati Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

LESTARI 3.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1302.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;
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82. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonan  bantuan  hibah  dan

Pencairan  bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama  LESTARI  1

Ds.Tambak jati Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

LESTARI 1.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1268.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

83. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Pencairan bantuan Hibah

Kelompok  Usaha  Bersama  TANI  JAYA Ds.Tambak  jati  Kecamatan

Patokbeusi Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal   2014  Kelompok  Usaha

Bersama TANI JAYA.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1765.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

84. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Pencairan bantuan Hibah

Kelompok Usaha Bersama PUTRA JAYA Ds.Karangmukti Kecamatan

Cipeundeuy Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

PUTRA JAYA. (disita dari Saksi. OMAN) ;

85. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonan  bantuan  hibah  dan

Pencairan  bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama  JATI  HILIR

Ds.Jatihilir Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal   2014  Kelompok  Usaha

Bersama JATI HILIR. (disita dari Saksi. OMAN) ;

86. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonanbantuan  hibah  dan

Pencairan bantuan Hibah Kelompok Usaha Bersama MUSTIKA JAYA

ABADI Ds.Tambakjati Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor :     / EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal   2014  Kelompok  Usaha

Bersama MAJA SEJAHTERA. (disita dari Saksi. OMAN) ;

87. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan bantuan Hibah Kelompok

Usaha  Bersama  MANDIRI  MEKAR  Ds.Talaga  sari  Kecamatan

Serangpanjang Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

MANDIRI MEKAR.
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- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1585.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

88. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Pencairan bantuan Hibah

Kelompok  Usaha  Bersama  USAHA  SERBA  JAYA  Ds.Soklat

Kecamatan Subang Kabupaten Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

89. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Pencairan bantuan Hibah

Kelompok Usaha Bersama UNGGULAN MANDIRI  Ds.Pasirkareumbi

Kecamatan Subang Kabupaten Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

90. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Pencairan bantuan Hibah

Kelompok  Usaha  Bersama  SUMER  REJEKI  Ds.Mekarwangi

Kecamatan Pagaden barat Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 77 / EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014 Tanggal   02 Agustus  2014 Kelompok

Usaha Bersama SUMBER REJEKI.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1100.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

91. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonan  Bantuan  Hibah  dan

Permohonan  Pencairan  bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama

NILA KENCANA Ds.Sindanglaya Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten

Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 70 / EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014 Tanggal   02 Agustus  2014 Kelompok

Usaha Bersama NILA KENCANA.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1102.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

92. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Pencairan bantuan Hibah

Kelompok Usaha Bersama SUGIH MUKTI Ds.Sukamelang Kecamatan

Subang Kabupaten Subang.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1631.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

93. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonan  Bantuan  Hibah  dan

Permohonan  Pencairan  bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama

NILA KENCANA Ds.Sindanglaya Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten

Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 70 / EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014 Tanggal   02 Agustus  2014 Kelompok

Usaha Bersama NILA KENCANA.
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- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1102.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

94. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Hibah Kube Lele

Sadulur Ds. Sukamulya Kecamatan Pagaden Kab. Subang. (disita dari

Saksi. OMAN) ;

95. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Hibah KUBE IKAN

TEGAR Ds. Sukamulya Kecamatan Pagaden Kab. Subang. (disita dari

Saksi. OMAN) ;

96. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonan  Bantuan  Hibah  dan

Permohonan  Pencairan  bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama

JAYA  ABADI  Ds.Pasirkareumbi  Kecamatan  Subang  Kabupaten

Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

JAYA ABADI.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1763.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

97. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonan  Bantuan  Hibah  dan

Permohonan  Pencairan  bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama

GIRI MUKTI Ds.Mayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1773.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

98. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonan  Bantuan  Hibah  dan

Permohonan  Pencairan  bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama

MAJU JAYA Ds.Mayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor :     / EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal   2014  Kelompok  Usaha

Bersama MAJU JAYA.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1775.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

99. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonan  Bantuan  Hibah  dan

Permohonan  Pencairan  bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama

SINAR  HARAPAN  Ds.Kawungluwuk  Kecamatan  Tanjungsiang

Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

SINAR HARAPAN.
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- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1769.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

100. 1  (satu)  berkas  Asli  Hasil  Evaluasi  Usulan  Hibah  /  Bantuan  Hibah

Nomor  :  61/  EVAL UHBS/DISKELPERI/2014  Tanggal  29  Juli  2014

Kelompok  Usaha  Bersama  SINAR  HARAPAN.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

101. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Hibah Kelompok

Usaha  Bersama  HARAPAN  JAYA  Ds.Kawungluwuk  Kecamatan

Tanjungsiang Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

SINAR HARAPAN.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1767.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

102. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonan  Bantuan  Hibah  dan

Permohonan  Pencairan  bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama

MEKAR  ASIH  Ds.Sindanglaya  Kecamatan  Tanjungsiang  Kabupaten

Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :  94/ EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal  05  Agustus  2014  Kelompok

Usaha Bersama MEKAR ASIH.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

928.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

103. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Hibah Kelompok

Usaha Bersama PUTRA SAWARGI Ds.Sagalaherang kaler Kecamatan

Sagalaherang Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan  Hibah  /  Bantuan  Hibah  Nomor  :    /

EVALUHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal  2014  Kelompok  Usaha

Bersama PUTRA SAWARGI.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

929.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

104. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Hibah Kelompok

Usaha Bersama PANANJUNG Ds.Cisaat Kecamatan Ciater Kabupaten

Subang. 

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :  91/ EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal  05  Agustus  2014  Kelompok

Usaha Bersama PANANJUNG.
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- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1021.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

105. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonan  Bantuan  Hibah  dan

Permohonan  Pencairan  bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama

HARKO  MANDIRI  Ds.Kasomalang  wetan  Kecamatan  Kasomalang

Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :  90/ EVAL

UHBS/DISKELPERI/2014  Tanggal  05  Agustus  2014  Kelompok

Usaha Bersama HARKO MANDIRI.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1027.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

106. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Hibah Kelompok

Usaha  Bersama  ANUGRAH  Ds.Tenjolaya  Kecamatan  Kasomalang

Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :  97/ EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal  06  Agustus  2014  Kelompok

Usaha Bersama ANUGRAH.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

930.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

107. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Hibah Kelompok

Usaha  Bersama  MINA  BAROKAH  Ds.Sindangsari  Kecamatan

Kasomalang Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

SINAR HARAPAN.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1280.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

108. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Hibah Kelompok

Usaha  Bersama  TARUNA  BUMI  Ds.Cijambe  Kecamatan  Cijambe

Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

TARUNA BUMI.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1282.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

109. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Hibah Kelompok

Usaha  Bersama  TARUNA KARYA  Ds.Situsari  Kecamatan  Dawuan

Kabupaten Subang.
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- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal   2014  Kelompok  Usaha

Bersama TARUNA KARYA.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1284.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

110. 1 (satu) berkas Asli Permohonan Pencairan bantuan Hibah Kelompok

Usaha Bersama NANJUNG RAHAYU Ds.Cijambe Kecamatan Cijambe

Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

NANJUNG RAHAYU.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1286.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

111. 1  (satu)  berkas Asli  Hasil  Evaluasi  Usulan  Hibah  /  Bantuan  Hibah

Nomor :   / EVAL UHBS/DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok

Usaha Bersama SINAR HARAPAN.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1112.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

112. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Berkah.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ; 

113. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Mulya  Sari.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

114. SP2D (Surat  Perintah  Pencairan  Dana),  Surat  Pernyataan,  Cheklis,

Kwitansi,  NPHD  (Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah)  dan  Proposal

Pencairan  (Disita  dari  DPPKAD)   Kube  Tunas  Mekar.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

115. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ikan  Tawar  Amanah.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;
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116. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Bina  Mitra.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

117. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Ikan Mas Asihan. SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

118. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ikan  Wahyu  Sejahtera.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

119. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015  Kube  Bolang  Ranca.  SPP (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

120. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Ikan Mas Kompas. SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

121. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Sri  Kandi.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

122. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Lele  Anugrah.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

123. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Tambak  Asri  Mandiri.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

124. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Mulya  Mas.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah
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Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

125. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Poktan  Bina  Karya.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

126. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Pindangsari.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

127. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Tunas Harapan. SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

128. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Mina  Mas.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

129. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Lebak  Mina.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

130. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Az  Zahra.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

131. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Budidaya Ikan Barokah Mandiri.  SPP

(Surat Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D

(Surat Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi,

NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

132. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Budidaya  Ikan  Mitra.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;
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133. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Budidaya Ikan Cileuleuy.  SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

134. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Langgeng Jaya. SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

135. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Mekar  Asih.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

136. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Pokdakan Putra Sawargi. SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

137. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Poktan Majalat.  SPP (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

138. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Perikanan  Pananjung.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

139. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Pokdakan Harko Mandiri. SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

140. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Perikanan  Mega  Tirta.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

141. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Perikanan Poktan Galih.  SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat
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Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

142. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Perikanan  Poktan  Campaka  Mekar.

SPP (Surat Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar),

SP2D (Surat  Perintah  Pencairan  Dana),  Surat  Pernyataan,  Cheklis,

Kwitansi,  NPHD  (Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah)  (Disita  dari

DPPKAD) ;

143. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Perikanan Poktan Anugrah. SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

144. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Perikanan Pokdakan Guna Tani. SPP

(Surat Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D

(Surat Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi,

NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

145. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Perikanan Pokdakan Al Baashitu. SPP

(Surat Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D

(Surat Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi,

NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

146. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Perikanan Mina Barokah. SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

147. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Perikanan Surya Tunggal. SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

148. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Perikanan  Ikan  Mas  Keresek.  SPP

(Surat Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D

(Surat Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi,

NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

149. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Perikanan Ikan Mas Gambarsari. SPP

(Surat Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D

(Surat Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi,

NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;
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150. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Perikanan Ikan Bahagia.  SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

151. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Perikanan Ikan Abadi Sejahtera. SPP

(Surat Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D

(Surat Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi,

NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

152. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Taruna  Bumi.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

153. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Taruna  Karya.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

154. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Nangjung Rahayu. SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

155. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Sumber Sejahtera. SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

156. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Putra Binangkit.  SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

157. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015  Kube Mas Sejahtera.  SPP (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

158. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Budidaya Ikan Tawar Sugih. SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat
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Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

159. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Sawargi.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

160. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Ikan Mas Barokah. SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

161. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Kujang  Asri.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

162. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Batik.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

163. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Usaha Ternak Jaya Mandiri. SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

164. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Ikan Tawar Mandiri Jaya. SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

165. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Ikan Tawar Kard Mandiri. SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

166. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Mina  Sugih.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;
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167. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Mulus  Jaya.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

168. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Poktan  Pandan  Wangi.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

169. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Sejahtera  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

170. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Poktan  Jaha  Wangi.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

171. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ternak  Ikan  Saluyu.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

172. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ikan  Maja  Sejahtera.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

173. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Kepiting  Jaya.  SPP (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

174. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Ikan Lele Ikhtiar. SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

175. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ikan  Mekar  Mandiri.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat
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Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

176. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ikan  Prasarana  Utama.  SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

177. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Lestari  3.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

178. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Lestari  1.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

179. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Tani  Jaya.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

180. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Putra  Jaya.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

181. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Jati  Hilir.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

182. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Pindang  Mustika  Jaya  Abadi.  SPP

(Surat Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D

(Surat Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi,

NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

183. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ikan  Mas.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;
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184. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ikan  Mandiri  Mekar.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

185. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Ikan Pangkalan Sejahtera. SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

186. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Ikan Usaha Serba Jaya.  SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

187. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ikan  Unggulan  Mandiri.  SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

188. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Ikan Mas Cinata. SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

189. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Mekar  Usaha.  SPP (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

190. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Sumber Rezeki.  SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

191. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Sumur  Jaya.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

192. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Nila  Kencana.  SPP (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

65

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

193. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ikan  Mas  Sugih  Mukti.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

194. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ikan  Anugrah  Mandiri.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

195. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Ikan Kerajan Jaya. SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

196. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Ikan Lele Sadulur. SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

197. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ikan  Tegar.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

198. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ikan  Lele  Jaya  Abadi.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

199. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Usaha  Ikan  Sawargi.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

200. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Mandiri  Jaya.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;
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201. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ikan  MAs.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

202. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Giri  Mukti.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

203. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ikan  Mas  Maju  Jaya.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

204. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Ikan Mas Harapan Jaya. SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

205. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015  Kube Sinar  Harapan.  SPP (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

206. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Dedi  Jaya.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

207. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Ikan Nila Mandiri. SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

208. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015  Kube Ikan Air  Tawar.  SPP (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

209. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Saluyu Makmur. SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah
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Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

210. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Guna  Lestari.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

211. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Masle  Jaya.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

212. 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba Serie Satelit U840W dengan no seri

: 8C040248W. (disita dari Saksi. OMAN) ;

213. 1 (satu) buah Flashdisk 32 Gb Merk Kingston warna Hitam. (disita dari

Saksi. BAYUAJI Dinas DKP) ;

214. 1 (satu) buah Hard disk external Merk Seagate, S/N NA45YZL8. (disita

dari Saksi. OMAN) ;

215. 1  (satu)  buah  Hard  Disk  I  Merk  Seagate  Baracuda  500  Gb  S/N

Z3TDF2QK. (disita dari Kantor Sekwan DPRD Kab. Subang atau Ketua

Anggota DPRD Kab. Subang);

216. 1  (satu)  berkas  fotocopy  Surat  Keputusan  Bupati  Subang  Nomor  :

978/Kep-195-Sosial/2013  Tentang  Penunjukan  Pejabat  yang

Menandatangani NPHD Bantuan Hibah Kab. Subang tahun 2013 ;

217. 1  (satu)  berkas  fotocopy  Alur  Mekanisme  Hibah  dan  Bansos

berdasarkan Perbup No.6 Tahun 2013 (Disita dari saksi H. SUMARNA.

S.Sos., M.Ap.);

218. 1  (satu)  berkas  Petikan  Keputusan  Bupati  Subang  Nomor  :

821.2/KEP.88-BKD/2014 tanggal 18 Maret 2014 (Disita dari  saksi H.

SUMARNA. S.Sos., M.Ap.) ;

219. 1  (satu)  berkas  fotocopy  Rekomendasi  Hibah  dan  Bansos  untuk

Kepala SKPD se Kab. Subang tanggal 28 Februari 2014 (Disita dari

saksi H. SUMARNA. S.Sos., M.Ap.) ;

220. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Subang.  Nomor  :  954/Kep.  1150-Diskelpri/2013  tanggal  1  Oktober

2013.  Tentang Penunjukan Tim Evaluasi  Usulan Hibah  dan  Bansos

pada  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kab.  Subang  Tahun  Anggaran

2014. (Disita dari saksi H. SUMARNA. S.Sos., M.Ap.) ;

221. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Edaran DPPKAD Kab. Subang Nomor :

466.2/307/DPPKAD tanggal  27  Februari  2014.  (Disita  dari  saksi  H.

SUMARNA. S.Sos., M.Ap.) ;
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222. 1  (satu)  Berkas Peraturan Bupati  Subang Nomor  :  42  Tahun 2013.

Tanggal  28  Maret  2013.  (Disita  dari  saksi  H.  SUMARNA.  S.Sos.,

M.Ap.).

223. 1  (satu)  foto  copy  legalisir  lampiran  berkas  DPA.  DPPKD Nomor  :

1.20.1.20.09.00.00.4.  (Disita  dari  HANUNG  ADI  WIBOWO,  A.Md.

DPPKAD Kab. Subang) ;

224. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Hasil Evaluasi Usulan / Bantuan Hibah

Nomor  :  95/EVAL UHBS/DISKEPERI/2014  tanggal  6  Agustus  2014,

Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/936.1/RUHBS/Diskelperi/2014. (Disita dari OMAN SUPRATMAN) ;

225. 1 (satu) berkas Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor :

05/Poktan/A/X/2014.  An.  Kube  Tani  Anugrah  dan  Surat  Pernyataan

Tanggung JAwab Mutlak / Fakta Integritas Kube Tani Anugrah. (Disita

dari OMAN SUPRATMAN) ;

226. 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Keputusan Bupati Subang Nomor :

902/KEP.199-DPPKAD/2014  tentang  Pembentukan  Tim  TAPD  Kab.

Subang. tanggal 26 Juni 2014. (Disita dari saksi UJANG SUTRISNA) ;

227. 1 (satu) berkas Foto Copy Petikan Surat  Keputusan Bupati  Subang

Nomor  :  820/KEP.270 A-BKD/2011 tanggal  23  Maret  2011.  Tentang

Pengangkatan  sebagai  Kabagsos  Pemda Kab.  Subang.  (Disita  dari

saksi UJANG SUTRISNA) ;

228. 1  (satu)  berkas  fotocopy  Surat  Keputusan  Bupati  Subang  Nomor  :

978/Kep-195-Sosial/2013  Tentang  Penunjukan  Pejabat  yang

Menandatangani  NPHD  Bantuan  Hibah  Kab.  Subang  tahun  2013

(Disita dari saksi H. SUMARNA. S.Sos., M.Ap.) ;

229. 1  (satu)  berkas  fotocopy  Alur  Mekanisme  Hibah  dan  Bansos

berdasarkan Perbup No.6 Tahun 2013 (Disita dari saksi H. SUMARNA.

S.Sos., M.Ap.) 

230. 1  (satu)  berkas  Petikan  Keputusan  Bupati  Subang  Nomor  :

821.2/KEP.88-BKD/2014 tanggal 18 Maret 2014 (Disita dari  saksi H.

SUMARNA. S.Sos., M.Ap.) ;

231. 1 (satu) berkas fotocopy Nomor 466/302-Sos tanggal 28 Februari 2014

tentang Rekomendasi Hibah dan Bansos untuk Kepala SKPD se Kab.

Subang (Disita dari saksi H. SUMARNA. S.Sos., M.Ap.) ;

232. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Subang.  Nomor  :  954/Kep.  1150-Diskelpri/2013  tanggal  1  Oktober

2013.  Tentang Penunjukan Tim Evaluasi  Usulan Hibah  dan  Bansos

pada  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kab.  Subang  Tahun  Anggaran

2014. (Disita dari saksi H. SUMARNA. S.Sos., M.Ap.) ;

233. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Edaran DPPKAD Kab. Subang Nomor :

466.2/307/DPPKAD tanggal 27 Februari 2014 tentang Penatausahaan

Hibah dan Bansos. (Disita dari saksi H. SUMARNA. S.Sos., M.Ap.) ;
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234. 1  (satu)  Berkas Peraturan Bupati  Subang Nomor  :  42  Tahun 2013.

Tanggal  28  Maret  2013.  (Disita  dari  saksi  H.  SUMARNA.  S.Sos.,

M.Ap.) ;

235. 1  (satu)  Berkas  Foto  copy  Keputusan  Bupati  Subang  Nomor  :

902/Kep.389-Diskelperi/2014.  Tanggal  21  Oktober  2014.  (Disita  dari

saksi H. SUMARNA. S.Sos., M.Ap.) ;

236. 1  (satu)  foto  copy  legalisir  lampiran  berkas  DPA.  DPPKD Nomor  :

1.20.1.20.09.00.00.4.  (Disita  dari  HANUNG  ADI  WIBOWO,  A.Md.

DPPKAD Kab. Subang) ;

237. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Hasil Evaluasi Usulan / Bantuan Hibah

Nomor  :  95/EVAL UHBS/DISKEPERI/2014  tanggal  6  Agustus  2014,

Rekomendasi Usulan Hibah (Disita dari OMAN SUPRATMAN ) ;

238.  1 (satu) berkas foto copy Rekomendasi Usulan Bantuan Sosial dan

Hibah Nomor : 978/936.1/RUHBS/Diskelperi/2014. (Disita dari OMAN

SUPRATMAN ) ;

239. 1 (satu) berkas Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor :

05/Poktan/A/X/2014.  An.  Kube  Tani  Anugrah  dan  Surat  Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak / Fakta Integritas Kube Tani Anugrah. (Disita

dari OMAN SUPRATMAN) ;

240. 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Keputusan Bupati Subang Nomor :

902/KEP.199-DPPKAD/2014  tentang  Pembentukan  Tim  TAPD  Kab.

Subang. tanggal 26 Juni 2014. (Disita dari saksi UJANG SUTRISNA) ;

241. 1 (satu) berkas Foto Copy Petikan Surat  Keputusan Bupati  Subang

Nomor  :  820/KEP.270 A-BKD/2011 tanggal  23  Maret  2011.  Tentang

Pengangkatan  sebagai  Kabagsos  Pemda Kab.  Subang.  (Disita  dari

saksi UJANG SUTRISNA) ;

242. 1  (satu)  foto  copy  berkas  Keputusan  Bupati  Subang  Nomor  :

900/Kep.08-DPPKAD/2014. Tanggal 2 Januari 2014. (Disita dari saksi

AHMAD SOBARI) ;

243. 1  (satu)  foto  copy  berkas  Keputusan  Bupati  Subang  Nomor  :

820/Kep.285-BKD/2010.  Tanggal  29  Oktober  2010.  Tentang

Pengangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  Jabatan  Eselon  II.b  di

Pemda Kab. Subang. (Disita dari saksi AHMAD SOBARI) ;

244. 1  (satu)  berkas  foto  copy  Keputusan  Bupati  Subang  Nomor  :

954/Kep.547-DPPKAD/2013.  Tanggal  31  Desember  2013.  Tentang

Penunjukan Pejabat  Pemerintahan Kab.  Subang Sebagai  Pengguna

Anggaran / Barang. (Disita dari saksi AHMAD SOBARI) ;

245. 1 (satu) berkas foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Tanggal 27 Juli 2011. (Disita dari saksi AHMAD SOBARI) ;

246. 1  (satu)  foto  copy  berkas  Keputusan  Bupati  Subang  Nomor  :

954/Kep.5-DPPKAD/2015.  Tentang  Penunjukan  Pejabat  Pemerintah
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Kab. Subang sebagai Pengguna Anggaran. (Disita dari saksi AHMAD

SOBARI) ;

247. 1  (satu)  foto  copy  berkas  Keputusan  Bupati  Subang  Nomor  :

900/Kep.08-DPPKAD/2014. Tanggal 2 Januari 2014. (Disita dari saksi

AHMAD SOBARI) ;

248. 1 (satu) foto copy berkas Peraturan Bupati Subang Nomor : 11 Tahun

2015. Tentang Tupoksi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan

Aset Daerah Kab. Subang. (Disita dari saksi AHMAD SOBARI);

249. 1  (satu)  lembar  tanda  bukti  kuitansi  Asli  Penerimaan uang sebesar

Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dari Bagsos (UJANG

SUTRISNA)  kepada  Kadis.  DKP tanggal  08  September  2015  untuk

pembayaran Titipan Pengembalian Kerugian Negara An. OMAN dan

IRIANA ; 

250. 1  (satu)  buku  register  surat  keluar  1  tahun  2014  asli  dari  Dinas

Kelautamn dan Perikanan Kab. Subang ;

251. 1  (satu)  buku  register  surat  keluar  2  tahun  2014  asli  dari  Dinas

Kelautamn dan Perikanan Kab. Subang ;

252. 1  (satu)  buku  register  surat  keluar  3  tahun  2014  asli  dari  Dinas

Kelautan dan Perikanan Kab. Subang ;

253. Uang tunai sebesar Rp.53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu

rupiah) dari Pengembalian Uang Kerugian Negara yang diperoleh dari

Saksi  OMAN  SUPRATMAN  SUPRATMAN  (dilakukan  Penuntutan

Terpisah) ;

254. Uang  tunai  sebesar  Rp.100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah)  dari

Pengembalian Uang  Kerugian  Negara  yang  diperoleh  dari  Saksi

IRIANA (dilakukan Penuntutan Terpisah).

DIPERGUNAKAN  DALAM  PERKARA  LAIN  (Berkas  dalam  proses

Penyelidikan);

5.  Membebankan kepada Terdakwa ENDANG JUHARYA.  S.  An.,  membayar

Biaya Perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang,  bahwa  atas  tuntutan  Penuntut  Umum tersebut  Majelis

Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan

mengadili  perkara  ini  telah  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi

sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG JUHARYA, S. An. tidak terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah  melakukan tindak pidana korupsi  sebagaimana

didakwakan dalam DAKWAAN KESATU PRIMAIR tersebut di atas;

2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa dari DAKWAAN KESATU PRIMAIR

tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa ENDANG JUHARYA, S.An. telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan
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secara  bersama-sama  dan  berlanjut“  sebagaimana  dalam  DAKWAAN

KESATU SUBSIDAIR;

4. Menjatuhkan  pidana  oleh  karenanya  terhadap  Terdakwa tersebut  dengan

pidana penjara selama  1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan  serta  denda

sebesar  Rp.  50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah) dengan  ketentuan

apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  kurungan  selama

1 (satu) bulan; 

5. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa  dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) berkas asli dan Fotocopy Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2013

tanggal  28  Maret  2013  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati

Subang No. 06 tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan

Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

2. 1 (satu) berkas Asli  Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Ternak

Ikan Lele Mina Mandiri Kp. Krajan Rt. 03/01 Ds. Cicadas Binong. (disita

dari Saksi. OMAN) ;

3. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Budidaya

Ikan  Lele  AZAHRA  KP.  Serangsari  Rt.31/08  Ds.  Sukamulya  Kec.

Pagaden Kab. Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

4. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Budidaya

Ikan Lele SUMBER MANDIRI Kp. Krajan Rt. 03/01 Ds. Binong Kec.

Binong Kab. Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

5. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban KUB SALUYU Kp.

Sukagalih Rt. 30/08 Ds. Sukamulya Kec. Pagaden Kab. Subang. (disita

dari Saksi. OMAN) ;

6. 1 (satu) berkas Asli  Laporan Pertanggungjawaban KUBE ANUGRAH

MANDIRI Kp. Pasirceuri Rt. 18/03 Ds. Sukamelang Kec. Subang Kab.

Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

7. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Pencairan  Bantuan  Hibah  Usaha

Budidaya Perikanan KUBE HTIAR Kp. Sindang Rt. 15/04 Ds. Jati Kec.

CIpunagara Kab. Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

8. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Pencairan  Belanja  Hibah  Kelompok

Usaha TANI JAYA Dsn Tegal Koneng II Rt. 08/03 Ds. Tambak Jati Kec.

Patok beusi Kab. Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

9. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Balanja

HibahKelokpok  Usaha  Bersama  KUBE  SUMBER  SEJAHTERA Kp.

Sukamukti Rt. 23/08 Ds. Cijambe Kec. Cijambe Kab. Subang. (disita

dari Saksi. OMAN) ;

10. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Budidaya

Ikan MINA SUGIH Kp. Krajan Rt. 03/01 Ds. Cicadas BInong. Kp. Bakan
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Sawah Rt. 16/06. Ds. Cidahu Kec. Pagaden Barat Kab. Subang. (disita

dari Saksi. OMAN) ;

11. 1 (satu) berkas Asli  Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Ternak

Ikan Lele Mina Mandiri Kp. Krajan Rt. 03/01 Ds. Cicadas Binong Kab.

Binong. (disita dari Saksi. OMAN) ;

12. 1  (satu)  berkas  Asli  Laporan  Pertanggungjawaban  Bantuan  Belanja

Hibah Untuk Budidaya Ikan Tawar Kube AlBaasithu Kp. Sukajaya Rt.

03/04 Ds. Kasomalang Kulon Kec. Kasomalang Kab. Subang. (disita

dari Saksi. OMAN);

13. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Kelompok Tani Ikan Maja Sejahtera Kp. Keresek Baru Rt. 19/05 Ds.

Sumurgintung  Kecamatan  Pagaden  Barat  Kab.  Subang.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

14. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Kelompok  Budidaya  Ikan  Tegar  Kp.  Serangsari  Rt.  32/08  Ds.

Sukamulya  Kecamatan  Pagaden  Kab.  Subang.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

15. 1  (satu)  berkas  Asli  Laporan  Pertanggungjawaban  Bantuan  Untuk

Budidaya Ikan Mas Kube Mekar Usaha Kp. Sembung Rt. 08/04 Ds.

Gunung sembung Kecamatan Pagaden Barat Kab. Subang. (disita dari

Saksi. OMAN) ;

16. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Dana Hibah Pokdakan Barokah Mandiri Jl. Ranggadipa Rt. 07/03 Ds.

Jabong Kecamatan Pagaden Kab. Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

17. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Kube  Ikan  Tawar  Mandiri  Jaya  Dsn.  Marengmang  Rt.  03/07  Ds.

Marengmang  Kecamatan  Kalijati  Kab.  Subang.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) 

18. 1  (satu)  berkas  Asli  Laporan  Penerimaan  dan  Penggunaan  Dana

Bantuan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2014 Kube

Ikan  Kard  Mandiri  Dsn.  Wanakerta  Ds.  Wanakerta  Kecamatan

Purwadadi Kab. Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

19. 1  (satu)  berkas  Asli  Laporan  Pertanggungjawaban  Kube  Ikan  Lele

Sadulur Kp. Rancabogo Rt. 21/06 Ds. Sukamulya Kecamatan Pagaden

Kab. Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

20. 1  (satu)  berkas  Asli  Laporan  Penerimaan  dan  Penggunaan  Dana

Bantuan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2014 Kube

Taruna  Bumi  Kp.  Cijambe  Ds.  Cijambe  Kecamatan  Cijambe  Kab.

Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

21. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Kube  Ikan  Mas  Sumber  Rezeki  Kp.  Gondang  Rt.  04/02  Ds.

Mekarwangi  Kecamatan  Pagaden  Barat  Kab.  Subang.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;
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22. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Kube Pembibitan Ikan PANGKALAN SEJAHTERA Kp. Pangkalan Rt.

25/12 Ds. Cijengkol Kecamatan Serangpanjang Kab. Subang. (disita

dari Saksi. OMAN) ;

23. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Kube Ikan Mas Kp. CIpameteng Rt. 01/03 Ds. Darmaga Kecamatan

Cisalak Kab. Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

24. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Mas KUBE MEKAR SARI Kp.

Cigadog  Rt.  03/05  Ds.  Cigadog  Kecamatan  Cisalak  Kab.  Subang.

(disita dari Saksi. OMAN) ;

25. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Mas Kube MEKAR ASIH Kp.

Nanggela  Rt.  21/05 Ds.  Sindanglaya Kecamatan Tanjungsiang Kab.

Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

26. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Budidaya Ikan Mas KUBE LANGGENG JAYA Kel Soklat Kab Subang

Kab. Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

27. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Pembibitan  Usaha  Ikan  Mas  KUBE PANGKALAN SEJAHTERA Kp.

Pangkalan Rt.  25/12 Ds.  Cijengkol  Kecamatan Serangpanjang Kab.

Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

28. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Kube Budidaya Ikan Mas Cinata Kp. Cijengkol Rt. 14/07 Ds. Cijengkol

Kecamatan Serangpanjang Kab. Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

29. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Kube Ikan Air Tawar Kp. Cicariang Rt. 19/06 Ds. Bunihayu Kecamatan

Jalan cagak Kab. Subang.

30. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Kelompok Tani  Ikan Campaka Mekar Kp.  Pakalongan Rt.  12/02 Ds.

Buniara  Kecamatan  Tanjungsiang  Kab.  Subang.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

31. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Kube Ikan Air tawar SALUYU Dsn Patrol Rt. 20/07 Ds. Tambakmekar

Kecamatan alan cagak Kab. Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

32. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Kelompok Pembudidaya Ikan MITRA Kp. Jl. Raya Ganghui Rt. 22/03

Ds.  Pakuhaji  Kecamatan  Cisalak  Kab.  Subang.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

33. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Kube  Ikan  Ikan  Air  Tawar  Kp.  Cicariang  Rt.  19/06  Ds.  Bunihayu

Kecamatan Jalan cagak Kab. Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;
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34. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Kube Sugih Mukti Kp. Palabuan Rt. 02/07 Ds. Sukamelang Kecamatan

Subang Kab. Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

35. 1 (satu) berkas Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Kelompok Budidaya Ikan Lele BINA SEJHATERA Kp. Gunung Tua Rt.

03/04 Ds. Gunung Tua Kecamatan Cijambe Kab. Subang. (disita dari

Saksi. OMAN) ;

36. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Bantuan  belanja  Hibah  dan  Bantuan

Pencairan  Belanja  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama  BERKAH  Ds.

Gunungtua Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang ;

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 50 / EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 27 Juli 2015 Kelompok Usaha

Bersama BERKAH ;

37. 1  (satu)  berkas  Fotocopy  Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan

Bantuan  Sosial  Nomor  :  9781038.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal

September 2015. (disita dari Saksi. OMAN) ;

38. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama  MULYASARI  Ds.  Cisalak  Kecamatan  Cisalak  Kabupaten

Subang ;

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 51 / EVAL

UHBS/DISKELPERI/2014  Tanggal  27  Juli  2015  Kelompok  Usaha

Bersama MULYASARI. (disita dari Saksi. OMAN) ;

39. 1  (satu)  berkas  Asli  Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan

Sosial Nomor : 1/RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal   September 2014.

(disita dari Saksi. OMAN) ;

40. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama TUNAS MEKAR Ds. Cigadog Kecamatan Cisalak Kabupaten

Subang. 

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

TUNAS MEKAR.

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

97811586/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal    2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

41. 1 (satu) berkas ASli Proposal Bantuan belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama  AMANAH  Ds.  Gunungtua  Kecamatan  Cijambe  Kabupaten

Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

AMANAH.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 938/

RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal 2014. (disita dari Saksi. OMAN) ;
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42. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama BINA MITRA Ds. Jambelaer Kecamatan Dawuan Kabupaten

Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :  52/ EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 27 Juli 2014 Kelompok Usaha

Bersama BINA MITRA.

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1040.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

43. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama  BUDIDAYA  IKAN  AIR  TAWAR  Ds.  Cibuluh  Kecamatan

Tanjungsiang Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR.

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1040.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

44. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama  IKAN  MAS  GIRI  MUKTI  Ds.  Mayang  Kecamatan

Tanjungsiang Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

IKAN MAS GIRI MUKTI. (disita dari Saksi. OMAN) ;

45. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama  KOMPAS  Ds.  Gunung  Sembung  Kecamatan  Pagaden

Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

KOMPAS.

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1294.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

46. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama  ANUGRAH  Ds.  Dangdeur  Kecamatan  Subang  Kabupaten

Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

ANUGRAH.

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1319.1/RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal      2014. (disita dari

Saksi. OMAN) ;
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47. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Pencairan  belanja  Hibah  Kelompok

Usaha Bersama TAMBAK ASRI MANDIRI Ds. Tambakan Kecamatan

Jalan cagak Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 55 / EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 28 Juli 2014 Kelompok Usaha

Bersama TAMBAK ASRI MANDIRI.

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1070.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

48. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Bantuan   Hibah  Kelompok  Usaha

Bersama  TANI  BINA KARYA Ds.  Langensari  Kecamatan  Blanakan

Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

TANI BINA KARYA.

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1273.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

49. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama  PINDANG  SARI  Ds.  Compreng  Kecamatan  Compreng

Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

PINDANG SARI.

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1698.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

50. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Dana Hibah Kelompok Usaha

Bersama  MINA  MAS  Ds.  Balimbing  Kecamatan  Pagaden  Barat

Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 56 / EVAL

UHBS/DISKELPERI/2014  Tanggal  28  Juli  2014  Kelompok  Usaha

Bersama MINA MAS.

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1072.1/ RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal      2014. (disita dari

Saksi. OMAN) ;

51. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Dana Hibah Kelompok Usaha

Bersama  LEBAK  MINA  Ds.  Cidahu  Kecamatan  Pagaden  Barat

Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 57 / EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 28 Juli 2014 Kelompok Usaha

Bersama LEBAK MINA.
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- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1074.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

52. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Dana Hibah Kelompok Usaha

Bersama  AZ  ZAHRA  Ds.  Kawungluwuk  Kecamatan  Tanjungsiang

Kabupaten Subang.

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1743.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

53. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Dana Hibah Kelompok Usaha

Bersama  BAROKAH  MANDIRI  Ds.  Jabong  Kecamatan  Pagaden

Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 58 / EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 29 Juli 2014 Kelompok Usaha

Bersama BAROKAH MANDIRI.

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1076.1/ RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal      2014. (disita dari

Saksi. OMAN) ;

54. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Dana Hibah Kelompok Usaha

Bersama  IKAN  MAS  MITRA  Ds.  Pakuhaji  Kecamatan  Cisalak

Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 99 / EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal  07  Agustus  2014  Kelompok

Usaha Bersama IKAN MAS MITRA..

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/935.1/ RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal 2014. (disita dari Saksi.

OMAN) ;

55. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama  IKAN  MAS  MITRA  Ds.  Pakuhaji  Kecamatan  Cisalak

Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 99 / EVAL

UHBS/DISKELPERI/2014  Tanggal  07  Agustus  2014  Kelompok

Usaha Bersama IKAN MAS MITRA..

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/935.1/ RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal 2014. (disita dari Saksi.

OMAN) ;

56. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama  BUDIDAYA  IKAN  CILEULEUY  Ds.  Pakuhaji  Kecamatan

Cisalak Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 98 / EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal  07  Agustus  2014  Kelompok

Usaha Bersama BUDIDAYA IKAN CILEULEUY.
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- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/925.1/ RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal 2014. (disita dari Saksi.

OMAN) ;

57. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama MEGA TIRTA Ds. Garduiang Kecamatan Cisalak Kabupaten

Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 87 / EVAL

UHBS/DISKELPERI/2014  Tanggal  05  Agustus  2014  Kelompok

Usaha Bersama MEGA TIRTA.

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/927.1/ RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal 2014. (disita dari Saksi.

OMAN) ;

58. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama  CAMPAKA MEKAR  Ds.  Buniara  Kecamatan  Tanjungsiang

Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 100 / EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal  07  Agustus  2014  Kelompok

Usaha Bersama CAMPAKA MEKAR.

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1022.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

59. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Bantuan  Pencairan  Belanja  Hibah

Kelompok  Usaha  Bersama  ABADI  SEJAHTERA  Ds.Cijambe

Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 62 / EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 30 Juli 2014 Kelompok Usaha

Bersama ABADI SEJAHTERA ;

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1046.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

60. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama  SUMBER  SEJAHTERA  Ds.Cijambe  Kecamatan  Cijambe

Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 63 / EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 30 Juli 2014 Kelompok Usaha

Bersama SUMBER SEJAHTERA ;

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1055.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

61. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Belanja Hibah dan Permohonan

Pencairan  Bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama  PUTRA

BINANGKIT Ds.Mayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.
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- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

PUTRA BINANGKIT ;

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1265.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

62. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama  MAS  SEJAHTERA  Ds.Sindangpalay  Kecamatan  Cijambe

Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :  64/ EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 30 Juli 2014 Kelompok Usaha

Bersama MAS SEJAHTERA ;

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1057.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

63. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama  BUDIDAYA  IKAN  SUGIH  Ds.Cisalak  Kecamatan  Cisalak

Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 65 / EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 30 Juli 2014 Kelompok Usaha

Bersama BUDI DAYA IKAN SUGIH ;

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1084.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

64. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Belanja Hibah dan Permohonan

Pencairan  Bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama  SAWARGI

Ds.Cijambe Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 82 / EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal  04  Agustus  2014  Kelompok

Usaha Bersama SAWARGI ;

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1061.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

65. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonan  Bantuan  Belanja  Hibah

KUBE  DEWI  SRI  Ds.  Tambak  Jati  Kecamatan  Patokbeusi  Kab.

Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

66. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama HARAPAN Ds.Salam jaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten

Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

HARAPAN ;
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- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1296.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

67. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Belanja Hibah dan Permohonan

Pencairan  Bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama  MANDIRI

Ds.Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

PUTRA BINANGKIT ;

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1298.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

68. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Bantuan  Pencairan  belanja  Hibah

Kelompok Usaha Bersama SAWARGI Ds.Cijambe Kecamatan Cijambe

Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

SAWARGI ;

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1290.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

69. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama  BAROKAH  Ds.Gembor  Kecamatan  Pagaden  Kabupaten

Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 66 / EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 30 Juli 2014 Kelompok Usaha

Bersama BAROKAH. (disita dari Saksi. OMAN) ;

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1086.1/ RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal      2014 ;

70. 1 (satu) berkas Asli  Proposal Bantuan Belanja Hibah dan Pencairan

Bantuan Hibah Kelompok Usaha Bersama KUJANG ASRI Ds.Cijambe

Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 67 / EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 31 Juli 2014 Kelompok Usaha

Bersama KUJANG ASRI ;

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1059.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

71. 1 (satu) berkas Asli Proposal Bantuan Belanja Hibah Kelompok Usaha

Bersama JAYA MANDIRI Ds.Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten

Subang.
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- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor :     / EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

JAYA MANDIRI ;

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1304.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

72. 1 (satu) berkas Asli  Proposal Bantuan Belanja Hibah dan Pencairan

bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama  MANDIRI  JAYA  Ds.

Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal   2014  Kelompok  Usaha

Bersama MANDIRI JAYA ;

- Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/1271.1/  RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari

Saksi. OMAN) ;

73. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Pencairan bantuan Hibah

Kelompok  Usaha  Bersama  MANDIRI  JAYA  Ds.Mandalawangi

Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal   2014  Kelompok  Usaha

Bersama MANDIRI JAYA ;

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/  .

1/RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal 2014. (disita dari Saksi. OMAN); 

74. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan bantuan Hibah  Kelompok

Usaha Bersama KRD MANDIRI Ds.Perwadadi Kecamatan Purwadadi

Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

KRD MANDIRI.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1588.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

75. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonan  bantuan  Hibah  dan

Permohonan  Pencairan   Kelompok  Usaha  Bersama  SALUYU

Ds.Gunung tua Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

SALUYU.

76. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan bantuan Hibah  Kelompok

Usaha Bersama KRD MANDIRI Ds.Perwadadi Kecamatan Purwadadi

Kabupaten Subang.
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- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal   2014  Kelompok  Usaha

Bersama KRD MANDIRI; 

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1588.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

77. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan bantuan Hibah  Kelompok

Usaha Bersama KEPITING JAYA Ds.Legon wetan Kecamatan Legon

kulon Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal   2014  Kelompok  Usaha

Bersama KEPITING JAYA. (disita dari Saksi. OMAN) ;

78. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Pencairan bantuan Hibah

Kelompok  Usaha  Bersama  IHTIAR  Ds.Jati  Kecamatan  Cipunagara

Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal   2014  Kelompok  Usaha

Bersama IHTIAR ;

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1777.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

79. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Pencairan bantuan Hibah

Kelompok  Usaha  Bersama  MEKAR  MANDIRI  Ds.Tanjungsiang

Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 72 / EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal  01  Agustus   2014  Kelompok

Usaha Bersama MEKAR MANDIRI ;

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1096.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

80. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonan  bantuan  hibah  dan

Pencairan  bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama  PRASARANA

UTAMA Ds.Patimban Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 73 / EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal  01  Agustus  2014  Kelompok

Usaha Bersama PRASARANA UTAMA ;

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1098.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

81. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonan  bantuan  hibah  dan

Pencairan  bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama  LESTARI  3

Ds.Tambak jati Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang.
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- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

LESTARI 3.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1302.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

82. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonan  bantuan  hibah  dan

Pencairan  bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama  LESTARI  1

Ds.Tambak jati Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

LESTARI 1.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1268.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

83. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Pencairan bantuan Hibah

Kelompok  Usaha  Bersama  TANI  JAYA Ds.Tambak  jati  Kecamatan

Patokbeusi Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal   2014  Kelompok  Usaha

Bersama TANI JAYA.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1765.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

84. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Pencairan bantuan Hibah

Kelompok Usaha Bersama PUTRA JAYA Ds.Karangmukti Kecamatan

Cipeundeuy Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

PUTRA JAYA. (disita dari Saksi. OMAN) ;

85. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonan  bantuan  hibah  dan

Pencairan  bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama  JATI  HILIR

Ds.Jatihilir Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal   2014  Kelompok  Usaha

Bersama JATI HILIR. (disita dari Saksi. OMAN) ;

86. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonanbantuan  hibah  dan

Pencairan bantuan Hibah Kelompok Usaha Bersama MUSTIKA JAYA

ABADI Ds.Tambakjati Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor :     / EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal   2014  Kelompok  Usaha

Bersama MAJA SEJAHTERA. (disita dari Saksi. OMAN) ;
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87. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan bantuan Hibah Kelompok

Usaha  Bersama  MANDIRI  MEKAR  Ds.Talaga  sari  Kecamatan

Serangpanjang Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

MANDIRI MEKAR.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1585.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

88. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Pencairan bantuan Hibah

Kelompok  Usaha  Bersama  USAHA  SERBA  JAYA  Ds.Soklat

Kecamatan Subang Kabupaten Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

89. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Pencairan bantuan Hibah

Kelompok Usaha Bersama UNGGULAN MANDIRI  Ds.Pasirkareumbi

Kecamatan Subang Kabupaten Subang. (disita dari Saksi. OMAN) ;

90. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Pencairan bantuan Hibah

Kelompok  Usaha  Bersama  SUMER  REJEKI  Ds.Mekarwangi

Kecamatan Pagaden barat Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 77 / EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014 Tanggal   02 Agustus  2014 Kelompok

Usaha Bersama SUMBER REJEKI.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1100.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

91. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonan  Bantuan  Hibah  dan

Permohonan  Pencairan  bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama

NILA KENCANA Ds.Sindanglaya Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten

Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 70 / EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014 Tanggal   02 Agustus  2014 Kelompok

Usaha Bersama NILA KENCANA.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1102.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

92. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Pencairan bantuan Hibah

Kelompok Usaha Bersama SUGIH MUKTI Ds.Sukamelang Kecamatan

Subang Kabupaten Subang.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1631.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

93. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonan  Bantuan  Hibah  dan

Permohonan  Pencairan  bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama
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NILA KENCANA Ds.Sindanglaya Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten

Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 70 / EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014 Tanggal   02 Agustus  2014 Kelompok

Usaha Bersama NILA KENCANA.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1102.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

94. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Hibah Kube Lele

Sadulur Ds. Sukamulya Kecamatan Pagaden Kab. Subang. (disita dari

Saksi. OMAN) ;

95. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Hibah KUBE IKAN

TEGAR Ds. Sukamulya Kecamatan Pagaden Kab. Subang. (disita dari

Saksi. OMAN) ;

96. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonan  Bantuan  Hibah  dan

Permohonan  Pencairan  bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama

JAYA  ABADI  Ds.Pasirkareumbi  Kecamatan  Subang  Kabupaten

Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

JAYA ABADI.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1763.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

97. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonan  Bantuan  Hibah  dan

Permohonan  Pencairan  bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama

GIRI MUKTI Ds.Mayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1773.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

98. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonan  Bantuan  Hibah  dan

Permohonan  Pencairan  bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama

MAJU JAYA Ds.Mayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.

- Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor :     / EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal   2014  Kelompok  Usaha

Bersama MAJU JAYA.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1775.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

99. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonan  Bantuan  Hibah  dan

Permohonan  Pencairan  bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama

SINAR  HARAPAN  Ds.Kawungluwuk  Kecamatan  Tanjungsiang

Kabupaten Subang.
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- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

SINAR HARAPAN.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1769.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

100. 1  (satu)  berkas  Asli  Hasil  Evaluasi  Usulan  Hibah  /  Bantuan  Hibah

Nomor  :  61/  EVAL UHBS/DISKELPERI/2014  Tanggal  29  Juli  2014

Kelompok  Usaha  Bersama  SINAR  HARAPAN.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

101. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Hibah Kelompok

Usaha  Bersama  HARAPAN  JAYA  Ds.Kawungluwuk  Kecamatan

Tanjungsiang Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

SINAR HARAPAN.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1767.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

102. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonan  Bantuan  Hibah  dan

Permohonan  Pencairan  bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama

MEKAR  ASIH  Ds.Sindanglaya  Kecamatan  Tanjungsiang  Kabupaten

Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :  94/ EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal  05  Agustus  2014  Kelompok

Usaha Bersama MEKAR ASIH.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

928.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN); 

103. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Hibah Kelompok

Usaha Bersama PUTRA SAWARGI Ds.Sagalaherang kaler Kecamatan

Sagalaherang Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan  Hibah  /  Bantuan  Hibah  Nomor  :    /

EVALUHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal  2014  Kelompok  Usaha

Bersama PUTRA SAWARGI.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

929.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN); 

104. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Hibah Kelompok

Usaha Bersama PANANJUNG Ds.Cisaat Kecamatan Ciater Kabupaten

Subang. 
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- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :  91/ EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal  05  Agustus  2014  Kelompok

Usaha Bersama PANANJUNG.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1021.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

105. 1  (satu)  berkas  Asli  Proposal  Permohonan  Bantuan  Hibah  dan

Permohonan  Pencairan  bantuan  Hibah  Kelompok  Usaha  Bersama

HARKO  MANDIRI  Ds.Kasomalang  wetan  Kecamatan  Kasomalang

Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :  90/ EVAL

UHBS/DISKELPERI/2014  Tanggal  05  Agustus  2014  Kelompok

Usaha Bersama HARKO MANDIRI.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1027.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

106. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Hibah Kelompok

Usaha  Bersama  ANUGRAH  Ds.Tenjolaya  Kecamatan  Kasomalang

Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :  97/ EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal  06  Agustus  2014  Kelompok

Usaha Bersama ANUGRAH.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

930.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN); 

107. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Hibah Kelompok

Usaha  Bersama  MINA  BAROKAH  Ds.Sindangsari  Kecamatan

Kasomalang Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

SINAR HARAPAN.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1280.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

108. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Hibah Kelompok

Usaha  Bersama  TARUNA  BUMI  Ds.Cijambe  Kecamatan  Cijambe

Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

TARUNA BUMI.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1282.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;
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109. 1 (satu) berkas Asli Proposal Permohonan Bantuan Hibah Kelompok

Usaha  Bersama  TARUNA KARYA  Ds.Situsari  Kecamatan  Dawuan

Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/  DISKELPERI/2014  Tanggal   2014  Kelompok  Usaha

Bersama TARUNA KARYA.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1284.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

110. 1 (satu) berkas Asli Permohonan Pencairan bantuan Hibah Kelompok

Usaha Bersama NANJUNG RAHAYU Ds.Cijambe Kecamatan Cijambe

Kabupaten Subang.

- Hasil  Evaluasi  Usulan Hibah /  Bantuan Hibah Nomor :    /  EVAL

UHBS/ DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok Usaha Bersama

NANJUNG RAHAYU.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1286.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

111. 1  (satu)  berkas Asli  Hasil  Evaluasi  Usulan  Hibah  /  Bantuan  Hibah

Nomor :   / EVAL UHBS/DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok

Usaha Bersama SINAR HARAPAN.

- Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor : 978/

1112.1/RUHBS/Diskelperi/2014  Tanggal  2014.  (disita  dari  Saksi.

OMAN) ;

112. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Berkah.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ; 

113. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Mulya  Sari.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

114. SP2D (Surat  Perintah  Pencairan  Dana),  Surat  Pernyataan,  Cheklis,

Kwitansi,  NPHD  (Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah)  dan  Proposal

Pencairan  (Disita  dari  DPPKAD)   Kube  Tunas  Mekar.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

115. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ikan  Tawar  Amanah.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

89

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 89



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

116. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Bina  Mitra.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

117. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Ikan Mas Asihan. SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

118. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ikan  Wahyu  Sejahtera.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

119. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015  Kube  Bolang  Ranca.  SPP (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

120. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Ikan Mas Kompas. SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

121. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Sri  Kandi.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

122. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Lele  Anugrah.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

123. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Tambak  Asri  Mandiri.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;
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124. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Mulya  Mas.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

125. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Poktan  Bina  Karya.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

126. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Pindangsari.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

127. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Tunas Harapan. SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

128. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Mina  Mas.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

129. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Lebak  Mina.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

130. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Az  Zahra.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

131. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Budidaya Ikan Barokah Mandiri.  SPP

(Surat Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D

(Surat Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi,

NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

132. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Budidaya  Ikan  Mitra.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat
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Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

133. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Budidaya Ikan Cileuleuy.  SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

134. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Langgeng Jaya. SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

135. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Mekar  Asih.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

136. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Pokdakan Putra Sawargi. SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

137. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Poktan Majalat.  SPP (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

138. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Perikanan  Pananjung.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

139. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Pokdakan Harko Mandiri. SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

140. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Perikanan  Mega  Tirta.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;
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141. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Perikanan Poktan Galih.  SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

142. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Perikanan  Poktan  Campaka  Mekar.

SPP (Surat Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar),

SP2D (Surat  Perintah  Pencairan  Dana),  Surat  Pernyataan,  Cheklis,

Kwitansi,  NPHD  (Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah)  (Disita  dari

DPPKAD) ;

143. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Perikanan Poktan Anugrah. SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

144. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Perikanan Pokdakan Guna Tani. SPP

(Surat Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D

(Surat Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi,

NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

145. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Perikanan Pokdakan Al Baashitu. SPP

(Surat Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D

(Surat Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi,

NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

146. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Perikanan Mina Barokah. SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

147. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Perikanan Surya Tunggal. SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

148. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Perikanan  Ikan  Mas  Keresek.  SPP

(Surat Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D

(Surat Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi,

NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

149. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Perikanan Ikan Mas Gambarsari. SPP
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(Surat Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D

(Surat Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi,

NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

150. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Perikanan Ikan Bahagia.  SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

151. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Perikanan Ikan Abadi Sejahtera. SPP

(Surat Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D

(Surat Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi,

NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

152. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Taruna  Bumi.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

153. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Taruna  Karya.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

154. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Nangjung Rahayu. SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

155. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Sumber Sejahtera. SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

156. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Putra Binangkit.  SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

157. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015  Kube Mas Sejahtera.  SPP (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;
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158. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Budidaya Ikan Tawar Sugih. SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

159. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Sawargi.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

160. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Ikan Mas Barokah. SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

161. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Kujang  Asri.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

162. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Batik.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

163. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Usaha Ternak Jaya Mandiri. SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

164. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Ikan Tawar Mandiri Jaya. SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

165. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Ikan Tawar Kard Mandiri. SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

166. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Mina  Sugih.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah
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Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

167. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Mulus  Jaya.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

168. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Poktan  Pandan  Wangi.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

169. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Sejahtera  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

170. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Poktan  Jaha  Wangi.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

171. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ternak  Ikan  Saluyu.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

172. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ikan  Maja  Sejahtera.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

173. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Kepiting  Jaya.  SPP (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

174. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Ikan Lele Ikhtiar. SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;
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175. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ikan  Mekar  Mandiri.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

176. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ikan  Prasarana  Utama.  SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

177. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Lestari  3.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

178. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Lestari  1.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

179. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Tani  Jaya.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

180. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Putra  Jaya.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

181. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Jati  Hilir.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

182. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Pindang  Mustika  Jaya  Abadi.  SPP

(Surat Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D

(Surat Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi,

NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

183. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ikan  Mas.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah
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Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

184. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ikan  Mandiri  Mekar.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

185. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Ikan Pangkalan Sejahtera. SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

186. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Ikan Usaha Serba Jaya.  SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

187. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ikan  Unggulan  Mandiri.  SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

188. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Ikan Mas Cinata. SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

189. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Mekar  Usaha.  SPP (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

190. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Sumber Rezeki.  SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

191. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Sumur  Jaya.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;
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192. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Nila  Kencana.  SPP (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

193. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ikan  Mas  Sugih  Mukti.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

194. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ikan  Anugrah  Mandiri.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

195. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Ikan Kerajan Jaya. SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

196. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Ikan Lele Sadulur. SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

197. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ikan  Tegar.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

198. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ikan  Lele  Jaya  Abadi.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

199. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Usaha  Ikan  Sawargi.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

200. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Mandiri  Jaya.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah
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Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

201. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ikan  MAs.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

202. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Giri  Mukti.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

203. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Ikan  Mas  Maju  Jaya.  SPP  (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

204. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Ikan Mas Harapan Jaya. SPP (Surat

Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD

(Naskah Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

205. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015  Kube Sinar  Harapan.  SPP (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

206. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Dedi  Jaya.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

207. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Ikan Nila Mandiri. SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

208. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015  Kube Ikan Air  Tawar.  SPP (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;
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209. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND PPKD/04/2015 Kube Saluyu Makmur. SPP (Surat Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

210. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Guna  Lestari.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

211. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Dokumen NO.

02/BEND  PPKD/04/2015  Kube  Masle  Jaya.  SPP  (Surat  Perintah

Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah

Pencairan Dana), Surat Pernyataan, Cheklis, Kwitansi, NPHD (Naskah

Perjanjian Hibah Daerah) (Disita dari DPPKAD) ;

212. 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba Serie Satelit U840W dengan no seri

: 8C040248W. (disita dari Saksi. OMAN) ;

213. 1 (satu) buah Flashdisk 32 Gb Merk Kingston warna Hitam. (disita dari

Saksi. BAYUAJI Dinas DKP) ;

214. 1 (satu) buah Hard disk external Merk Seagate, S/N NA45YZL8. (disita

dari Saksi. OMAN) ;

215. 1  (satu)  buah  Hard  Disk  I  Merk  Seagate  Baracuda  500  Gb  S/N

Z3TDF2QK. (disita dari Kantor Sekwan DPRD Kab. Subang atau Ketua

Anggota DPRD Kab. Subang);

216. 1  (satu)  berkas  fotocopy  Surat  Keputusan  Bupati  Subang  Nomor  :

978/Kep-195-Sosial/2013  Tentang  Penunjukan  Pejabat  yang

Menandatangani NPHD Bantuan Hibah Kab. Subang tahun 2013 ;

217. 1  (satu)  berkas  fotocopy  Alur  Mekanisme  Hibah  dan  Bansos

berdasarkan Perbup No.6 Tahun 2013 (Disita dari saksi H. SUMARNA.

S.Sos., M.Ap.);

218. 1  (satu)  berkas  Petikan  Keputusan  Bupati  Subang  Nomor  :

821.2/KEP.88-BKD/2014 tanggal 18 Maret 2014 (Disita dari  saksi H.

SUMARNA. S.Sos., M.Ap.) ;

219. 1  (satu)  berkas  fotocopy  Rekomendasi  Hibah  dan  Bansos  untuk

Kepala SKPD se Kab. Subang tanggal 28 Februari 2014 (Disita dari

saksi H. SUMARNA. S.Sos., M.Ap.) ;

220. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Subang.  Nomor  :  954/Kep.  1150-Diskelpri/2013  tanggal  1  Oktober

2013.  Tentang Penunjukan Tim Evaluasi  Usulan Hibah  dan  Bansos

pada  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kab.  Subang  Tahun  Anggaran

2014. (Disita dari saksi H. SUMARNA. S.Sos., M.Ap.) ;
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221. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Edaran DPPKAD Kab. Subang Nomor :

466.2/307/DPPKAD tanggal  27  Februari  2014.  (Disita  dari  saksi  H.

SUMARNA. S.Sos., M.Ap.) ;

222. 1  (satu)  Berkas Peraturan Bupati  Subang Nomor  :  42  Tahun 2013.

Tanggal  28  Maret  2013.  (Disita  dari  saksi  H.  SUMARNA.  S.Sos.,

M.Ap.).

223. 1  (satu)  foto  copy  legalisir  lampiran  berkas  DPA.  DPPKD Nomor  :

1.20.1.20.09.00.00.4.  (Disita  dari  HANUNG  ADI  WIBOWO,  A.Md.

DPPKAD Kab. Subang) ;

224. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Hasil Evaluasi Usulan / Bantuan Hibah

Nomor  :  95/EVAL UHBS/DISKEPERI/2014  tanggal  6  Agustus  2014,

Rekomendasi  Usulan  Hibah  /  Usulan  Bantuan  Sosial  Nomor  :

978/936.1/RUHBS/Diskelperi/2014. (Disita dari OMAN SUPRATMAN) ;

225. 1 (satu) berkas Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor :

05/Poktan/A/X/2014.  An.  Kube  Tani  Anugrah  dan  Surat  Pernyataan

Tanggung JAwab Mutlak / Fakta Integritas Kube Tani Anugrah. (Disita

dari OMAN SUPRATMAN) ;

226. 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Keputusan Bupati Subang Nomor :

902/KEP.199-DPPKAD/2014  tentang  Pembentukan  Tim  TAPD  Kab.

Subang. tanggal 26 Juni 2014. (Disita dari saksi UJANG SUTRISNA) ;

227. 1 (satu) berkas Foto Copy Petikan Surat  Keputusan Bupati  Subang

Nomor  :  820/KEP.270 A-BKD/2011 tanggal  23  Maret  2011.  Tentang

Pengangkatan  sebagai  Kabagsos  Pemda Kab.  Subang.  (Disita  dari

saksi UJANG SUTRISNA) ;

228. 1  (satu)  berkas  fotocopy  Surat  Keputusan  Bupati  Subang  Nomor  :

978/Kep-195-Sosial/2013  Tentang  Penunjukan  Pejabat  yang

Menandatangani  NPHD  Bantuan  Hibah  Kab.  Subang  tahun  2013

(Disita dari saksi H. SUMARNA. S.Sos., M.Ap.) ;

229. 1  (satu)  berkas  fotocopy  Alur  Mekanisme  Hibah  dan  Bansos

berdasarkan Perbup No.6 Tahun 2013 (Disita dari saksi H. SUMARNA.

S.Sos., M.Ap.) ;

230. 1  (satu)  berkas  Petikan  Keputusan  Bupati  Subang  Nomor  :

821.2/KEP.88-BKD/2014 tanggal 18 Maret 2014 (Disita dari  saksi H.

SUMARNA. S.Sos., M.Ap.) ;

231. 1 (satu) berkas fotocopy Nomor 466/302-Sos tanggal 28 Februari 2014

tentang Rekomendasi Hibah dan Bansos untuk Kepala SKPD se Kab.

Subang (Disita dari saksi H. SUMARNA. S.Sos., M.Ap.) ;

232. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Subang.  Nomor  :  954/Kep.  1150-Diskelpri/2013  tanggal  1  Oktober

2013.  Tentang Penunjukan Tim Evaluasi  Usulan Hibah  dan  Bansos

pada  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kab.  Subang  Tahun  Anggaran

2014. (Disita dari saksi H. SUMARNA. S.Sos., M.Ap.) ;
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233. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Edaran DPPKAD Kab. Subang Nomor :

466.2/307/DPPKAD tanggal 27 Februari 2014 tentang Penatausahaan

Hibah dan Bansos. (Disita dari saksi H. SUMARNA. S.Sos., M.Ap.) ;

234. 1  (satu)  Berkas Peraturan Bupati  Subang Nomor  :  42  Tahun 2013.

Tanggal  28  Maret  2013.  (Disita  dari  saksi  H.  SUMARNA.  S.Sos.,

M.Ap.) ;

235. 1  (satu)  Berkas  Foto  copy  Keputusan  Bupati  Subang  Nomor  :

902/Kep.389-Diskelperi/2014.  Tanggal  21  Oktober  2014.  (Disita  dari

saksi H. SUMARNA. S.Sos., M.Ap.) ;

236. 1  (satu)  foto  copy  legalisir  lampiran  berkas  DPA.  DPPKD Nomor  :

1.20.1.20.09.00.00.4.  (Disita  dari  HANUNG  ADI  WIBOWO,  A.Md.

DPPKAD Kab. Subang) ;

237. 1 (satu) berkas Asli Lampiran Hasil Evaluasi Usulan / Bantuan Hibah

Nomor  :  95/EVAL UHBS/DISKEPERI/2014  tanggal  6  Agustus  2014,

Rekomendasi Usulan Hibah (Disita dari OMAN SUPRATMAN ) ;

238.  1 (satu) berkas foto copy Rekomendasi Usulan Bantuan Sosial dan

Hibah Nomor : 978/936.1/RUHBS/Diskelperi/2014. (Disita dari OMAN

SUPRATMAN ) ;

239. 1 (satu) berkas Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor :

05/Poktan/A/X/2014.  An.  Kube  Tani  Anugrah  dan  Surat  Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak / Fakta Integritas Kube Tani Anugrah. (Disita

dari OMAN SUPRATMAN) ;

240. 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Keputusan Bupati Subang Nomor :

902/KEP.199-DPPKAD/2014  tentang  Pembentukan  Tim  TAPD  Kab.

Subang. tanggal 26 Juni 2014. (Disita dari saksi UJANG SUTRISNA) ;

241. 1 (satu) berkas Foto Copy Petikan Surat  Keputusan Bupati  Subang

Nomor  :  820/KEP.270 A-BKD/2011 tanggal  23  Maret  2011.  Tentang

Pengangkatan  sebagai  Kabagsos  Pemda Kab.  Subang.  (Disita  dari

saksi UJANG SUTRISNA) ;

242. 1  (satu)  foto  copy  berkas  Keputusan  Bupati  Subang  Nomor  :

900/Kep.08-DPPKAD/2014. Tanggal 2 Januari 2014. (Disita dari saksi

AHMAD SOBARI) ;

243. 1  (satu)  foto  copy  berkas  Keputusan  Bupati  Subang  Nomor  :

820/Kep.285-BKD/2010.  Tanggal  29  Oktober  2010.  Tentang

Pengangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  Jabatan  Eselon  II.b  di

Pemda Kab. Subang. (Disita dari saksi AHMAD SOBARI) ;

244. 1  (satu)  berkas  foto  copy  Keputusan  Bupati  Subang  Nomor  :
954/Kep.547-DPPKAD/2013.  Tanggal  31  Desember  2013.  Tentang
Penunjukan Pejabat  Pemerintahan Kab.  Subang Sebagai  Pengguna
Anggaran / Barang. (Disita dari saksi AHMAD SOBARI) ;

245. 1 (satu) berkas foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Tanggal 27 Juli 2011. (Disita dari saksi AHMAD SOBARI) ;

246. 1  (satu)  foto  copy  berkas  Keputusan  Bupati  Subang  Nomor  :
954/Kep.5-DPPKAD/2015.  Tentang  Penunjukan  Pejabat  Pemerintah
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Kab. Subang sebagai Pengguna Anggaran. (Disita dari saksi AHMAD
SOBARI) ;

247. 1  (satu)  foto  copy  berkas  Keputusan  Bupati  Subang  Nomor  :
900/Kep.08-DPPKAD/2014. Tanggal 2 Januari 2014. (Disita dari saksi
AHMAD SOBARI);

248. 1 (satu) foto copy berkas Peraturan Bupati Subang Nomor : 11 Tahun
2015. Tentang Tupoksi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan
Aset Daerah Kab. Subang. (Disita dari saksi AHMAD SOBARI);

249. 1  (satu)  lembar  tanda  bukti  kuitansi  Asli  Penerimaan uang sebesar

Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dari Bagsos (UJANG

SUTRISNA)  kepada  Kadis.  DKP tanggal  08  September  2015  untuk

pembayaran Titipan Pengembalian Kerugian Negara An. OMAN dan

IRIANA; 

250. 1  (satu)  buku  register  surat  keluar  1  tahun  2014  asli  dari  Dinas

Kelautamn dan Perikanan Kab. Subang ;

251. 1  (satu)  buku  register  surat  keluar  2  tahun  2014  asli  dari  Dinas

Kelautamn dan Perikanan Kab. Subang ;

252. 1  (satu)  buku  register  surat  keluar  3  tahun  2014  asli  dari  Dinas

Kelautan dan Perikanan Kab. Subang ;

253. Uang tunai sebesar Rp.53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu

rupiah) dari Pengembalian Uang Kerugian Negara yang diperoleh dari

Saksi  OMAN  SUPRATMAN  SUPRATMAN  (dilakukan  Penuntutan

Terpisah) ;

254. Uang  tunai  sebesar  Rp.100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah)  dari

Pengembalian Uang  Kerugian  Negara  yang  diperoleh  dari  Saksi

IRIANA (dilakukan Penuntutan Terpisah).

Dipergunakan dalam perkara lain (berkas dalam proses penyelidikan);

8. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Terdakwa  sebesar  Rp.  5.000,-(lima

ribu rupiah);

Menimbang,  bahwa  terhadap  putusan  Pengadilan  Negeri  Tindak

Pidana Korupsi Bandung tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding

dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung pada

tanggal  16  Agustus  2016  sebagaimana  tersebut  dalam  Akta  Permintaan

Banding  No.  26/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg,  dan  permintaan  banding

tersebut  oleh  Jurusita  Pengganti  Pengadilan  Negeri  Bandung  telah

diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa

pada tanggal 16 Agustus 2016;

Menimbang,  bahwa  sehubungan  dengan  permintaan  banding

tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal

23 September 2016 dan memori banding tersebut pada tanggal 26 September
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2016,  telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dengan patut

dan seksama;

Menimbang,  bahwa  sehubungan  memori  banding  dari  Jaksa

Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra

memori  banding  yang  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Tindak

Pidana Korupsi  Bandung pada tanggal  03 Oktober  2016 dan kontra memori

banding tersebut pada tanggal  04 Oktober 2016, telah diberitahukan kepada

Jaksa Penuntut Umum dengan patut dan seksama;

Menimbang,  bahwa  kepada  Penuntut  Umum  dan  Terdakwa  oleh

Jurusita  Pengganti  Pengadilan Negeri  Tindak Pidana Korupsi  Bandung telah

diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas

perkara mulai tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September

2016, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum

tersebut  telah  diajukan  dalam tenggang  waktu  dan  menurut  tata  cara  serta

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu

permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  memori

bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan banding yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 26/Pid-

Sus-TPK/2016/PN.Bdg,  tanggal  10  Agustus  2016  yang  dalam putusannya

menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6

(enam)  bulan  adalah  kurang  dari  2/3  (dua  per  tiga)  dari  tuntutan  pidana

Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam)

bulan, adalah dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak

mendukung  jalannya  program  Pemerintah  dalam  pelaksanaan

pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  sedang  gencar  digalakan  di

Negara Republik Indonesia;

- Bahwa menurut hemat kami bahwa Terdakwa seharusnya terbukti melakukan

tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair bukan  dakwaan

Kesatu  Subsidair  sebagaimana  tersebut  dalam  putusan  Majelis  Hakim

Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung;

Menimbang,  bahwa  Terdakwa  melalui  Penasehat  Hukumnya  telah

mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tindak  Pidana

Korupsi  Bandung  yang  menyatakan  Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan
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Kesatu Subsidair,  adalah merupakan pertimbangan hukum yang tepat dan

sangat  jelas  serta  berdasarkan  pertimbangan  murni  hati  nurani  sebagai

Hakim yang tidak memihak sehingga dengan demikian pertimbangan hukum

dan  putusan  Pengadilan  Tingkat  Pertama menurut  Terdakwa  sudah  tepat

sekedar mengenai dictum putusan point 1, 2 dan 3 tersebut di atas;

- Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasakan masih

terlalu berat bila melihat fakta yang telah terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan

a  quo,  seluruh  alasan-alasan  keberatan  baik  yang  dimuat  dalam  memori

banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dalam kontra memori banding dari

Penasehat Hukum Terdakwa dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini;

Menimbang,  bahwa  setelah  membaca  dan  mempelajari  memori

banding  dari  Jaksa  Penuntut  Umum  maupun  kontra  memori  banding  dari

Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan

hal-hal  baru  yang  dapat  merubah  putusan  Hakim  tingkat  pertama  dan

keberatan-keberatan  tersebut  telah  dipertimbangkan  dalam  pertimbangan

hukum putusan Hakim tingkat pertama, sehingga dengan demikian tidak perlu

dipertimbangkan lagi dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  tingkat  banding,  setelah

memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan,  yang terdiri

dari  Berita  Acara  Persidangan,  baik  keterangan  saksi-saksi,  keterangan

Terdakwa, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

perkara  ini,  salinan  resmi  putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi

Pengadilan  Negeri  Bandung  Nomor  26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg  tanggal

10  Agustus  2016,  maka  Majelis  Hakim  tingkat  banding  berpendapat  bahwa

putusan perkara a quo yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara

sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana

didakwakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  dakwaan  Kesatu  Subsidair

adalah sudah tepat  dan benar,  sehingga oleh Majelis Hakim tingkat  banding

disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara

ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung tanggal

10 Agustus 2016, No. 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg, yang dimintakan banding

tersebut dapat dikuatkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan

dalam pemeriksaan ini telah ditahan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP

maka  terhadap  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalankan  oleh
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Terdakwa tetap akan dikurangi dari pidana penjara yang dijatuhkan dan sesuai

ketentuan pasal  193 ayat (2)  jo pasal  242 KUHAP maka diperintahkan agar

Terdakwa tetap diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dinyatakan  bersalah

sejalan  dengan  ketentuan  pasal  222  KUHAP  maka  Terdakwa  dibebani

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan  ketentuan  dalam  Pasal  3  jo  Pasal  18  Undang

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001

tentang  Perubahan  atas  Undang  Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-

ketentuan peraturan perundang-undangan  dan hukum yang berkenaan dengan

perkara ini :

                             M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

- Menguatkan  putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi

Pengadilan  Negeri  Bandung  tanggal  10  Agustus  2016,  No.

26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut;

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Membebankan  biaya  perkara  kepada  Terdakwa  dalam  kedua

tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar

Rp.5.000,-(lima ribu rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat  pada hari : Kamis, tanggal 06 Oktober 2016, oleh

Kami :  DJAMER PASARIBU, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan RUSSEDAR,

S.H.   Hakim Tinggi dan H. MUGYANA SUKANDAR, S.H.,M.H. Hakim Ad Hoc

masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Pengadilan  Tinggi  Jawa  Barat  tanggal   16  September  2016,  No.

26/Pen/TIPIKOR/2016/PT.Bdg,  yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

yang dinyatakan terbuka untuk  umum pada hari,  Rabu  tanggal  12 Oktober

2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri  Para Hakim Anggota dan  TOLOPAN

BANJARNAHOR,  S.H. sebagai  Panitera  Pengganti,  tanpa  hadirnya  Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa .-
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HAKIM ANGGOTA,                                                 HAKIM KETUA,

RUSSEDAR, S.H.                                           DJAMER PASARIBU, S.H.            

H. MUGYANA SUKANDAR, S.H.,M.H.          PANITERA PENGGANTI,              

                                              

                                            TOLOPAN BANJARNAHOR, SH.

108

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 108


